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ABSTRAK 

Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, 

mernbawa implikasi terbadap dinami.ka hukum ketatanegaraan yang teljadi di banyak 

negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun pernndang­

undangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan 

masing-masing negma dalam mef\iawab relasi aniara negara dan sitem eknnomi 

global. Perubalnm yang leljadi terhadap negara tersebu!lnh yang memberi tugas bagi 

hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan 

ketertiban. 

Pernturnn Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor I Tahun 

2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 200() 

Tentang Penetapan Perpn Nomor I Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas 

dan Pelabuban Bebas Menjadi Undang-Undaug, telah disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Iadonesia (DPR R1) menjadi Undaug-Undaug, dan telah 

diundangkan menjadi UU Nornor 44 Tahnn 2007. Keberadaan Perpu tersebut 

menacik untuk dikaji kerena dalam Perpu Nomor I Tahun 2007 teljadi pengaliban 

kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuban bebas 

dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR 

menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis 

ini socara lebih khusus mengkaji setidaknya dua bal pokok dari Perpu Nomor l 

Tahun 2007, yakni dari sisi pulitik hukum dan pengganaan asas bal ikhwal 

kegentingan yang memaksa. 

Kata km>ci : globalisasi, teori konstitusi, pulitik hukum, bal ikhwal kegentingan 

yang memaksa. 
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BABI 
PENDAHULUAN 

"Kita menghendaki Negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang 
berdasar kepada gotong royong, u.raha bersama; tujuan kira ialah membaharui 
masy01'akat. Tetapi disebefah itu jangan/ah kit a memberikan kekuasaan yang 
tidak te.rbatas kepada negara untuk menjadikan diatas negara baru itu suatu 

A. Latar Belakang 

negm-a kekuasaan" 1 

(Muhammad Balta) 

Peraturan Pemerin!ah Pengganti Undaag-Undang (untuk kemudian 

disingkat Perpu) Nomar I Tabun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undaag 

Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang 

Kawasan Perdaganan Bebas daa Pelabahan Bebas Menjadi Undang-Undaag; 

Menjadi Undaag-Uadang, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republi.k 

Indonesia untuk: disahkan Menjadi Undang-Undang.2 Dalam perja1anannya Perpu 

tersebut te!ah diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007.3 

Uthirnya Perpu Nomor I tahun 2007 bukanlah merupakan sesuatu yang 

barn bagi deerah industri. Pada tataran empiris, keberadaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabahan Bebas telah banyak dipraktekkan di deerah-

1 Dalnm buku Satya Arlnanto, HakAsasi Manusia dalom Transisi Politik Indonesia. (Jakarta: 
PilH1N UI, 2005) bal. 9 

2 Perpu Nomor l Tahun 2007 disahkan oleh DPR RI da1am Rapst Paripwna pada trngg«l 9 
Oktobet 2007. Proses peagesaban Perpu msebut disaksikan oleh penulis yang sehari-hari bekerja 

~~::=~~tfp~~jg~~~~~~:le~!m!~let;; 
h.anya F~i Piuuti Oe!lWkresi Indonesia Peljuangaa yang menyatakan keberntannya dengan 
disahkennya Pespu telsebut menjadi undnng-undang 

J'Republik lndonet~ia, UJK{png~Undang Temarig"-Peneiep(m ·p~~ P~rinto.h, Penfgam1 
Undang~Undtmg .VINltiR' l Takun 2007 Tenfang Perubahan Atos Undang-Undang NomtJr 36 
Talntn 2001)_ Te_nlang_ Pene~aptin P~ Nomor 1 Tahun lflOO Tenlang Kawasan Perdaganan 
Bc!Jas dan Pelabuhan lJebas MeJ?jodi Undtmg-Undang, MenjadJ Undang~Undang, Undang~ 
Undang Nomor44 Tahun2007,LN Nomor 130 Tahun2007. TLNNomor 4775. 
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daerah seperti Batam, Bintan dan Karimun. Hal ini juga ditunjukan dengan 

ditetapkannya .Batam sehagai daerah otonomi penuh berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 53 tahun 1999 sehagai Bonded Zone Plus. Salah satu regulasi lain yang 

memperkuat dan mempermudah arus perdagangan bebas pun juga ditunjukkan 

dengan Pernturan Pemerintah Noinor 63 tahun 20034 tertanggal 31 Desember 

2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambaban Nilai dan Pajak Pejualan Ata.s Barang 

Mewab Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerab lndustri Palau B-... 

Terakbir peda tabun 2006 dibuka Kantor Pelayanan Investasi Terpadu (lntegraJed 

Investment &vice Unit) di .Batam dabun rangka izin pemberian usaba'. 

Dipergunakannya Petpu dabun pengatu.ran mengenai Kawasan 

Perdagangan .Behas dan Pelabuhan Behas seeam konstitusional memang telah 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945.6 

Artinya dengan disahkannya Perpu Nomor 1 tabun 2007 tersebut maka 

Pemerintah beserta DPR menganggap babwa saat ini telab teljadi hal ikhwal 

~ Indonesia, Peraturan Pemcrinlah tenJang Per/akuan Pajak Pertambalum Ni/ai dan Pajak 
Pejualan Alas Baro.ng Mawah Di Kawasan Deriknl (Bonded Zone) Daerah lnduslri Pulau 1Jatam, 
PP. Nomor 63 labtm2003, Lembaran Negara Nomor 157~ Thmbahsn Lembanm Nega.ra Nomor 
4352. 

Salah satu poin penting da.ri dikeluarkannya PP h'o. 63 Tabun 2004 adaJah pcmbebas.an 
pengenaan Pajak Pcrtambalmn Nilai terhadap beber.!pa jenis produk secu.ra bertahap. dengan 
klw:gori: 

!. Penyerahan Barang Kooa Pajak kepada Pengusahe: sepanjang Barung Kena Pajak ter.sebut 
digwntkan untuk mengbasillmn Barnng Kena Pajak yang: diekspor; dan 

2. lmpor Barang Kena Pajak )'llllg dilakukan oleh Pengusa.ha sepanjang Baru.ng Kena P~ak 
terseOOt digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor. 

5 Menteri Perdagangm, Menteri Keuansazt. Menter! Hukum dan UAM, K¢terangan Pempinlah 
Alas RUU lentang PeJ111tapan Perpu Nfmlor 1 Tahun 1007, (Jakarta U:September 2007} hal6. . "- . ·. ·.~ . . 
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kegentingan yang memaksa sehingga diperiukan Undang-Undang yang secara 

efektifbisa dengan cepat pembentukllllllya. 

Dengan pengajuan Perpu ini berarti pemerintah sedang bertindak sebagai 

political actor dan pada saat yang sama sedang bertindak sebagai legal actor. 

Dalam bnl ini Philip None! dan Philip Selznick memben'kan penjelasan. 

"As a political actor it assumes responsibility for deciding what ends 
are to be pursued and what resou.rces it is prepared to commit in 
dcalling witb problems such as pollution oontrol or discrimination 
in emplo)'!llent". These decisions expres and impose a political power, 
however restrained and sublimated it may be. But government must 
then prooeod as legai actor".' 

Perpu Nomor I TahWl 2007 terdiri atas perobahan tetbedap 3 pasal dari 

Undang-Undang Nomor 36 Tahnn 2000. Pokok-Pokok materi yang diatur dalam 

Perpu Nomor 1 Tahnn 2007 adalah mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 36 Tahuo 2000, yang peda awalnya Kawasan 

Perdnganan Bebas dan Pelabubnn Bebns ditetapkan dengan undaug-undang, 

diubah menjadi ditetllpkan dengan peraturan pemerintah. Secara lebih jelas 

substansi Perpu Nomor l Tahun 2007 yakni mengenai:8 

a. Batas~batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

b. Kegiatan-kegiatlln ekonomi yang dilakukan di dalam Kewasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabu.han bebns; dan 

c. Penempan Kawasan Perdagangan Bebas da.~ Pelahu.han Bebas. 

Menarik Wltuk dianalisis adalab hal yang melatllr belakangi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR Rl) memberikan per.;etujuan Wltuk mehdtukan 

pembeban teibadap UU Nomor 36 tahun 2000. Perpu ini seoam prinsip berarti 

7 Philippe Nonct and Philip Selm!"k::, Law and Sociely in lronsilion~ Toward l?upMSive Law 
{New Yorlc Harper&Row, 1978) dalam ,""o1itikHukwn 1, S:ttya.Arirtanto, hat l:SS 

11 Menteti Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM. op.cil, buL 13. 
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DPR telah menyerahkan kewenangan konstitusionalnya untuk menentukan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam hentuk undang-nndang, 

untuk kemudian kewenangan tersebut diserahkan kepada pernerintah dalam 

hentuk Peraturan Pemerintah, yang sudab tentu teijadinya kesepaka!an tersebut 

tidak lepas dari pelitik hukum DPR maupun Pemerintah itu sendiri 

B. Perumusan Permasa.lahan 

Pennasalahan yang kemudian timbul dan perlu mendapatkan jawaban 

adalab: 

I. Apakab pertimbangan politik hukum yang menyebabkan DPR menyetujui 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) disahkan 

menjadi undang-undang? 

2. Bagaimana sesungguhnya kedudukan asas hal ikhwal kegantingan yang 

memaksa dalam meneibitkan Perpa dalam kaitannya dengan kewenangan 

Presiden dan DPR memhentuk undang-undang? 

C. Tujuan Penelitian 

I. Mengetahui dan memahami pertimbangan pelitik hukum yang 

menyebabkan DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang (Perpu) disahkan menjadi undang-undang; 

2. Mengetahui dan memahami kedudukan asas hal ikhwal kegantingan yang 

memaksa daban menerbitkan Perpu dalam kailllnnya dangan kewenangan 

Presiden dan DPR memhentuk undang-undang. 
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D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep 

Secara teoritis memang cukup menarik untuk dikaji secara lebih seksama 

tentang beberapa tenninologi hukum yang dipakai dalam membahas tema ini. 

Beberapa terminologi hukum yang dibahas dalam tesis ini anta.ra kain adalah: 

D.l. Potitik Hokum 

Istilah politik hokum atau politik perundaog-uudangan didasarkan pada 

prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari 

suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya 

merupakan rancangan atau basil desain lembaga politik (body politict Sedangkan 

pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan 

sebagai arab kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional 

oleh pemerintah10
• M.Mahfud :rviD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: 

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan 

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 

9 HM. Laica Marzuki, Kelamkm Mengikal Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang­
Undang, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nemer 1, Maret 2006, ha1. 2. Lihat juga M. Mahfud MD, Politik 
Hukum di Indonesia, cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 5. Mahfud J\.ID menyebutkan bahwa 
hukum merupakan produk politik yang memo.ndang hukum sebagai formalitas atau kristalisasi dari 
kehendak-kehenda.k politik yang sa.ling berintemksi dan saling bersanginan. Lebih jauh Mahfud 
MD mengemukakan bahwa hubungan kausal.itas antara hukum dan politik yang berkailan dengan 
pertanyaan apakoh hukum mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum., 
dapat dijawab Pertama; hukum detenninan alas politik yaitu kegiatan-kegiatan politik diatur oleh 
dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua; politik determinan atas hukum karena hukum 
merupaka.n basil atau kristalisasi dari kehendak:-kehendak politik yang sa.ling berinteraksi dan 
bahk:an sa1ing bersaingan. Ketiga; poliUk dan hukwn sebagai subsistem kemasyarakatan be.rada 
pada posisi yang sederajat determinasiny11.. http:/!www.legalitas.org/?q=node/75 

10 M. Mahfud J\.ID, Politik Hukum di Indonesia. cet.. 2 (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 9. dapat juga 
dilihat di http://www.legalitas.orgl?q=nO<kJ75 · 
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2. Pelakasanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi 

lembaga dan pembinaan para penegak hukum11 • 

Pembentukan hukum, dalam ba.l ini hukum !llrtulis atau undang-undang 

pada dasamya rnerupakan sualu kebijakan pulitik negara yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan R.alcyat dan Presiden (di Indonesia atau pada umurnnya di 

negara lain). Kebijakan di atas merupakan kesepakatan antara Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Pememtah, dalam ba.l ini Presiden, untuk mengatur selnruh kebidupan 

barmasyarakat. herbangsa. dan bemegara. Kedua badan wr.;ebut 

mengatasnamakan negara dalam membentuk hukum atau undang-undang. 

Tennasuk suatu kebijakan pulitik negara edalah pada saat Dewan Perwakilan 

R.alcyat dan Presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi 

atau tidak (sanksi pidana, administras~ dan pendata)". 

D.2. Pemisahan Kekuasaan 

Penulisan tests ini mencoba mengambiJ sisi kewenangan kelembagaan 

yang dimiliki oleh Pmsiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

pembentukan peraturan pemadang-undangan. Secara Perkembangan pemikimn, 

konsepsi konstitusional dan prnklllk penyelenggarnan pemerintaban fungsi 

pembuatan undang-undanglfungsi legislasi dimlliki oleh DPR, akan tetapi justru 

dengan disahkannya Perpu Nomor I Tahun 2007 menjadi Undang-Undang maka 

DPR secara serta merta menyerabkan fungsiaya dalam menentukan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuban bebas dalam hentuk undang-undang namun 

kini cukup dengan peraturan pemerintah. 

11 Ibid. Lihat juga Abdul Hakim Garuda NusanWru, Pofitik Hukwn Nasion.ol, makalah pada Kerja 
Latihan Bantuan Hukwn, Surabaya. Septembec 1985. 

12 Suhariyono.AR, Proses Legislasi Dalam Pengembang1111. Sistem Hukum 
hUp:llwww.legalitru.org/?q =node/Z April2007 
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Fungsi legislatif yang dirniliki oleb DPR ini sebenamya dapat dibebas 

tersendiri mengingat di berbagai negara di dunia dewasa ini, fungsi legis!atif 

parlemen itu memang cenderung makin dianggap tidakleb lebih penting 

dibandingkan dengan fungsi kontrol atau pengawasan politik terha<lap 

pamerintab. Fungsi pambuatan undang-undang itu babkan mulai cenderung 

dianggap sebagai fungsi teknis dibaudingkan dengan fungsi pengawasan yang 

bersifut politis.13 Akan -p~ rakyat Indonesia sudab menjatabknn pilihan bebwa 

di masa depan kita nkan menganut ajaran pamisaban yang tegas di antara ka<lga 

cabang keknasaan !egislatii; eksekntif dan yudikatif. Karena itu, fungsi pembuatan 

undang-undang itu dipertegas sebagai keknasaan DPR, bukan lagi didominasi 

kekuasaan Presiden. Masalabnya kemudian yang perlu meudapat perhatian adalah 

bebwa pergeseran kekuasaan legislalif dari Presidan ke DPR itu tentunya 

menganduug implikasi yang mendasar terhadap proses pembentukan peraluran 

pamudang-undangan dan terbadap institusi atau pejabat yang berwenang 

membuat peraturan perundang~undangan itu sendiri14
, 

Bocbicara tentang kewenangan da1am membuat undang-undang 

sesunggabeya tidak pernah ter!epas dan sistem Pemisahan Kekuasaan. Brio 

Barendt mengingatkan kepuda kita tentang prlnsip-prinsip dan pernisabaan 

kekuasaan. sebagaimana dalam tulisannya ia mengatakan: 

The separation of powers principle retains considerable vitality and 
effectiveness as a constitutional technique for guaranteeing limited 
government. It is more important than the federal principle, because it is 
desirable to observe it in all liberal constitutions, while fede!allsme may be 
inappropdate for a smal~ homogeneus countiy. As l will explain shortly, 

11 Jimly Asshiddiqie, PergumuJrm Peran Pemerinlah dan Parleman da!am Sejarah: Telaah 
PuhantJJngan Konslitusi Berhugai Negara, Jakarta: C!·Pr_ess, 1996. www.tegalitar.org 

1 ~ Jimly Asshlddiqie. Takl Ut'Ui Pcnmdang-undangan dan Prcfilem Peraturan Daerah, 
www.legolitas.org 
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the separation of powers provides an argument for the institution and 
practice of judicial review. lt, therefore, sits uncomfortably with 
fundamental principle of the United Kingdom constitution-that parliament 
is entitled to enact any legislation it likes, no matter what its impact is on 
fundameotal rights. But that is an argument for discarding parliamentary 
sovereignty, rather than "treating tbe separation of powers principle with 
undue sceptisme.'5 

Persoalan pemisahan kekuasaan sudah banyak mendapatkan panjelasan 

dad banyak pakar kbususnya jika ldta berkaca pada sistem damokrasi yaog 

diterapkan di Amerika Serikat seperti yang dikatakan oleh Arend Lijphart16
: 

Separation of powers. One of the best-known and in comparative 
parspaerlve, unusual features of American democracy is a formal and strict 
separation of executive and legislative powers. One of its consequences is 
that the presiden~ in spite of the concentration of executive power in bis 
hands, is by no means all-powerfull. It may eveo be argued lhat, although 
there are no coalition cabinets, a kind of power~sharing between the 
president and congressional leaders--in. particular, for about a century after 
the Civil War, the leaders of the South who held the chairmanships of key 
congressional committees-has often been necessary in order to make the 
most important decisions for the nation. 

Berdasarkan UlJ Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pernturan 

perudandang-undangan pasal 25 ayat {1) dikJ!takan bahwa "Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalarn 

persidangan yang berikuf'. Dataru panjelasanoya Yang dimaksud dengan 

"persidangan yang berikot" adalah masa parsidangan Dewan Perwakllan Rakyat 

yang haoya diantarai satu masa reses. dan apahila ditolak oleh DPR maka Perpu 

tersebut tidal< berlaku. Masih menurut Jimly Ashiddiqie, dalarn sistcm pemisahan 

kekuasaan legislatif, eksekulif dan yodikJ!til; Presiden tidal< dapat lagi membuat 

peraturan-peratumn yang bersifut mandiri seperti kedudukan Keputusan Presiden 

lS Eric Barendt..fln Introduction lo comtituttonal Law (Oxford: Ox:furd University Press, 1998) 
daiam Politik J.!ukum 1, Satya Arinanto,. hal.123 

II,\: Arend Lijphi:ltt, Democrascies: Pat/ems of Mqjorltarian and Consei'ISUS GQVCrnmenl in 
Twenty-One Countries. (New Haven: Yale University Press, 1984) bal. 57 
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pada masa lalu. Satu-satunya pemtumn yang ditetapkan oleh Presiden dengan sifilt 

mandiri adalah Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang seperti 

dikemukakan di alas. 

D.3. Kedudnkn Perpn 

Menurut Jimly Ashiddiqie satu-satunyu peraturan yung dapat berisi 

pengaturan yang mandiri hanyalah Perallmm Pemerintah Pengganti Undang· 

Undang (Perpu) yang dnri segi isinya seharusnya dituangkan dalam bentuk UU, 

namun dnri segi proses pemhuntannyu ataupun kanena adanya filktor ekstemal 

berupa lreadaan hahayu atau kegentingan yaag memaksa, maka oleh Presiden 

dapat ditetapkan Perallmm Pemerintah sebagai Pengganti UU (PERPU) yang 

bersifat mandirL 17 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Jndonsia Tahun 1945 pasal 22 

ayal l menyatakan bahwa: Da/om hal ikhwal kegenlingan yang memaksa, 

Presimm berhak menetophm peraturan pemerintah sebagai pengganti un&mg-

un&mg." Memang dalam keterangannya pemerintahjuga mengatakan hahwa 

perobahan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 me!alui Perpu dari 

undang-undang menjadi perallmm pemerintah sama sekali tidak bennaksud 

mengambil kewenangan DPR yang diberikan oleh undang-undang. namun 

semata-mata demi kepentingan untuk mensejahtenlkan rakyat19
• 

Salah satu alasan yang dijadikan dasar mengajukan perpu ini adalah 

diperlukan langkah stnllegis yung digunakan untuk mensejahtenlkan rakyal 

11 Ibid 

1* Republik Indonesia. Undimg-Unr.Jang Dasar Negara Repubiik Itttltmsla TaJ;uq /945. Pasal22 
ayat 1. 

19 Men!.erl Perdagangan,. Menterl KeuanglUi, Menteri Hukum dan HAM. op.cil~ haL 14. 
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dengan meningkatkan arus investasi dan peningkatan ekspor serta penyediaan 

lapangan kelja dan pengentasan kemisldnan melalui Pembontukan Kawasan 

Perdagangan bebas dan Pelabuban Bebas. sebagaimllllll telab diolur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas pada dasamya merupakan upaya pengembangan pada 

wilayah tertentu dengan memberikan perlaknan kbusus di bidang perpajakan dan 

lrepabasnan kepada investor gana meningk.alkan investasi dan mendorong ekspor, 

yang selanjutnya dibarapkan dapat mendorong pertumbuban perelronomian 

Selama ini dasar pembentukan kllwasan perdagangan bebas dan pelabuban 

bebas adalab Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu 

Nomor I Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Menjadi Undang-Undang.21 Berdasarkan Umlang-Undang tersebu~ sampai saat 

ini (belum 7 tahun) bern I (satu) kllwasan yang ditetapkan sebegai kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Sabang" yang ditetapkan melalui 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.2' Artinya pemerinlab memandang jika 

setiap kllwasan perdagangan bebas dan pelabuban bebas barns selalu ditetapkan 

dengan umlang-undaag maka akan sangat lamban dan tidak dapat bersaing dangan 

banyak negara-negara lainnya seperti Cine dan Vietnam untuk mendorong iklim 

20 Ibid. ha!aman IO 

:n Indonesia, Undang·Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 
2000 Tentang Kawasan Perdagunan Bebao; dan Pelabulum Bebas Menjadi UndangMUndang. LN 
Nomor 251 Tahun2000, TLN'Nomor4053 

22 Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan. MeoterlHukumdan HAM, op.dt, hal. 11. 

'D Indonesia, Undang-Undang Tentang Peneioprm Perpu 2 Taltrm 2007 fertkmg Penetapan 
Kaw4san l'eNWgangan IJebas dan Pelabulum B<has Sahang Menjadi Undong-Undnng. UU. 
Nomor 37 Tahun 2000~ l,.N Nomor 252 Tahun 2001)., TLNNomor 4054 
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investasi.24 Melihat dati gambaran tersebut maka sesunggulmya panting untuk 

diketahui apa sesunggulmya politik bukum yang pada akhirnya mengakibalkan 

Perpa Nomor 1 Tabun 2007 disabkan menjadi undang-undang. 

Jika kita membaca Dafl.ar Iventaris Masalab yang diajukan oleh Fmkai 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada pandangan yang berbeda khususnya 

tanggapan atas konsideran Perpu ayat (d)yang menyatakan babwa mengailkan 

kondisi darura1 ekonomi dengan melakukan amandemen UU No. 36 tahun 2000 

lidaklab tepa!. 25 Dengan amandemen tersebut, maka muru::ul anggapan adanya 

kooflik kelembagaan dalam fungsi leglslasi antam pemerintah dan DPR, dengan 

perlimbaogan sebagai berikut:"' 

1. Babwa Perpa No. I Tabun 2007 yang mengubab pengaturan tentang 

pembentukan, penetapan, batas-batas kawasan dan kegiatan perdagangan 

bebas dan pelabuban bebas yang ;emula ditetapkan dengan undang-

undang menjadi dengan peraturan pemerintah. "Undang-undang menjadi 

''Peraturan Pemerintah" merupakan bentuk pengambil alihan terhadap 

kewenangan DPR oleh Presiden. 

2. Babwa imptikasi atas pengambilalihan kewenangan secara secara sepihak 

berdampak pada pertentangan antam lembaga negara dan Jelab masuk 

pada persoalan etika hubungan antar lembaga negara. 

:.w l..Mimya Perpu No. 1 ThJum 2007 Wltuk merubah substansi UU. No. 36 Tahun 2000 harus 
dipahami bahwa lreberadaa:n UU No. 36 Tahun 2000 yang mengatur tetrtang Penentuan Ka:wasan 
PerdagRngan Bebas dan Peiabuhan &bas juga dilnhirkan mel(ilill Perpu Nomor I Taltun 2000. 

25 Sehetariat Komisi VI DPR ru. DJM PersoNlingan Fralcsi-Fro!r.fi terhaJt:Jp !1UU tentqng 
Penetopan Perpu Nemer I tahun 1007 tentm:g Perub(lh(m etas Undu.ng-TJndang Nomcr 36 Tahun 
2000, JekmtB. 2007. 

:M .J/)id. Daftar Tnvenlarisasi Masalah yang diaju.kan oleb Fmksi PDI Peljuangan. 
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Jika kita rnengacu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 

2005-2009, beban togas DPR RJ sangaUah berat karena telah ditetapkan 284 

Rancangan Undang-Undang (RUU) dan sekian banyak RUU Non Prulcgna.< yang 

hams dibehas o!eh DPR sampai dengan akhir tahun 2009. Adapun Undang­

Undang yang dibasilkan sampai dengan bulan Juni tahun 2007 a.dalah 63 Undang-

Undang, dengan rincian 14 Undang-Undang padalahun 2005, 23 Undang-Undang 

pada tahun 2006 dan 26 Undang-Undang sampai dengan bulan Juni tahnn 200721
• 

Banyaknya RUU yang belum dibahas serta masih ndanya luncuran dati RUU 

yang sebarusnya diselesaikan pada tahun 2005 dan 2006, mengindikasikan bahwa 

pengajuan RUU bern akan memerlakan proses dan waktu yang cakup panjang 

sebelum ditell!pkan sebagai Undang-Uadang. 

Lepas dati persoalan beban kerja pembuatan undang-undang yang cukup 

berat, keberadaan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tidaklah boleb menalikan asas-asas 

pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut l.C Van der Viles dalam 

bekunya yang beJjudul Handboek Wetgeving, asas-asas pembuatan peraturan 

perundang-undangan dibagi dalum dua kelompek. yaitu'": 

D.3.1. Asas-asas Formil: 

l) Asas Tujuan yangjelas (begimel van duidel!fke) perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan dan manfaat yangjeias untuk apa dibuat.29 

21 Biro Persidangan Sekjen DPR Rl 

n A. Hamid. SA,. Peranan KepJJ.tusan Pruitktl RepubliJ:. Indonesia dal(Jm Penyelenggara(Jlt 
Pel1H!rintahan Negara, disertasi,. Ja.knrta,. 1990. hal. 32J &"d 331. Sedangkan bukunya l.C. vm1 de.r 
'Vlies ye.ng betjudul Hand!Joek Wetgeving sudah diteljentabkan (tidak dipublikasikan) ke dalam 
balwa indonesia. 

Dalam membahas SP-huah R;lncangan Undang~Undang (RUU) meskipun tldak mengikat 
secara tegas dtJam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukun Peraturan P~ 
undangan, namun tciah rnenjadi kebiussan bahwa dipcrlukan Naskah Akdemik. Naskah Akadcmik 
sang.at penting brena akan dijltdik.a.n dasar acuan akndemtk sehingga dibarnpkan RUU yang 
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2) Asas organllembaga yang tepat (beginse/ van hetju/ste orgaan), yakni setiap 

jenis peraturan perundang~undangan han;s dibuat oleh lembaga atau organ 

pembentuk peraturan perundang·undangan yang berwenang. peraturan 

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (vernletegbaar) atau bataJ 

demi bukum (van rechtswege nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ 

yang tidak berwenang."' 

3) Asos kedesakan pembuatan pengaturan (het noodzake/fjkheidsbeginsel) 

4) Asas Kedapatlaksanakenldapat dilaksanakan (het beginsel van 

uitvoerbaarheid) yakni setiap pembentukan pertauran perundang·undangan 

hllrus didasarl<an peda perllitungan bahwa peraturan perundang-undangan 

sedaftglak:an dibahas dapat dipertanggung: jawubklm secam ilmlah. Nask.ah At:s.demj!( 
disusunfditulis dengan menggunakun atau sistemalika yang telah dan dapat dipertanggungg 
jawabkan secam ilmisb pula. 

Landasan fi!osofls suatu naskab akademik haru.'l dapst menggambarkao pemikiran 
masyarakat ke arab mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarekat dan bcrnega.:ra hendak 
dia.mhkan, sehingga Rancangnn Undang~Undang yangdisusundapatmenggambatkancita­
cilakolektiftenta.ngnilai~nilailuhur yang bendak: diwujudkan melalui pelaksanaan undang..mdang 
yaog bersangkutan. Cit&-cita filosofis masya.rak<lt dan bangsa Indonesia tcrootmin dalam nii.U~nilai 
yang t«kandung dalam Pancasila dan Undnng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sebagai citu hukwn (rechtsidec) dan cite. Negara (Staatsidee). 

Landasan sosiologis suatu naskab akademik barns dapal menernngkan bahwa setiap 
1\0fmQ: hukum yang ditu.angbn dalam R..nnc:angan Unda:lg-Undeng mencmninkan kebutuhan 
masyarakat sesuai dengan reulitas kesadaran hukum masyarnkat Oleh sebab itu da!am lromidenm 
Ranamgan Undang-U~dang hams dirumuskan dengan pertim~perlimb:mgan yang bersifat 
empiris, scllingga Sl18tu gagasan nonna.df )'1m8 ditua.ngkan da!am Rancangan Undmg-Undang 
booar~pada-..nhukwnmasyamb<(nclnshewustzljn). 

Landasan yurldis naskAb akademik mencantumkan ketentuan dalam Undang--Undnng 
Dasar Negara RepubliklndonesiaTahun 1945 dim ketentuan Unde.ng~Uildang yang dij~ 
rujukao dalem mcnyus.un materi Rancangan Undang-Undang. Ketentuao tersebut dapat didasarkan 
kepada perintah UUD 1945, petintab UU te:rtentu atau dibentuk berdasarkan rele'\'tU1Si moteri 
muatlm darl UUD 1945 dan UU.Dapat dlbaca buku: Wlisan Mahliar Madjid dkk. Manual Pedtmlr:m 
Perancangan Undang-Undang, (Jaknttu: SekretadatJendentl DPR R I. 2007) haloman 25. 

:» Dolam konteks pernbentukan Pe:rpu Nomor 1 Tahun 2007 dan pengesahannya oleh DPR maka 
perJu juga dipoharn.i Pembentukan hukwn,. dalam hal inl hukum tertulis- atau undang~undang. pada 
dasamya merupakBn sua.tu kebljaknn politik negam yang dibentuk oleh Dewan Petwakilan Rn.kya1 
dan Presiden (di Indonesia atau pad.a tlttllll:llltya). KebijakBO di alas merupskan kesepakatan formal 
mrt&n.t DeWan PerwakiJan Rnkyat dan Pemerintah. dalam hal tni Pre:siden, untuk mengatur scluruh 
kehidupan bermasyeraka1, bet~ dan bemegaru. Kedua badan tetsebut mengatasn!l1nilkan 
negam dalam membeutuk: bukw:n atau undang~undang.. D3pat d1baca S!.!ha.cyono, AR; Prwcs 
Legis/asl Dalam P""fPJ'htmgan Slstem lrulwm, h!tp'J/wwwJeg>ililas.org/'/q=node/7 
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yang dibentuk nanlinya dapat berlaku secara efektif di masynrakat karena 

telab mendapat dukungan baik secara filosofiS, yuridis, maupnn sosiologis 

sejak tahap penyasunannya; 

5) Asas konsensus (lret beginsel van de consensus) 

D.3.2.As...,.... Materil: 

L Asas tenninologi dan sistematika yang benar {17et beginrel van duidel[jke 

tennino/ogle en duldelijlw systematiek); 

2. Asas dapat dikenali (het beginsel van de lwnhaarbeid); 

3. Asas perlakuan yang sama dalam llaknm (het rechisgelijkbeidsbegins</); 

4. Asas kepastian haknm (het rech/szelwrheidebeginse/); 

5. Asas pelaksanaan haknm sesuai dengan keadenn individual (het beginsel van 

de individue/e rechisbedeling). 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang~undangan juga sudah diadopsi tentang asas pembentukan 

peraturan perundang-nndengan yang baik, sebagaimana yang disebutkan dalam 

pasal 5, yakui berbunyi:31 Dalam membentuk Pcraturan Perundang-undangan 

harus berdasarkan peda asas Pemhentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

beik yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau organ pemhentuk yang tepa!; 

c. kesesuaian an tara jenis dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

~~ lndmesia. Undang·Undal:lg Nomor 10 Tahun 2004, t.ernang Pembentuknn Peratumn Perun.dang-. 
Unda.ngan, ap.clt, pasa15 
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f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

Jika mengacu pada asas-asa.c;: tersebut diatas tnemang blsa dikatakan 

halilpir seJuruh unsur--unsurn.ya yang telah terpenuhi. Namun amat disayangkan 

sikap pemerlntah yang tidak memberika.n anal isis secara Jebih komprehensif baik 

da!am bentuk MSkah akademik maupun benil kajian yang menjadi argnmentasi 

bagi lahirnya Perpu Nomor I tahun 2007. Naskah akademik (NA) adalah naskah 

yang dapat dipertanggnngjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi 

Jatar belakang, tujuan penyus\U]l!ll, sasaran yang ingin diwujudkan dan llngkop, 

jangkauan, cbjek, atau atah pengaturan RUU (Pasal 1 Perpres Nomor 68 Tabun 

2005). Perlu tida!mya NA da!am Perpres tersebut merupakan pilihan bagi 

Pemerintah untuk menyediakan, sedangka bagi DPR-Rl melalui Tata Tertibnya, 

penyediaan NA diwajibkan da!am setiap penyusunan RUU. Secara tidak 

langsung, kewlijibaa tersebut berirnbas bagi Pemerintah untuk selalu 

menyediakan32 
•• Sejaah yang bisa kita pelajari pemerintah baaya memberikan 

Keterangan Pemerintah itupun korang bisa dipertanggnngjawabkan secar.1 

akademik lmrena banyak data-data yang disampaikan tidakjelas sumbemya. 

D.4. Hokum Tata Negara Darurat 

Menurut Herman Sihombing hukom Tala Negara Darurat merupakan 

hakum tala negara da!am keadaan bahaya atau darurat, yaitu sebagai rangkaian 

peanata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu 

yang sesingket-singkataya dupat mengbapuskan keadaan darumt atau bahaya yang 

mengancam kedalam keltidupan biasa menurut perundnng·undnngan dan l>aknm 

12 Suhuriyono AR, /oc.cit~J¢galitas.org/?srnodel7. Apri12001 
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yang wnum dan biasa?3 Hukum Tata Negara Darurat dalam arti noodstaatsrecht 

oleh para sarjana kadang dibedakan dari pengertian staats1100!lrecht.14 lstilah 

Hukum Tala Negam darurat (HTN Darurnt) itu dipakai sebagai teljemahan dari 

staaJsnoodrecht yang membahas mengenai hukum negara darurat atau negara 

dalam keadaan bahaya (nood) itu. Oleb sebab itu harus dibedakan antara 

s/aa/s1UJ(}drecht dan noodstaatrecht. 

D.5. El«moml l'olitik 

Pemaknaan ledladap Ekonomi Politik tidak terbatas pada studi tentang 

toori sosial dao keterbelakangen, pada awnlnya Ekonomi Politik dimaksedkan 

untuk mernberikan saran meegenai pangelolaao masalah-masalah ekonomi kepada 

para penyeleoggara negara. Hal ini sesuai dengen pemaknaan Ekonomi Politik 

pada waktu itn sebagai pengelolaan masa1ahoofTlasa1ah ekonomi negara (political 

Economy referred to the management of economic affairs of the state). Dalam 

hubuoganya dengan peoetapan Perpu Nomor I Tahun 2007, kecenderungan 

pengaruh Ekonomi Politik amat terasa. 01eh pakar~pakar Ekonomi PoJitik 

Baru lebih diartikan sebagai analisis eknnomi terhadap proses politik Dalam 

kajian tersebut mereka mempelajari institusi politik sebagai entitas yang 

bersinggungen dengan pangarabilan keputusan eknnomi-politik, yang berusaha 

mempengaruhi pangambilan keputusan dao pilihan publik, baik untuk 

kepantingan kelompokoya maupun untuk kepentingan masyarakat lUllS." 

:1) Herman Sihombing. Hulcum Tata Negara Dt.zruraJ di Jndoneisa, (Jakarta: Djambatan, 1996) 
balamlll1 l • 

.l4 Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara DanuaJ, (Jakarta: RajawaH Press, 2007) ba1.18. 

31 Capontso & Levine dalam Deliamov, Elconomi PoliJik. Jak:art.a; Edangga. 2005, ha1,8·9. 
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D.6. Globalisasi 

Globalisasi sclJagai sualu proses yang metlftliJl'lll< masyarakat dunia bisa 

menjllllgloru satu dengan yang lain alau saling ll:!bubunglmn dalam semua aspol< 

kehidupan merelrn, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun 

lingkungan. Dengan peugertian yang demikian, maka globalisasi bnleh dikatakan 

bahwa masymakat dunia hidup dalam sualu en> di mana subagian hesar kehidupan 

mereks sangat ditentuksn oleh proses-proses global. Sehda konsep 

kosalingbuhungan. kousep kedaa yang sering muncul dalam delinisi.<fefinisi 

globalisasi adalab integrasi. Seporti definisi yang dikemukakan oleh Amal bahwa 

globalisasi merupaksn prooes munculnya masyarakst glubal, )1litu suatu dunia yang 

terintegrasi secara fisik, daogan melampaui batas-balas negara, baik ideologis, dan 

lembaga-lembaga politik dunia." 

F .... Metode Penelitian 

Penelitian ini dikaji secara yuridis-normatif dan dilengkapi dengan 

pendekatan nonnatif-empirik:. Dalam melakukan pendekatan yuridfs-nonnatif, 

tipe penelitian yang dipaloti adalah inventarisasi hukom positif. Menurut Ronny 

Hanitijo Soemitro inventmisasi hukom positif (langkub pertama) merupaksn 

kogiatan pendabuluan yang bersifut dasac untuk penelitian-penelitian hukom 

16 Ichiasui Amal, Globallsasi, Demob-asi dan Wawaran ~· Perspebif'Pembangurttm 
Jrmglto '.fmifang dalam Wawaran Nttstmiora Indonesia Menghatlapi Globalisasi, Pusat Kajian 
Kebudayaan Universitas BW'Ig Hatta.1992. bai.L 
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positiftipe lainnya. Dalam hal ini akan di inventarisir peraturan-peratunm yang 

dilakukan melalui proses !dao;ifikasi yang !ogis sistematis37
• 

Dalam melakukan pendekatan yuridis-normatif akan dipergunakan ba!Jan 

hukum primer, ba!Jan hukum sekander, dan ba!Jan hulrum te!Sier. Oleh Soeijono 

Soekanto dikatakan ba!Jwa: ba!Jan hukum primer yaitu ba!Jao-ba!Jao hukum yaog 

mengikat, dan terdiri dari UUD 1945 dan pemtunm penmdang-undangannya, 

hukum adat, yurisprudens~ traktat; ba!Jan hukum sekander yaitu ba!Jan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. misalnya, rancangan 

undang-undaog, basil-basil penelitian, basil karya dari kalangan bukum; ba!Jan 

hukum tertier yaitu ba!Jan yang memherikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap heban hukum primer dan sekander, contohnya, kamus, ensiklopedia, 

indeks kwnulatif, dan lain-lain.38 

F. Sistematlks Peoelitlan 

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, selanjutnya penguraian 

materl akan disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1: Peoda!Juluan; mengoraikan tentang Jatar helakang penelitiao, 

identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan I manfaat, metode 

pene!itian, kerangka teori dan kerangka konsepsion~ dan sistimatika penelitian. 

BAB fi: Telaa!J alas teori konstitus~Pemisa!Jan kekuasaan,kedudukan 

antara Pteslden dengan DPR, maupun tentang teori hal ikhwal kegentingan yang 

;n Ronny Hanitljo Soemitro. 19$8:, Metcdclogi Pencfifi{111 Hul:um tfan Jurimetri, Gbalia,Jakarta,. 
hal.l3 

n Soeljono Soekanto. Pengantar Penelilian Hukum., (Jakarta: UI-Press, 1986), hat.S2. juga dapat 
dl'baca Soerjono Soekan1o dan Sri Mamudji. Penelitlan Hulaun Normatif; SuatuTinjautm Singl:at, 
Cet IX (Jakarta: RajaGmfindo Petsada, 2006) balaman 33. 
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memaksalhukum tata negara darurat. 

BAB ill: Telaah atas politik hukum yang kemudian menjadikan DPR 

menyetujui Perpu Nomor I tahun 2007 menjadi undang-undang yang pada intinya 

mengalihkan regulasi dari yang seharusnya dengan undang-undang menjadi 

dengan Peraturan Pemerintah dan proses pembentukan Perpu. 

BAB IV: Bagaimana sesungguhnya kedudukan asas hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa da1am menerbit.kan Perpu (khususnya Perpu Nomor I 

Tahun 2007) dalam kaitannya deogan kewenangan Presiden dan DPR 

membentuk undang-undang. 

BAB V: Penutup; menyimpolkan dan menyampaikan saran. 
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BABll 
KONSTITUSI DAN PEMISAHAN KEKUASAAN 

PRESIDEN DAN DPR 

A Pengertian Kedaulatan 

Sejak berdirinya. Republik Indonesia telah rnengalrui dan menganut 

paharn kedaulalall rakyat alllu demokrasi (democracy)." Pemilik kekuasaan 

tertinggi dalam negaza adalah rakyat.40 Kekuasaan yang sosunggubnya adalah 

bemsal dari rakyat, oleb rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan hnbkao diidealkno 

diselenggarnkan betsama-sarna dengan rakyat.41 

Kela daulat itu sendiri mernang meneakup pengertian dinamika kekuasaan 

di bidang politik dan ekonorni sekaligus. Istilah daulat ini masuk ke dalam 

kosakata bahasa Indonesia melalui akulturasinya dengan sistem politik di 

kerajaan-kerajaan nusantara, sebingga menjelang kemerdekaan Republik 

Indonesia, para pendiri negara IOta biosa mengganakan istilah daulat rakyat dan 

daulat tuanku."' lstilah ini, misalnya, dipakei oleh Mohammad IIotta dalom 

berbagai tulisannya. dan behkan pada lahWl 1931, hersama kawannya ia 

menerbitkan tabloid dengan judul Daoelat RaJat.43 

'~ Tunly Asshlddiqie. StruAiur KetaJanegaraan Indonesia Selelah Perubahan Kcempai UUD 
Talnm 1945, Makalah Semirutr Pembongunan Hukum Nasional. VIU BPHN Departemen 
Kehakiman dan HAM (Denpusar. 14-lBJuli 2003) haJaman2. 
Bacajuga tulisan yang sama Jimly Asshiddiqie, Kostitusi dan Konsiittt.SionaliSme Indonesia. Cet 
2 (Jakarta: Konstitusi Press) haleman 7() 

40 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal l ayat 2 

41 Ibid 

.a Jimly Asshiddlqie, Pokck-Pakck Hukum Tala Negara Indonesia Pasca fle/l)l'tni'JSi,r;;et 2. 
{Jakarta: Bhuana IlmuPopu!et,200S) hataman 144. 

41 Majalab atau lebih tepntnya Tabloid Daoelat Ra)<II ini pertan:? keli terbit tanggnl 20 September 
1931, dike:mudikan oleh komisi redaksi yang dipimpin oleh Mohammad Hatta., Sutan Syahrir, dan 
Supmman. iihat !Jaoelat .&VjatTabun ke-1 NoJ. 
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Namun, untuk ringkasnya, dalam arti yang bersifat teknis ilmiah, knta 

kedaula!an itu biasa diidontikkan dengan pengertian keknasaan tertinggi dalam 

penyelenggaraan kegiatan bemegara, Persoalan yang mwtcul ketikn 

membicarakan kedaulatan dalam konteks negara adalab apa dan siapa yang 

rnemegang kekuasaan tertinggi dan membuat kepetusan akbir dalam kegiatan 

kenegoraan. Dalam hubungan ini, di dunia ilmu huknm dan polilik, dikeoal 

ll<ianya lima teori, yaitu (i) teori Kedaulatan Negara, (ii) teori Kedaulatan Tabun, 

(lii) teori kedanlaian Raja, (iv) teori Kedaulatan Rakyat, dan (v) teori Kedaulatan 

Huknm,44 Definisi dari lhna kedaula!an tersebut edalab: 

A.l. Teori Kedaulatan Tuhan (Teokraai) 

Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah/negara memperoleh 

kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. Para penganjur teori ini 

berpendapat, bahwa dunia beserta segala isinya basil ciplaan Tuhan. Apa 

pun juga yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Demikian pula halnya 

dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah ataupun raja-raja yang 

waktu itu memegang pemerintahan adalah berasal dari Tuhan juga. 

Oleh karena itu, raja atau pemerintah harus mempergunakan kedaulatan 

yang diperolehnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Pada masa lampau 

raja~raja menganggap dirinya sebagai Tuban sendid, seperti mfsalnya 

dalam cerita waynng, di mana raja menganggap dirinya sebagai penjefmaan 

Wisynu ataupwt menganggap sebagai anak Taban. Penganjur paham ini antara 

44 Hamied S. Attamimi. dala.m disCrtasinya, juga menyebut lima ajarnn kedaulatan. Tetapi. ajamn 
kedaulatan Tuhan digantinya deng;an ajaran kedalliatan daiam. lingkungan Lihat A. Hsmied S. 
Attamimi. Peranan Keputu.san Presidtm ~pu!JiiJ; Intkmesia Dolati Pe«ye&nggaraan 
Pemerlntalum Negara, dlsertasi pada Fakultas Hukum Universitas lndonesia, Jakarta, 1991. him. 
129-1:30.l,ain lagi Wiojooo ProdjOOiknro dalamA.ras~Asas Hukum Tatanegara di lmionesia, eet6. 
Jakarta: DiliUl Rakynt, 19&~. hal. 5-6. Wujono lumya menyebut empat ajaran saja. yaitu kedalllala.n 
negam.. kedautetan Tuhan, kedau.latan Rakyal, dan kedaulatan hukum. 
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lain: Augustinus, Thomas Aquinas, dan 1ain-lain.45 

A.2. Toori Kodaulallito Rakyat 

Menurut teori ini~ negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya 

dan bukan dari Tuhan atau dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori 

kedaulatan Tuban, dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tak 

sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedauJatan Tuban:46 

a. raja yang seha.rusnya memerintah rakyat dengan adiJ, jujur dan baik: 

bali (sesuai dengan kehendak Tuhan) namun kenyataaooya, raja- raja 

bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyat; ingat akan 

pemerintahan Louis XIV di Perancis; 

b. Apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapakah dalam 

suatu pepera.ngan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat 

mengakihatkan kalahnya salah seoJallg raja 

Kenyataan-kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang 

mendorong ke arab timbulnya alam pikiran barn yang memberi tempa.t 

pada pikiran manusJa {Renaissance). Alam pikiran baru ini dalam 

bidang kenegaraan melahirkan suatu paham baru, yakni teori 

kedaulatan rakyat. 

Paham inilah yang merupakan reaksi terbadap teori kedaulatan 

Tuhan dan teori kedaulatan raja dan kemudian menjelma dalam 

revolusi Perancis sehingga kemudian dapat menguasai selurub dunia 

hingga sekarang dalam bentuk mythos ahad ke-19 yang memuat paham 

u C.S. T. Kansi~ Huhmt Tala Pemerintaltan Intkmesia. {Jakarta: Ghalia.Indonesia., 1983) hal74. 

,q; Ibid 
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kedaulatan rnkyat dan perwakilan (demokrasi). 

Para pengaojur paham ini adalah Rousseau, Montesquieu) dan 

John Locke. Dari ketiga sarjana ini, Montesquieu adalah yang 

terkenal karena ajarannya tentang pemisahan kekuasaan negara 

yang oleh Immanuel Kant disebut Trias Politica. 47 

A.3. Teori Kfdanlalan Negara 

Menurut teori ini adanya negara itu merupakan kodrat 

alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin 

negara itu. Adapun kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu 

negara. Jadi jelaslah, bahwa negara itu merupakan sumber daripada 

kedaulatan. Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki 

oleh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak. 

Penganjur teori ini dl antaranya: Paul Laband dan George Jeltinek.48 

A.4. Teori Kedaulalan Hukum (Suprt!macy of Li11v) 

Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya 

itu bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja maupun negara, akan tetapi 

berdasarkan atas hukum; yang berdau!at adalah hukum. Baik pemerintah 

maupun rakyat memperoleh lcekuasaan itu dari hukum. Penganjur teori 

ini antara lain: Hugo de Groot. Krabbe~ Immanuel Kant, dan Loon Duguit. 

Prinsip kedaulatan rnkyat (democratie) dan kedaulatan hukum 

(nomocratie) hendaklab diselenggarak.an secara beriringan sebagai dua sisi dari 

mata uang yang sama. Untuk itu, Undang· Undaug Dasar negara kita menganut 

'
7 ibid 

u Ibid 
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pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalab Negara Hukwn yang 

demokrasi (democrati:iche rechtstaat) dan sekaligus adalab Negara Demokrasi 

yang berdasarkan atau hukum (co11$/itutional democracy) yang tidak terpisabkan 

satu sarna Iain.49 

B. Konslitusi 

Istilab konstitusi herasal dari bahasa Perancis (constituer) yang bemrti 

membentuk. Pemakaian istilab konstitusi yang dimak.sudkan ialah pembentukan 

suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. 50 Konstitu.si memuat 

peratunm-pereturan pekok (fundiU!lental) mengenai soko guru atau seadi-sendi 

pectama untuk menegakkan hangumm besBr yang bernama negara. Sendi-sendl 

tersebut tentunya biiiUS kuat dan tidak madab runtuh, agar bangunan neguru temp 

berd• • SJ 
tn. 

Sedangkan istilab Undang-Undang Dasar merupakan teljemaban istilab 

yang dalam babasa Belandanya Gromiwet. Perkataan wet diteljernabkan ke dalam 

babasa Indonesia undang-undang, dangrondberarti ianah!dasar. Di negara-negara 

yang menggunakan babasa Inggris sebagai babasa nasional dipakai istilab 

Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.52 Pengertian 

.w Jimly Assbiddiqie, 8tntktur Ke/(1fQJWgar(U)I1 /nd!J1le.'Iia &telah Peruhahtm l<i!empql UUD 
t'ahun/945, loc.cit. 

~ W'ujooo Projodikoro, A~ Hllhtm Tala Negara di lnt!Dnesia. • (Jalm.rla: Dian Rakyat. 
1989) halamen, 10. da!rm Duhlan Thaib. Jazim Hamidi, Ni'motul Huda. Tecrl dan Hutum 
Konslitusl (Jaka:rta: Raja Grafindo Persada. cet IV. 2004) ha!aman 7. 

sl Wiljono Projodlkoro, Ibid. Dapat juga dibaca M. Solly Lubis, Hukum Tma Negqra, <:Ct. 7 
~dung: -dlu-M•j"' 2008) hat. 27. 

52 Sri Soemantti M., Susrman Kelatanegaraan Menurut UUD 1945 daltJm Keil.ltan.egaraan 
Indonesia Da/am Kehidupan Politllii: Indonesia, Sinac HIUllpan,. Jllku.rta,. 1993~ hlm. 29; Juga 
pcriksa daJam: Miriam Bud.iardjo, Lkzsar-dasar llmu Politik, Grameriia Pustaka Utama, Jakarta, 
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konsritusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang­

Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-

Undang Dasar. Bagi para srujana ilmu politik istilah Constilution merupakan 

sesuatu yang lebih IW!S, yaitu keseluruhan dari peraturnn-peraturan baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara..cara bagaimana 

sesuatu pemerintahan diselenggm:akan dalam suatu masyarakat" 

Konstitusi pada dasumya adalab kerangka masyarakat politik yang 

diorganisir dengan dan melalui bukum yang menetapkaa pengaturan mengenai 

pendirian lembaga-lembaga yang pennanen, fungsi dari alat-alat perlengkapan 

dan hak-bak tertentu yang telab ditetapkan. Karena itu konstitusi juga 

mengandung makna ""bagai kumpolan asas-asas penyelenggarnan kekuasaan 

seeara luas, bak-bak dari yang diperintab dan hubungan antar keduanya. Suatu 

negara bangsa (rmtion state) tabir dangan Jatar belakaag sejarab tertentu. Di 

dalamnya rerdapat bukaa saja berkaitan dengan eksisrensinya sebagal sebuab 

bangsa~bangsa, teta:pi juga dengan mengandung dasar, cita~ita, harnpan dan 

tujuan negara bang.sa itu sendirL 54 

1992, hlm.9.S. dalam Dahlan Thaib, Jazi.m Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi 
Cet. 4. (Jolw'la: Raja Oraflndo P'""'da,, 2004) hal. 7. 

$l Dabla.n Thaib, Jazim Hamicfi, Ni'matul Huda.lbid 

54 International Idea, Melnnjutkan Dialog Men:uju Reforma.si Konstitusi Di Indonesia, Makalah 
Lapora.n Hasil Konferensi Yang Diada!-'1111. di Jnkarta, Indonesia, Oktober 2001, hal. 45-47 dalam 
M1r:za Na.sution, Tiqjmmn KonsJitusionai TerhadtJp Pefaksanaaan Pemi/u do/am Negara 
Demokrasi Indonesia, bnu;(f!ibrary.usu.ac.id/domnload/fhltatanegarn.-mirza2.pdf 
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B.l. TujllllD Negara" 

Menurut Plato tujuan Negara adalah un!uk mernajukan lresusilaan 

manusia, sebagoi perseor.mgan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan 

menurut Roger H. Soltau tujuan Negara adalah memungldukan mkyatnya 

berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebabas mungkin (the freest 

possible development and creative self-expression of its members).55 

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalab un!uk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan selurub tumpab darah Indonesia, memajukan 

kesejahteman wnum, mencerdaakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. perdamailln abad~ dan keadilan 

sosial 

Tujwm negara tersebut hams diraih oleh negam sebagai organisasi 

U:rtlnggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar 

negara (Pancasila) yaitu Ketubanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, Kemkyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratanlperwakilan, dan Keadilan sosial bagi 

selurub mkyat Indonesia. Pancasila ini dapat juga memandu politik hukum 

nasional dalam berbagai bidang. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi 

landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila "Kemanusiaan yang adil 

dan beradab" menjadi lan-dasan politik hukwn yang mengbargai dan melindungi 

55 Abdul Hakim Garm:fa Nusantera mengalakan bahwa bagaimanapun juga hukum di Indonesia 
lmnm m..,_, pads cit&-cl!a ~ bangsa )'3kni- ncgam hukum yang d-lls 
dan berlreadilan sosial. Pembangunan bukum harus ditujukan untuk mcngakhiri tatanan sosial 
yang tidak adil dan menindas hak:-hak asasl manusia; dati kBren3nya polltik hulrum hen:s 
beroricnlasi padn citiH::ita negara bukum yang didasarkan atss prinslp-prinsip demok:rasi dan 
berkeadilan sosiaJ daiam satu masyarakat bangsa Indonesia yung bersatu sebagairnana tertuang di 
dalam Pembukaan UUD 1945. dapat dibaca Abdul Hakim G Nusantara, PolilikHubm Indonesia, 
"r .:,san LBH Indonesi~ Jakarta,. 1938. hal. 20. 

S6 Ibid 
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hak"hak: asasi manusia yang nondiskriminatif; siJa "Persatuan Indonesia" menjadi 

landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan 

berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila "Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menjadi landasan 

politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan takyat 

(demokratis); dan sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'' menjadi 

landasan politik hukum dalam hidop hermasya-rukut yang berkeadilan sosial 

sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh 

mereka yang kuat secara sewenang·wenang. 57 

Hukum sebagai alai untuk mencapai tujuan tersebut, selain herpijak pada 

lima dasar untuk mencapai tujuan negma, juga hams berfungsi dan selalu herpijak 

pada empat prinsip cita hukum (rechtsidee) yakai: 

I. Melindungi semua unsur ban gsa (nation) demi keutuhan (integrasi). 

2. Mewujudkan b:adilan sosial daJam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. 

3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (darnokrasi) dan negana hokum 

(nomokrasi) 

4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam 

hidup heragsma." 

Empat prinsip cita hukum ternebut haruslah selalu menjadi asas umum 

yang memandu teiwujudnya cita-oita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalab 

57 Tujuan bangsa dan utjuan negara itu substansinya sama, hanya saja tujuan negam seringkali 
dianggap bersifat lebih konstitutif Iwena dirumuskan secara re:smi di dalam Pembulaum utJD 
1945 

58 
Bernard L Tanya. Judicial Review dmt Arah Po/ilik Hulam, Sebuith Perspekiif. makalah untuk 

Seminar lenlung Judicial Review dan Arab Polilik llukum di Fakultas Ilmu Soslal Universitas 
N~riS~l7Apru20~ 
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kerangka keyakinan (belief framework;) yang bersifat normatif dan konstitutif. 

Cita hokum itu bersifut normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat 

ideal yang mendasari setiap hokum positif, dan bersifilt konstitutif karena 

mengarnhkan hukum poda tujuan yang hendak dicapai oleh negara."' 

Dalam kontaks transformasi politik yang teJjadi di dunia, terutama pasca 

perang dunia ke kedua, banyak negara bangsa labir karena dorongan nasib 

bersama akihat penindasan kolonialisme yang sangat eksploitatif yang dilakukan 

dalam skala yang sangat hlas, massif dan koleklil: Kareoa itu konstitusi negara-

negara baru setelah kolonialisme solalu mengandnng satu rumu.san yang secara 

komprehensif meliputi pamyataan kemerdekaan, dasar, cita-cila, bampan dan 

tujuan negara. Seringkali konstitusi negara~negara bam tersebut sangat diwamai 

olah kemauan untuk menegakkan hak koleklif; dalam bentuk lahimya sebuah 

negara bangsa.6& 

Muhammad Yamin, 51 menyatakan bahwakonstitusi (constitution) itu ia1ah 

Undang-Undang Dasar dan didalamnya tertulis sekumpulan atunm yang 

menyusun kekuasaan politik dan masyarakat, menjamin dan menguatkan 

kemerdekaan negara dan warga. Selanjutnya dia mengatakan, bahwa perkataan 

CQt13fi/ution bemsal darl abad ke XVII, dan dalam kitab pojangga Revolusi 

Peran.cis JJ. Rousseau62 yang bemama Contract Social maka constitution dinamai 

s9 M. Mahfud. "MD, Membangrm Po!Wk lluk:um Menegakka:n Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 
-cet.. 1,. 2006) hal 19. 

60 Ibid 

~~ Muhammad Yamin. Proklomasl dart Ki'Jn$'fifli$i Repuhlik Indonesia, (Jakarta: Djambamn, 1952). 
lwl. 69. 

0 Dalam Buku yang te1ah rliterjema.hktw kedmam bahasa Indonesia JJ. Rousseau mengatakan: 
"Seeama manusill tidak depat me1ahirkan setnmh kekuatan baru dan bJmya menyatukan kekuatan 

yang sudah ada,. mereka tidak ak:an memilild cara lain Wituk mcmpcrtaha.nkM diri, selain .furmasi 
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juga lois fundamemales atau lois politique> yang dapat disalin dalam bahasa ldta 

yaitu Undang-Undang Dasar. 

Menunrt Jimly Asshiddiqie63
, yang mengutip pendapat Thomas Paine. 

bahwa konstitusi itu sendiri dibuat oleh rakyat Wituk membentuk pemerintahan, 

bukan sebaliknya ditetapkan olen pemerintah nntuk rakyat, "A constitution is not 

the act of P government. but of a pecple constituting a g<Y~~ernment, and a 

government withouJ a constitution is power withouJ right'. Selanjutnya Jimly 

Asshiddiqie mengatakan bahwa istilah constitution dalam bahasa lnggris sepadan 

dengan istilah grondwet dalam bahasa Belanda dan gerundgesetz dalam bahasa 

Jennan. Grond dalam bahasa Belanda memiliki makna yang sama dengan Gerund 

dalam bahasa Jerman yang berarti "dasar". Sedangkan wet, ge>etz biasa diartikan 

undang-undang. Karena itu dalam bahasa Indonesia, grondwet itu disebut dengan 

istilab Undang·Undang Dasar.64 Saijana Belanda seperti W. van Apeldoom juga 

menyatakan bahwa constitlilie itu lahih !uas daripeda grondwet. Menurut 

yang sudah ada. yakni dengan satu agregasi yang meropakan tarnbahan kekuatnn yang c.ukup besar 
untuk mengatasi ~ab pertabanan diri mereka.. Semua tni barns. mereka bawa ke dalam 
permaln:m dengan satu motivasi kekuMaan tunsgul dan melahlrkan sebuah tindakan bersama. 

Tambahan k:ekua!an inl bisa rnu.ueul b.any.t ketika beberapa Ol3.!lg berkumpul ~ 
Namun,. karena kekuatan dan kebebas:an s.etiap individu meropakan alat utama bagi pertahanan 
dirlnya. bagaimana dia bisa menjaga mereka 1aopa membahayakan kepentingannya ~ dan 
mengabaibn perli:ndungan alaS dirinya sendiri? Dalam pokok bahasan saya sckurang, kesulitan ini 
mungldn bisa din~ dengnn pemyatnan sebagai berikut. 
"Persoalannya addah menemukan ltentttk asosit:JSi yang aJwn mempmahanl.an dan melindungi 
her,scrma dengan kcluatan pribadi dan sarona dari seti'ap asosiasi Di dntam asosiasl Jersebut, 
orang bisa rnefl,Ytl~U}:an dirinya dengtm anggoto yang lain, telajri 
tetap patuh pada dirinya sendlrl, dan telap menjadl seorang pribadi yang beba!J seperli sebe/um 
dia bergabung dalam aso.siasi lersebul." hti rneropakan persoa]an fundamental ketikn "Peljanjinn 
Sooial" menjadi jalan lc:eluar. 
Dapat dibaca tulisan JJ. Rousseau, Du Contract Social {PerjQ!'Ijicm SoslaJ). diterjemahkan oleb 
Vincent Bern, (Jakarta : Vtsimedia., 2007), halama.n 2:2~21. 

61 Jindy Asshiddiqie Asshidiqqie, PcJwk..Pokot llu/t::um Tata Negara /ndonuia: Pasea Rtiformasi. 
(1alou11c PT. Bhuanallmu Populer, 2007), hal.304-30S. 

61 Yudha Pandu, ed, • Kamus lltikum.. Cet. 2 (Jakarta: Indonda Legal Center Publishing. 2006) 
tudamv.n 11 

Universitas Indonesia 29 

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH UI, 2009



Apeldoorn, grondwet itu hanya memuat bagian tertu1is saja dari consfituJie yang 

eakopannya meliputi juga prinsip-prlnsip dan nonna-norma dasar yang tidak 

tertulis.65 

Berkaitan dengan pengertian konstitusi yang dida!amnya juga mengatur 

mengenai lembagaMlembaga negara terutama sekali lembaga-lernbaga negara yang 

merupakan perwujudan gagasan kcdaulatan rakyat dalam suatu bentuk perwakilan 

didalam perkembangan masyarakat yang semakin kumpleks, maka perlu 

dikemakakan secara teoritis mengenai perwujudan dan perlembagenu kcdaulatan 

rakyat rersebut. Sebagai wujud pelal<sanaan dari konstitusi bagi peayelenggaraan 

kehidupan berbangaa dan bemegara, dan agar nonna dosar yang rereantum dalam 

konstitusi dapat berlaku efek!if dan be~alan dengan baik di masyarakat maka 

nonna dasar tersebut itu perlu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang Himrkinya berada dibawab Undang-Undang Dasar. 

Kemudian, hal yang perlu dipabami juga ada!ab mengenai kedudukan 

konstitusi dalam sebuab negara. Penjeianm mengenai kududukan konstitusi I 

Undang-Undang Dasar dalam sebuab negaro, dapat!ab diaimak apa yang 

disampaikan oleh Harus Alrasid.66 la memulai penjelasannya dengan 

membicanlkan hukum. Menurutnya, kalau kita berbicam mengenai hukum, maka 

kita mengaeu kepada Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Jcdi menurutnya, 

keduduitan Undang-Undang Dasar bagi sebuab negara analog dengen kedudukan 

anggaran dasar bagi suatu partai politik alau organisasi lainnya, yaitu merupakan 

pegangan pokok bagi tindakan opernsional dari organisasi yang bersangkutan. 

M Tunly Assb.fddiqle Asshidiqqie,. PahJk-PcktJk. Hukum Tata Negara Indonesia, Jcc.cit 

66 Harun Alrasi~ :1aslw.h UUD 1945 sesudah empot kali diubob cleh MPR. (Jakarta: UI-Press. 
2006), hal.l49-164. 
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Untuk menguatkan pandangan bahwa konstitusi adalah bagian terpenting 

bagi sebuah negara, ada baiknya di!ihat pendapat Bryce seputar motif politik 

dalam penyusunan sebuah konstitusi, yakni sebagai berikut:67 

I. Keinginan untuk menjomin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan 

tingkah lakn penguasa; 

2. Keinginan untuk meoggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam 

rumusan yang jelas guna menoegah kemnngkinan perbualan sewenang-

wenang dan pengnasa di masa depan; 

3. llasrat dari pencipta kelrldnpan politik bam untuk menjamin alau 

me.ngamaakan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang 

ponnanen dan yang dapat dipahami oleh warga negnrn; · 

4. Hasrat dati masyarakat-masyarakat yang terpisah untuk menjamin aksi 

bersama yang efektif dan bersamaan dengan itu beri<einginan telap 

mempertahankan hak serta kepentingannya sendiri-sendiri. 

B.2. Konsep Negnra Integralistik 

Pembentukan negara-negara modem tidak dapat dilepaskan dari 

berkembangnya dna fahom alau mazbub pemikiran tentang hubungan negara 

dengnn warga negara. Penindasan para raja, yang seringkali mempersonlikasikan 

dirl sebagai negana, L 'etat C'est Moi selama berabad-abad di Eropa telah 

mendorong kelabiran Gerakan Renaissance, yang mernberikan pengaknan hak 

individu dan setiap warganegara. Faham individualism• yang dikembangkan oleh 

Thomas Hobbes, Jobe Locke. Jean Jll£<]ues Rousseau, Herbert Spencer, dan HJ. 

Laski, telab mewamai selureh aspek kehidnpan bangsa-bangsa Barat dan menjadi 

67 Dahlan Thaib; Jazim Hamidi; Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konslilusi.(Jak.arta: Raja 
Gnlfindo Pemula, eet. IV,2004),bal.64-{i5. 
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nilai dasar dari sistem poUtik demokrasi yang berkembang, setelah bangsa-bangsa 

, tersebut mengalami penindasan oleh para penguasa absoiut dalam negara monarki 

ahsolut. Menurut paham individualisme, negara ialah masyarnkat hukum yang 

disusun alas dasar kontrak antara selumh individu dalam masyarakat (social 

contract). AJiran kedua adalah faham kolek!ivisme, yang tidak mengalrui hak-hak 

dan kebebasan individu, beranggapan pen;atuan yang dilandaskan pada ikatan 

kesamaan ideologi atau keunggulan ras sebagai dasar dalam penyusunan negara 

yang terdiri atas pimpinan atau pestai sebagai suprastruktur dan masyarakat 

madani sebagai struktur. Paham lrolaktivisme kemudian cenderung berkembang 

menjadi pemerintab diktator totaliter seperti dialami bengsa Jerman di bawah 

Hitler, Uni Soviet di bawah pemerintahan komWiiSt Italia di bawah Mussolini, dan 

RRC di bawah pimpinan Mao Zedong. Paham kolaktivisme mempunyai beberapa 

cahang pemikiran, diantaranya yang dikenal sebagai teori kelas (class theory) 

yang dikembangkan oleh Man<, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat 

oleh suatu kelas unluk menindas kelas yang lain." 

Negara iafah alat golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat 

untuk menindas golongan atau kelas ekonomi lemah. Negara kapitalistik adalah 

alat golongan bV111'gl!oisi untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para 

Marxis menganjurkan revolusi politik kaum bumh dan kelompok tertiodas lainnya 

untuk merebut kekuasaan negara dan menggantikan kaum bnurgeoisi .. Cabeng 

611 SoHan Eff~ Mencari SWem Pcmeriltlohwt Negan1, dtllam rangka memperingnti Dies 
Natslis Universitas Paneasile yang ke 40 dan Upaeara Wisuda Semester Geoop Tahjun Akademik 
200612007 • .!.1Ug;[Jimfuneslafile,vomfcontentlviewi5§l61L 
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yang lain adalah seperti yang diajarkan eleh Spin02'11, Adam Mueller, Hegel dan 

Gramschi yang dikenal sebagai teori integralistik. 69 

Menurut pandangan teori ini, negara didirikan bukanlaah untuk menjamin 

lrepentingan individu atau golongan, akan tetapi menjamin masyarakat seluruhnya 

sebagai satu kesatuan. Negara adalah suatu masyarakat yang integral, sega]a 

go!ongan, bagian dan anggotanya satu dengan lahmya dan merupakan kesatuan 

masyarakat yang orgaais Yang terpenting dalam kehidapen bernegara menUIUt 

teori integral adalah kehidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya. 70 

Harus kita pahami, gerakan kemerdekann Indonesia memandang paham 

individualisme yang dipeluk olah bangsa-bangsa Barat adalah sumher dari 

kapitalisme~ ko)onialismeflmprealisme yang mereka tentang habis-habisan. Para 

foundingfothers nampelreya mempunyai interpre!llsi yang berbeda lentang faham 

kekeluargaan. Bung Kame yang menangkap kekeluargaan bangsa Indonesia lebih 

dati dinamika dan semangatnya. Hatta memaknai kelreluargaan secara etis. 

Sedang]ren Prof. Soepeme mena!Sirkan kekeluargaan lebih sebagai konsep 

organis--biologis. Hampiran metoteoretilral yang berbeda tersebut menghasilkan 

interpretasi yang barbeda pula tentang konsep lrekeluargaan. Bung Kame 

menginterpretasikan kekeluargaan sebagai semangat getong royeng, Bung Halla 

meraandang kekeluargaan secara eds sebagai interaksi sosial dan lregiatan 

produksi dalam kehidupan desa, yang bersiful to!ung menelong antar sesama. 

Bentuk susunan suatu negara secarn teoritis berhubungan erat: dengan 

riwayat hokum dan stuktur sosial dari suatu bangsa. Karena itulah sedap negara 

membangan susunan negaranya selalu dengaa memperbadkan lredua konfigurasi 

Iii ibid 

70 Ibid 
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politik, hukum dan struktur sosialnya. Alas dasar pemikiran tersebut. Soepomo 

dalam rapat BPUPK langgal31 Mei 1945 mengusulkan agar sistem pemerinteban 

negara lndnesia yang akan dibentuk barus berdasar alas aliran fikiran negara yang 

integmlistik, negara yang bersatu dengan selurub rakyatnya, yang mengelasi 

selurub golongan-gulongennya dalam lapangan apapun. Dalam negara yang 

integmlistik tersebet, yang merupekan silirt tata pemerinteban yang asli Indonesia, 

menurut Soepomo., para pemimpin bersatu-jiwa dengan mlcyat dan pemimpin 

wajib memegang regub persatuan dan menjaga keseimbeagan dalam 

masyarakatnya. lnileb interpretasi Soepomo tentang konsep 111t1111JJ1ggQling h:Jwu!o 

lon gusti.11 Persatuan antara pemimpin dan rakyat, antara gulongan-golongen 

mlcyat, diikat oleb semangat yang dianut oleb masyarakat Indonesia. yeitu 

semanget kekelwu:gean dan semangat gotong-royong. Dalam pemikiran orgenis-

biologis Soepomo, kedudakan pemimpin dalam negara Indonesia dapat 

disamakan dengan kedudakan seorang Bapak dalam keluarga72 

71 Samsudin :Haris, &mg Pondito Orde lJaru. http:lfwww.tempoinleractive..comlanglmin IIJ21$71 
td..0!!12 htm., Juli 2007, 

12 Hatta, berbeda dengan Sukamo dan Soepomo. menerjemahkan paham kolektivlsme sebegai 
lntel1iksi sosial dan proses produksi <ii pedessan Indonesia. Intiny:a s.dalah semangat tclong 
menolong ntau gotong royong. Karena itu dalam pemikinm Hatte., koiektivisme datum konteks 
Indonesia meugandWtg dwt elemen pokot yaitu D'lllik betsama dan. usaha bett.ama. Dalt~m 
masyarakat desa tradisioo!d, slfut ko!ektivisme ala Tndooesia tersebut nampak darl k:epcmitibn 
tunah bersama yang dlkerjakan :;;:,:sama. JaW, kolektivisme oleh Hatta dltcrjemabkan menjadi 
kepemUikan kolektif atas alat-alat pn)riJJksi, yang diu.sahokan betsam.a Uittuk mcmenuh! kebutuhan 
bernama. 
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:83. Materi Moatan Konstitosi 

Pentingnya konstitusi bagi sebuab negara. memicu sebuab pertanyoan 

sebagaimana yang juga pemab ditanyakan oleh Wheare dalam karyaoya, Modem 

Conslitution.13 yaitu: 

what should a constitution contain? 

Secara l<lgas Wheare menjawabnya, 

the short answer, then, ill the very minimum, and that miminum to be rules 
of law. One essential chmacterlstic of the ideally best form of constitution is 
that it should be a short as possible. 

Pendapat Wheare ini menegaskan babwa seringkas mungkin konstitusi itu 

semakin balk, sebab yang terpenting adalab pelaksanaannya seeara konslsten. Apa 

yang ditegaskan oleh Wheare juga meugntab pada konstitusi pada tipe negara 

kesatuan (the unitary stale), mesk.ipun tidak: semua negara kesatuan demikian.'4 

Dalam konteks negara keSiltuan, Wheare mengatakan, setidaknya ada tiga 

hal pokok yaug harus menjadi muatan konstitusi, yakniperloma tentang struktur' 

umum negara. sepesti pengsturan kekuasaan, legislatil; eksekotif, dan yudiketif; 

irEdua, hubungan dalam garis besar an- kelruasaan-kelruasaan tersebut satu 

dengan dengan yang lainnya; dan irEifga, hubungan an- kelruasoan-kekuasaan 

tadi dengan mk:yat atau warga negara.'5 

n K.C. Wheate, Modem Conslilulton dalam Majda El Muhtaj. Hak .Asa.ri Mqnusia dalam 
Kotl5lirusi lndanesla(Jakmta: Kencana Prenuda Media Group, eet rr. 2007) hal. 37 

74 Memang jiku dlletakkan pada Indonesia sebagai negara kesatuan, utJD 1945 ringkas dan 
.sederhana. tetapi, tidaklah kemudian sama pula bagi negara !resatu:an lainnye seperti Belanda. daft 
Aruerika Serlkat memUiki jumlab pasal dalam UUD yang retatif banvak dan lues, Libat Jehlh 
lanjut dapat dibaca Sri Soemantri, Prosedrd dan Sistem Pentbahan Konslilusi. (nandung: Alumni~ 
19&1) haL S!l-51. 

75 K.C. Wheare, dalam Majda El Muhtaj.loc, cit. 
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C.F Strong, dalant bukunya Modem Political Conslitulions mengatakan 

bahwa muatan_ konstitusi tidak terlepas dari prinsip-prinsip k:onstitusionaJisme itu 

sendirl. Dengan sangat cingkasnya, Strong mengatakan, 

the objects of a constitution, in slrort, are to limit the arbitrary action of 
the guvemment, to guarantee the rjfhts of the governed, and to define 
the operation of the sovereign powel . 

Berdasarkan pandangan ini maka setidaknya konstitusi mengandang 

bebernpa hal polrok. yaitu:17 

1. Adanya jaminan terhadap bak~hak asasi manusia dan warga nega:ranya; 

2. Ditetapk:annya susunan kellltanegaraan suatu negam yang bersifut 

fundamental; 

3. Adenya pembagian dan pemballlsan tugas ketatanegaman yang juga 

bersifut fundamental. 

Hal yang penting juga disadari bahwa meskipun konstitusi merupakan 

sesuatu yang krusial bagi sebuah negara, tetapi menganggapn;ra sebagai hal yang 

suci (the sacred documem) sehingga lllk menutup kemungkinan atos perubaben­

perubaban, justru semakin mengeci!kan kedudukan dan persn kor.stitusi itu 

16 C.F. Strong, Modern Political Con.tlitution; An lntrot:bu:liorJra the ComporoJive Study of/heir 
History and existing Form da.lam MYjda El Muhtaj, Ibid. halaman 38 

71 Sri Soemantrl M .. Prcsedur ... , ap..cit., him. 51. 
Dalam bebempa vet$i yang apk berbeda c.F. Strong memasukkan muatan konstitusi 

terdiri atns: (1) pembatasan kekuasaan ne~ (2) jaminan hak·hak asasi rnanusia; dan (3) 
pengatunm mengenai pclaksanaan kekuasa.an negara. 

Atau da1am veci lain pula, Miriam BudiaJjo juga menptakan muatan Iron.Stitusl 
sdidaknya terdiri at8s (1) Orga.nisasi negrm;. misalnya pembagian kekuosaan antara bada.n 
!egislati~ daekutif. dan )'Udiknlit, pembagian kekuasaan anlllN.l pem.erintah federal dan 
pemerintah negera bagian; prosedur menyelesaiknn m:asal:ab pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu 
badan pemerintah dan sebagainya. (2) Ho.k~huk 11S8Si manusia (3), Prosedur mengubah Undang. 
Undang Dasar (4) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu darl Undang~ 
Undang Dasar. Dapet dilihat tulisan Miri.em l\udiardjo, Dasm-Dasar iltml PQ/ilik, Grarru:dia 
Pus!Aka Utatna. Jakarta, !992, hlm !0!. 
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sendiri. Hal ini panting ditegaslam agar tidak tetjadi pema!Jaman yang 

simplisitik.78 

C. Teori Pemisaban dan Pembagian l(ekuasaau 

Bentuk dan paradigma dari pemisaban dan pembagian kelruasaan dalam 

ajarannya tela!J memperlihatkan comk yang beragam diberbagai negara. 

Bagaimanapun bentuk perwujudannya. tidak lepas dan merupelam perkembangan 

la!Jih lanjut dari ajamn pemisa!Jan kelruasaan (separation of power) yang 

dipeloperi dua pemikir besar John Locke dan Montesquieu." 

BerawaJ dari buku Two Tre(11ies on Civil Government yang diterbitkan 

tahun 1660 Masebi, John Locke mengemukelam kritik terhadap kelruasaan 

absolute raja-raja yang mendapat dulrungan teoritis dari bebernpa a!Jii pikir pada 

wnktu itu. antara lain Sir Robert Fibner melalui tulisannya Patriarcha. John 

Loeke sekaligus memberikan landasan pembenaran tcrhadap revolusi gemilang 

(the glorious revolution) tahW1 !688, perebutan kelruasan antara Kerajaan dan 

Parlemen Inggris yang pada akbbnya dbnenanglam oleh Parlemen. John Loeke 

adalah orang pertama yang menentang absolutisme raja~raja dengan mendukung 

pembatasan kekuasaan politik terhadap raja. Beliau mendasarkan peodapatnya 

kepada <tkondisi aJami manusia dan !rontrak sosia'"' yatJg melahirkan negara. 

Alasan manusia mengadakan kont:rak sosial adalah untuk memelihara hak·hak 

111 Mojda El Muhtaj, op.r.:il, bnla.ruan 39 

' 9 Green Mind Communj'ty, Te~t df11f Palilik Hi!kiwi-T¢q Negarn. (Yogyn:karta:ToW Media,. 
200!l)ruu.46 . · .. . ; :· · • · 
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alami manusia yaitu, hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak milik (presserve 

their lives. libertes and possessions), yang melahirkan status politik. 80 

Dalam bulru terscbut John Locke mengemukakan bnbwa untuk mencapai 

keseimbangan dalam suatu negara, kekuasaan negam barus dlpilah kepada tiga 

bagian, yaitu (I) kekuasaan legislatif (legislative pqwer) (2) kekuasaan eksekatif 

(executiVe power) dan (3) kekuasaan federntlf (federative power). Kekuasaan 

legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang, 

kekuasaan lain harus tunduk pada kekuasaan inL Kekuasaan eksekutif meuputi 

kekuasaan mela.ksanakan atau mempertahankan undang-undang termasuk 

mengadili. Kekuasaan fedemtif adalah kekuasaan yang meliputi semua yang tidak 

lermasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif, meliputi kekuasaan keama:nan 

negara, urusan perang dan damal dalam kelerkaitannya dengan hubungan luar 

negeri. Dari ketiga kekaasaan itu, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan rederatif 

barus herada pada tangan yang sama dan barus ada supremasi kekuasaan legislatif 

atas kekuasaan yang Jain.81 

Dalam verni lain leori pemisabnn kek>JliSIIall, yang oleh lmmruluel Kant 

disebut sebagai doktrin "Trias Politi.ka/' dikemukakan oleh Montesquieu dalam 

bukunya L'esprit des Loi.82 Dasar pemikinm doktrin Trias Politika sudah pcrnah 

80 Irfan Fru::luuddin. Fengowasan Peradi/an Administrasi Terhadap Tinrltlkm Pemerintah. 
(Bandung; Alumni, 2004) hal.l3S 

Ketiga cabang kekuasa.an legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu .sama-sama scdm!jat dan 
saling mengontrol satu suma lain sesual dengan prinsip checks and b.alam:es. Dengan adanya 
prinsip clt&:b and balanctlS ini maka kekuasaan negara dapa1 diatur, diba:tasi bahks.n dik<mtrol 
dengan sebaik-baiknya. sehingga penya!ahptaan kekuasaan o1eh aparat penyelenggam negam 
ataupun pnDad.i--pri'badi yang keherulan oodallg mendu!M:i jabalan dalam lem~..jcmbaga negara 
yang~ daps! diceph dan di·lMggU!angi den$an ,.,. __ 
Baca juga Jimly Asshlddiqle, Kostihisi dan Konstitusionalisme Indonesia. Cet. 2 (Jakarta: 
Konstitusi Press) im1. 74 
IJI fbfd 

81 Abdul Ghoffar~ PerbantiHJgan KrtbmsMJJ Presiden Indonesia Selelah Perubalu:ut UUD JfUJ 
dengan Delapan Negarn MqJu. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup:2009) hal.ll. 
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dikemukakan oleb Aristoteles dan kemudianjuga pemah dikembangkan oleb Jhon 

Locke.83 Secara garis besar ajaran Montesquieu sebagai berikut: Pertama, 

terciptanya masyarakat yang bebas. Keinginan seperti ini mwtcul karena. 

Mont..quieu hidup dalam kondisi sosial dan politik yang tertekan di bawah 

kekeasaan Raja Lodewijk XIV yang memerintah secara absolut. Kedua. jalan 

WJtuk mencapai masyarakat yang bebas adalah pemisaban antam kekoasaan 

legislatif dengan kekeasaan ekselrutif. Montesquieu tidak membenarkan jika 

kedua fimgsi bemda di satu orang atau badaa lwena dikbawatirl<:an akan 

melaksaaakan pemerintahan tirani. Ketiga. kelmasaan yudisial barns dipisab 

deugan fimgsi legislatil:"' Hid ini dimaksudkan agar hakDn dapat bertindak secara 

bebas dalam memeriksa dan memutuskan perl<a!a."' 

Ketiga kekuasaan tersebut:, menurut Montesquie~ hams terpisah satu sama 

lain* mulai dari fungsi maupun mengenai alat perlengkapannya. Pendapat tersebut 

tentu berbeda dengan Jhon Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke 

dalam kekuasaan eksekutif. Mont..quieu memandang kekuasaao yudikatif harus 

berdiri sendiri karena kekuasaan tersebut dianggapnya sangat penting. 

Pemikimnnya seperti itu tidak bisa dilepaskan dari peng-aJamannya menjadi 

hnkim, di mana kekuasaan yudikatif sangat berbeda dengan kekuasaan eksekutif. 

93 Ahmad SlJh.clmi, .Pemikirt.UJ Pt;lilik Bar<11; Knjkln Sejarah Perkemhangan Pemi1irlll1 Negara, 
Masyarkal dan Mk!Ja.taan. Cet.2. (Jakarta; Gramedia Pustaka Utrum1, 2004) hal 200-203. 

&4 Dupat dibaea juga Jlmly Asshiddiqie, Perkmlxmgr.ul dan Konsolidosi Lembaga Negara Pasca 
R<[ormasl, (Jakarta: Sd;jen Mahlwnllh Konstirusi, 2006) bal.J0-35. 

~» Suwoto M:.!lyosudarmo, Ke.tw.1saan dan Tanggwrgjawab Presiden Republik Indonesia (Suotu 
Pemtlilkm St~ Teorilik dtm Yuridik Pertanggungjawahan Kebiasaan), Disertasi Doktor 
P~nna Universitas Airtungga. Surabaya. 1990, hal. 58~59. 
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Sebaliknya oJeh Montesquieu, kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut oleh 

Jhon Locke "federatif dlmasukkannya ke dalam kekuasoan eksekutif."" 

Menurut C. F. StrOng, fenomena pembagian kekuasaan seperti itu 

dikarenakan adanya proses normal dari spesialisasi fungsi. Fenomena ini bisa 

diamati pada semua bidang pemil<iran dan tindakan yang disebabkan peradaban 

semakin bargernk maju, bertambahnya bidang aktivitas, dan karena organ-organ 

pemerintaban menjadi semakin lrompleks. 81 Strong melibat pada mulanya mja 

adalah pembaat dan pelak-sana undang-undang, di samping ia juga bertindak 

sebagai bakba. Namun, dalam perkembangannya tidak dapat dibindari tumbub-

eya tendensi untuk mendelegasikan kekuasoan-kekuasaan tersebut sebingga 

mangbasilkan adanya pembagian kekuasoan." 

D~ Kedudukan Dewan Perwakilan Rakya:t~ 

KedauJata.n rakyat (democraiie) di Indonesia diselenggarakan secant 

langanng dan melalui sistem perwakilan. Secara langsWJg, kedaulatan rakyat 

diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang -..min dalam Majelis 

Pennusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilon Daemb sebagai pemegang kewenangon legislatif, Presiden dan Wakil 

56 Ismail Suny, PembagianKekuasaonNegara. cct. 2 (Jakarta:AksarnBaru, 1978} ba1.6 

11 C.F. Strong. Modem Pclilical InstituJiofiS, An lntrodtl;;tion To The Omrpo:rative Study ofTheir 
H1story and aistblg F~ cet. :S (London: Sidwick & Jackson Limited. second impression. 1960} 
hal. 214 

u Ibid. hal 330, 

"" lstilnb "kedudukan lazim"' digunakan selrlng dengan penggunannnya da.lam Undang·Undang 
tentang Susumm dan Kroudukar.l l\>f.PR • DPR.. DPD dan DPRD. UU Nomor 22 Tahun 2003, 
Lembaran Negnm. Nomor92, Tambahan LembamnNegaro:Nomor43lO. 

U•lv-lndonesia 40 

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH UI, 2009



Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif; dan Mahkamah Agung dan 

Mahkamah KonstitJJsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam 

menea!JJkan kebijakan pokok pemerintaban dan mengatur ketentuan-lretentuan 

hnkmn berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fongsi /egis/atij), 

serta dalam menjalankan fungsi penguwasan (fongsi kon.troiJ terbadnp jalannya 

pemerintaban, pelembagaan kedau!alan rekyat itu disalurkan melalui sistem 

perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Daerah.90 Terl<ait dengan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian 

dari demokrasi perwakilan, dalrun paaal UUD dinyatakan babwa: •• 

(I) AnggQta Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 

(3) Dewan Perwakilan Ralcyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

Selain itu, DPR sebagui lembaga negara pelaksana demokrasi perwakilan 

memiliki, fungsi sebagui berikut:"' 

I. Dewan Perwaki!an Rakyat meariliki fungsi legislasi, fungui anggarnn dan 

fungsi pengawasml. 

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain bek yang dialur dalam pasal-paaal 

lain Undang-Undang Dasar in~ Dewan Perwakilan Ralcyat mempunyai 

hak interpelasi, hak angket, dan bek menyatakan pendapat. 

w Jimly Asshiddiqie, Koslltusl dan Konstitushmallsme Indonesia. Cet ll (Jakarta: KonsUtusi Press) 
hal. 71-72. 

91 Indonesia. Undnng·Undang Dasar Negara RepubliA Indonesia Talrun 1945, Pasai 19. 

92 lbid. PasaJ 20A. 

Unlv ... ltao lndollesla 41 

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH UI, 2009



3. Selain hale yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar inl, 

setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hale mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hale umunitas. 

4. Ketentuan lebih Ianjut tentang tala cara pemhentukan undang-undang 

diatur dengan undang-undang. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menurut keten!uan Pasal21 ayat (1), 

herbale memajakan rancangan undang-undang sehegairnana diesbulkan yaknl 

"Anggnta Dewan Perwaleilan Rakyat bemale mengajakan usul raneangan uudang­

undang". Sedangkan Ayat (2) pasal inllebih laujut menyatakau, "Jika rancangan 

undang-undang itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak 

disahkau oleh Peesiden, maka rancangan tadi ddak boleh dimajakan lag! dalam 

parsidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". Selanjut-nya, Pasal 226 

basil Perubahan Kedua, menentukan: "Anggota Dewan Perwakilan Raley at 

dapat diberhentikan dari jahelannya, yang sylll8t-syarat dan lata caranya diatur 

da1a.m undang-undang". 

Di antara peruhahan-perubahan pendng dalam rumu$311-rumusan Yersebut 

di atas adalah te!jadiuya pergeserau mendasar dalam fungsi legislatif dari Iangan 

Presiden ke Iangan DPR. Semula dalam Pasal 5 ayat (I) UUD 1945 (sebelum 

peruhahan) ditentukan babwa: "Presidan memegang kekuasaaa memhentuk 

undang-undang dengan persetujuan DPR", dan dalarn Pasal21 ayat (I) dinyatakan 

bahwa "Anggota anggota DPR berhale memajakan raneangan undang-uudang". 

Sekarang setelab Perubaban Pertama dan Kedan UUD 1945, Pasal 20 ayat (I) 

menegaskan bahwa "DPR memegang kekoasaan memhentuk undang-undang", 

dan Pasal5 ayat (I) menegaskan bahwa: "Presiden her hale mcngajukan raneangan 
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undang-undang kepada DPR". Untuk memastikan kuntnya kedndnkan DPR itu, 

maka dalam rangka Perubahan Kedna UUD 1945 ditambahkan lagi ayat (5) yzng 

menyatakan: '*Dalam rancangan undang~undang yang telah disetujui bt::rsarna 

tersebut tidak disabkan olen Presiden dalam waktu tiga pulnb nari semenjak 

rancangan nndang-undang ternenut disetujui, lllllcangan undang-urulang ternebut 

sah berlaku undang-undang dan wajib dinndangkan". 

L Kedudokan Presideo93 

Menurul tata babasa, kata presidenl (substanliuum) adalah derivatif dari to 

preside (verbum) yang artinya memimpin atau tmnpil di depan. Sedangkan kata 

Latin presidere berosal dari kata proe yang artinya di depan, dan kata sedere yang 

artinya dudnk. 94 Janutan presiden ernt hubungannya dengan bentnk republik, 

meskipun tidak selalu berkaitan. Dalam sejamh politik: Romawi tefah muncul 

istilab republik, di samping kerajaan, prinsipat, dan domi.nat, namun belum 

InWlCUI istilah presiden.95 

Presiden dalam sistem ketatanegaraan kita adalnb lembaga yang dapat 

diartik:an sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan 

betdaasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tnbun 1945 barisi dua jabatan 

yaitu Presiden dan wakil Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem 

pemerintnban presidensil, patul dicatat bettwa yang menyangkut lembega 

kepresidenan adalnb pertama, kedudnkan sebegai kepala negara dan kepala 

'ln Pen~aan istilah "kedudukan"' digu.nalom oleh penulis sudah t.mnasuk didalamnya pengertian 
tentang kek:uasaanlkewenangan. 

w Webster's New World Dictfmwy, College Edititm. New York: The World Publishing Company, 
I%2. hal. 1153. dahun H11.run AI Rasid. Pengi.1im: Jabatan Prcslden (Jakarta; Pustaka Utama 
Om.fiti. 1999}halrunan 10. 

* Djokosotono~ ntmL Negara, dalwn Hanm AI rasid, Ibid 
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pemerintahan daJam sistem presidensil seperti di Indonesia menyatu dalam 

jabatan Presiden dan Waki.l Presiden. Dengan demikian presiden memimpin 

penyelengganmn negara dalam pemerintahan sehari hari. Kedua, Presiden tidal: 

bertanggung jawab bepada parlemen. Ketiga, Presiden dan Parlemen memiliki 

kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidal: dapat membubarl<an parlemen, 

demikian pula parlemen lidak dapat membe!hentikan Presiden."' 

Dalam konleks Indonesia Presiden merupalrnn penanggung jawab dari 

sistem penyelengganmn pemerinlllhan negam. Sistem ini pada baldkatnya 

merupalrnn uraian tentang bagaimana mekanisme pemerinlllhan negara dijalankan 

oleh Presiden sebagai pemegang kelruasaan Pemerintahan Negara Sistem 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ialah sistom belre!janya Pemerintahan sebagai 

fungsi )'1Ulg ada pada Presiden." Pengertian pemerintahan dalam r.mgka bukwn 

Pemerintahan dapat dipabami m<dalul dua pengertian: di sa!u pibak dalam arti "fungsi 

pemerinlaban" (lregialen memerintah), dl lain pihak dalam arti "organi,..; 

pemerintahan" (lrumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerinlahan).93 

Pada dasarnya Sistom Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tidal: 

membicarakan Sistem Penyelenggaraan Negara oleb Lembagn-lembaga Negara 

secara keseluruban. Dalam arti sempit, istiJah Penyelenggaraan Negara tidak men-

eakap !embaga-!embogn Negara )'1Ulg- dalam UUD 1945. Sedangkan dalam 

91> Agustin Terti Narung.. RQ/cnnasf lluJ;um: Pertanggung Jawalxm Seorang Wolil Rakyat. 
(Jalmrla;- Slruir !fJwlpao, 2003). H•l. 49 

91 Salamoen Soclwyo & Nasri Effendy. SisJem Penyelenggaraan Pemerinrahan Negara Kesatuan 
&puhlik Indonesia, (Jalmrla: Lembaga Mmlnislrasi Negsra,2006) hal. 3 

98 Philipus M, He.djon ~ PenganfilT Huium Adiministrasi Negara, cct Ill. {Yogyakarta: Gajab 
Mada Univen<i<y Pres, 1994) hal. 6 
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arti luas, istilah penyelenggaraan negara mengacu pada tataran supra struktur politik 

(lembaga negara dan lembaga pomerintah), maupun pada tataran infra struktur politik 

(organisasi politik dan organisasi kemasyaroka1lm). Dengan demikian, yaug dimaksud 

deogan Sist.em Penyelengganum Pemerintahau Negara sebenamya adalah meklmisme 

bekeljanya lembaga eksekutil; yaug dipimpin oleh Pn:sideo baik selalru kepala 

pemerlnlllhan maupun selaku kepala oegam.99 

Dalam Koostitusi kita,11'" Selidaknya ada 10 kekuasaan Presiden Republik 

Indonesia. yaitu:101 

l. K.ekuasaan ponyelenggaraan pemerintahan.101 

w Sa!amocn Soeharyo & Nasri Efl'endy,lQC.<:il. 

100 Penulis mengguna.knn penyebutan UUD Neg:aru Rf:publik lndooes!a Tahun 1945 (setelab 
amandemen ) <tengn.n istilah "konstitusi" dengan ~gwnentasi lwt:na pengertlannya sama 
sebagaimana yang telah dipaparbn pada bagian sebe!umnya. 

un Daiam versj lain kekuasaun Presiden ada yang menyebut sebanyak: (delapan betas) 
keweul:ll'lgan. Hal ta'scbut sa1ah satunya dikan:nllkan kewenangan Presiden tcrlm.Jt dengan 
penyusunan pemtumn perundaog·W\dangan ditulis sec:ara terpisili, dapat dilihnt Salamoen 
Sooha.ryo & Nasri Effbndy, Sislem Penyefenggaraan Pemerinlahan Negaru Kesatuan Repuhlik 
Indonesia, (Jakarta: LembagaAdmlnistrasl Negaro,2006) hal.4-5. 

IO'l Indonesia, Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1) 
Presiden Republik Indonesia memegang kekuns.aan pemerintahan menarutlJndang·Undang Dasar. 
Dalam buku Philipus M. Hadj{ln dkk, Pengant(JT Hulatm Adiministrasi Negara. cet 3. (Yogyakarta: 
Oajuh Mada University Pres,l994) bal. &-7. ada penjelasan tentang pemerintahan,. ynknj: 

Pengertian peme:rintahan dalam mngka hukum administtasl digurtakan dalam arti 
"pemt'rinttlban umum" atBu "pemerintahan negam". Pemerintahan dapat dlpahami melalui dua pengerli!lll: 
di satu pihak dalarn arti "f\mg.si ~tahan" (kegietan memerintah). di lain pihak daiam arti 
"organisasi pemerintahan" (kumpulan dari --"""<rin!olmn). 

Apa sebenarnya kandungan dari "fi.mgsi pemerirltahan" ito?. Fungsj dati pcmerintahan itu 
dapat ditattulam sed1kit banyak d.engan menempsikannya dal.am hubungan dengan .fungsi 
perundang--undangan dm pctadilan. Pemerintahan dapat dlrumuskan secara negatif sebagai segala 
macam kegiatan penguasa yang tidak dapat dlsebutkan sehagai suatU kefP:Wl.n ~ 

- pcrndilsn. 
Petbcdaan lllliBra pen!lldang.wldangan, pen>dihm don ~ in -- llllifiinli­

IJ!Idan& -.don pihak ~ (--- ;ru dari ·~· ;ru lldak ..... 
""'""' - el<sel<util'. Banyak jenis pemerintahan yang, tidak ""!"~ dip>U1<lang seb3g>U 
pelaksaol>an dari ~ sepc<1i pemb<rian subsidi Iorteniu, - !Ups melaksMukan 
~wnum. Adajufl'ablibukum~yangm-l!ahwa~ k<­
yang terdirla<as _._... ~to"""""""Y""'l"""-~ umum 
lmli1Ilg pemerinla!um, jXZIIIUrllll1l<:raiUran dari jMhak """"""" yang lebih reru!ah), tidak <lapel 

~ dalam hukum -· Hal ;ru ""!"~juga dililmt dmi - - laiR Pemisahan 
de:ng.an bukum tala negam adalah suatu pcmisahao yang tid:ak tegas.. Bagaimanaptm di kaltmgan pars 
abli hukmn admir:tlsttasidi~ akhir ini telah berk.embang perbatian yang Juas terbadap 
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2. Kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan. "" 

3. Kekwtsaan di bidang yudisial."" 

4. Kekusaan dalam persoalan hubwtgan Iuar negeri.105 

5. Kekuasaanmenyatakan keadaan bahaya.106 

6. Keku""""' sebagai pemegang kekuatan tertinggi angkatan bersenjata.'"' 

7. Kekwtsaanmemberi gelardan tandakebormatan lainnya.'"" 

k"P~yang bemifill wnum yaknl.- peraJnmn-pemwran k<bij~ 
juga- p<OllJerian lruasa (~ Telapl """"""'ilu lebih banyllk ,_ pada"""" 
pertdek$.tan atunm-etu.ran yang sah dari sudut pan:dlmgan hukum administrnsi (seperti yang mann 
badan-badan pemerintshan ye.ng lain, atunm yang menimbulltan akibat-akibat hukum konkrlt 
"""""' bagal,.... redakslnya, bopim""" dlnlm- pedindun,.. hulrun>nya, dan sebagalnya) dan 
lmkBn pada """" pendekabm dati "'dut hulonn polltlk - """"" (,. !omdunpn polillk -
peral~Iran-pe:rab.l'lan itu dan bugaimana kaftan dari aturan-atumn itu terhadap lw:dudukan dan !:;adan­
t.don polillkdankrdudul<an pemboalundang-und<mo). 

Kaitan pads. trias politika, yang sebelwnya pada saa.t sdmnmg ini masth berlaku hanya 
secara tetbat.as, mcmungkinkan menunjuk pada suatu aspek pmting dari pemerintnhan. Bulamlmh 
harus diadakan pentimban nntma "suatu pembentulatn keputusan politik" dengan ~pemerintnhan"?. 
"Politik" itu menjaJankao pemerinlahan dan menetoplam undung-undang. secara singk:al 
mengeluarkan perintah~perlntalt, mer~gatur IU'llh. "Pemerintahan" mengurus pelaksanaan mlmguru.s 
dari perintahltuga.s-tugas. Dengan kala lain, pe:rnerinfahan itu "mengnbdi" pada kekuasaan polltik. 
Unsur pengabdian dad pemerintahan itu: dapJ1: ditehlsurl kfmba.li pads. kala Latin "admlnlstrare" yang 
berorti., ~ urusan scbagni suatu penugasan d.ari ornng Jain, Maka timbul istilah seperti 
administmsl untuk organisasi pemerlntahan dan hukum admi:tistrasi ur.tuk: hukum pemerintuhen. 
Tenw saja masyaralmt yang modem membutuhkan suatu kdaasaan jXilitik ~,dim butus ta1duk 

""" ---. politlJ<;, ~ ~ dwi huknm - - -.......... b.,;"''"'""'"- dJi""""' """""-~ ~ ~--OllllWl,-hulwm,.._d!n __ 
1113 Imioru::sia, Ibid. Pasal 5 ayat {l) Presiden berhak- mengajukan rnnce.ngan undang-undang 
kepada Dewan Pmwk!Ian Ra.k;yaL Ayal: (2) Presiden meootapkan peraturan pemerlntah untuk 
menja1ankan unde.asundaug sebagahnans mestinya. Pasal 22 ayat (I) (1} Dalam hal Jbu--a! 
kegentingen yang nu::ma.ba, Presiden berhak mendapkan perat:uran pemerinl.ah sebapi pengganti 
undJmgundang. 

104 Ind<m.esia, Ibid. Pasal 14 ayat (I) Pre::iden membcri grasi dan rchabilitasi deng.an 
memperhatikan pertimba.ngan Mabkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi 
dengan mempetbat:ikan pertimbangan DewWl Perwakilan Rakyat. 

105 Indonesia, Ibid. Pasal 11 ayat: {1) Presi:den dengan pernetujuan Dewan Perwakilan R.alcyat 
menyatakan perang, membu.at perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasul 13 ayal (1) 
Presiden mengangkat duta dan konsul. 

106 IndooesiB, Ibid. Pasal I2. Presiden menyatnkan kea.daan bshaya Syarat~syarat dan ak.ibatnya. 
k-.., bahaya di-kan ""'S"" undanSW>o!ong. 

107 Indonesia. Ibid. Pas4l JO. "PresideD memesang kekuasaan yang tcrtinggi atas Angkatat. Dam4 
Angkal>n Lautdan~ Udm". 
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8. Kekuasaan membentuk dewan pertimbangan presiden.109 

9. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.110 

10. Keknasaan mengangkat, menetapkan atau meresmikan pejabat-pejabat 

negara lainnya.111 

Untuk lebih mengarabkan substansi dari tulisan ini maka penulis akan 

lebih mendalami teori tentang Kekuasaan Presiden di Bidang Peraturan 

pe~dang-undangan 

E.l. Kekuasaan Presiden di Bidang Peraturan Perundang-nndangan 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 setidaknya 

Presiden Indonesia memiliki tiga kewenangan membentuk Peraturan Perundang-

undangan yakni: 

E.l.l. Kekuasaan Mengajukan Rancangan Undang-Undang 

Berdasarkan Pasa.J 5 UUD 1945 sebelum perubahan presiden memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR),'29 Namun, setelah perubahan kekuasaan membentuk undang-

108 Indonesia. Ibid. Pasal 15. "Presiden memberi gelar, twlda jnsa, dan lain-lain tanda kehormatan 
yang diatur deogan undang-undang". 

109 Indonesia. Ibid. PasaJ 16 "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang berb.J.gas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 
undangundang." 

110 Indonesia, Ibid. Pasal 17 ayat (I) Presiden dibantu o!eh menterimenteri negam. (2) 
Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

111 Indonesia, Ibid. Pasal 23 F (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat densan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan 
diresmikan oleh Presiden. 

Pasal 24 A ayat (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapalk:an persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 
agung oleh Presiden. 

Pasal 24 C ayut (3) Mahkamah KonSh!usi memp1m.yai sembilan orang anggota hakim 
konstib.Jsi .yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang o\eh Mahkamah 
Agung, tiga orang oleh Dewan Pcrwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 
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undang dipegang oleh DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (I) 

UUD 1945 setelah perubahan. Secara tegas Pasal ter.;ebut mengatal<an, "Dewan 

Pezwaldlan Raky.!t membentuk undang-undang."m Meskipun begitu, presiden 

tetap mempunyai hak untuk mengajukan raneangan undang-undang kepada 

Dewan Perwakilan Rakya4113 Tetapi, khusus mengenai raneangan undang-undang 

tenlaDg angganan pendapalaD dan belanja negma, benya Presiden yang mem-

punyai kekuasaan untuk mengajukan raneangannya. DPR dan DPD tidok 

JDempuyai kewenangan untuk mengajuk:an. rancangan mengenai hal tersebut. 114 

Segala macam rancangan undang-undang harus dibahas ber>ama dengan 

presidan untuk mendapat per.;etujuan bersama. "' Jika rancangan undang-undang 

rersebut tidok mendapatkan persetujuan bersama, moka rancangan undang-undang 

itu tidok bo-leb diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwaldlan Raky.!t masa 

itu.116 

11:~; indonesia, Ibid. Pasal20 ayat I 

11' Rancangan undang~Wldang yang berosaJ. dari pemerintnh (presiden) disampaikAn kepada 
p1mpinan DPR dertg,an sural: pengantar presiden. Da!am surot tetsebut, menyebutkiln menteri yang 

. aJam mewakili pcm.erintah duJam pembahasan RUU tersebut. Dalam rapm: paripuma bcrikutnya. 
seteleh RUU diterima oleb pirnpio.sn DPR, pimpinan rapat memberltah!Jkun bpada Mggota 
masuknya RUU tersebut dan kemudian membagikannya kepada anggota DPR. Selanjutnya 
pembahasaan RUU akan masuk ke da!am empat tahup yang: dildur daiam Pasal 116 Tata Tertib 
DPR RJ. Em! Setj'Ctwati, dkk., Bagoi'mona Undang;mdtmg Dibuat (Jakarta, The As;a 
Foundation dan Pusaf Studi Hukum & .K~ja.kun Indonesia. 2003), hlm, 8.7 

114 Piisal23 Ayut (1) UUD 1945 se!elah perubaban ketip. berbun)'i, "Anggaran Pendapatan dan 
Bcln.nja Neganl sebapi wujud dati pengelofuan kcuangan negam ditetapkan sctiap tabun doogan 
uadanJ:~1Uidang dan dilaksanakan secara teriwka dGn bertanggu.ng jo.wub untuk sebesar-besatnya 
--mlcyat." Ayllt {2l """"">'i; "Rnn=ll'l' undang-undang A.gganm P"""""'lwl dan 
Belanja Negara diaju.kan oleh Prel:iden untuk dibaha$ bersam.a Dewan Perwakilwt Rakyat dengnn 
memerhatikan pertimbanga.o_ Dewan Perwakilao Daerah." Ayat (3) berbunyi. "Apabi1n Dewan 
Perwakilan Rakyat tidak menye1lljui nmcansan A.!lggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diusuJkan oleh Presideo. Pemerlntub menjalu.n.kan Anggaran Pendupatan dan Belanja Negara tahun 
yang ia!U. n . 

ItS Indonesia. Un4ang-Undang Dasar 1945 setelah perubaban. Pasal20 Ayat(2). 

U6 ~e$i8.. Ibid,.l'asal20 Ayat (3}. 

UnlvOlSitas lndon"""' 48 

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH UI, 2009



Setiap nmcangan undang-nndang yang te1ah mendapat persetujuan 

bersama antara DPR _dan preslden harus mendapat pengesahan presiden, 117 

Namun, jika rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama 

tersebut dalam 30 bari sejak mendapat persetujuan bersama ten;ebut tidak 

mendapat pengesahan dari presiden, maka rancangan undang-nndang ini sah 

menjadl menjadi undeng-undang (Pasal 20 Ayat (5)).118 Ke-tentuan tersebut 

berbeda dengan lretentuan sebelum perubeban UUD 1945, di mana jika suatu 

rancangan undeng-undang telah mendapat persetujuan bersama -pi belum 

disahlren oleh Presiden, malre undeng-undang tersehut tidak bisa diberlalrelren. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, tindalren pengesahan presiden sebagaimana 

yang dimaksud oleh Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 tersebot bonyalah ben;ifut 

administratif belaka, karena secara materiil raneangan undang-undang yang telak 

mendapat pen;etujuan bersama antara DPR dan presiden yang diputuskan dalam 

rapat paripuma DPR-RI adalah tindalren pengesahan yang bersiJat materiil, 

sedangkan pengesahan oleh presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 Ayat 

(4) UUD 1945 tersebut adalah pengesahan yang beniifat fonniil.'" Apalagi 

dengan adanya ketentuan Pasal20 Ayat (5) yang menentukan jika dalam waktu 30 

hari sejak mendapat persetujuan bersama tersebut tidak mendapat pengesahan dari 

Presiden, maka mncangan undang-undang itu sah menjadi undeng-undang. 

Sehlngga bisa dipestikan mneangan undang-undang yang telllh mendapat 

persetujuan bersama pasti akan menjadi undang-undang. 

m Indonesia. Ibid. Pasa12il Aynt(4). 

ttl Indonesia. Ibid. Pasal20 Ayat (5}. 

119 Jimly Asshiddiqlc, Perihal Undang-untfang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan 
Kepaniteraan Mahka:mah Konstitusi RJ, 2006}, hbn. 291. 
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E.1.2. Kelmasaan Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang (Perpu) 

KetentuanPasa122 Ay!U (!) UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Pasal 

tersebut tetap berbunyi: "Dalam hal ihwal kegen-lingan yang memaksa, Presiden 

berhak menetapkan pemturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." 

Menurut Witjono Prodjodikoro, pada waktu DPR dalam masa reses atau sedang 

tidak dalam masa sidang, sementara pemerintah (presiden) menggangap perlu 

diadakan suatu peraturnn yang sebarusnya adalah undang-undang, seperti 

misalnya peraturan itu· merupakan perubahan dari suatu undang-undang, atau 

matefinya memUIU ancaman hakuman pidana sebingga barns dibUIU dalam bentuk 

undang-undang. Dalam lrondisi seperti itu, maka presiden mempunyai 

kewenangan untuk mengaluarlcan Perpu.126 

E.l.3. Kekuasaan Menetapkao Peraturan Pemerintah 

"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang­

undang sebagaimana mestinya,"121 Demikian bunyi Pasal 5 Ayat (2) UUD )945. 

Pemturan pemerintah (PP) bisa dibuat berdasarkan perintah tegaS dari undang­

undang {delegasi} atau berdasarkan pertimbengan presidan untuk melakaanakan 

suatu undang-undang. Menurut Bagir Marum, dalam hal tidak ada perintah tegaS 

dari uodaog-undang, presidan behas memilih bentuk peraturan lain seperti 

Keputusan presiden yang bersif.lt mengatur sekarang namanya berganti peraturan 

presiden, kecuaJi apabila hal tersebut akan meianggar asa.s-asas umurn peraturan 

penmdang-undangan yang baik atau pembatasan telmis lainnya, misalnya 

larnngan pemuat-an sanksi pidana. Kerena PP ditetapkan untuk melakaanakan 

1211
• WUjcno Prodjodikoro, A$t:zs..As<ls Hulrum Tat a Negara di fndt:mesia. Op.dt., him. 77-78 

m Pasa15 ayat (2} Undatls~untlang Dasat 1945 
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UU, maka materinya jangan sampai berseberangan dengan materi muatan undang-

undang.122 

Hal senada juga diungkapkan oleh Maria Farida. Menurutya, materi 

muatan peraturan pemerintab adalah keselw:ullan materi muata:n undung-undang 

yang dilimpahkan kegadanya, atau dengan kata lain materi muatan pemtunm 

pemerintab ada!ah sama dengan materi muatan undang-nndang sebatas yang 

dilimpahkan kepadunya.123 Pasal 24 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Penmdang-wulangan dinyatakan bnhwa ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang, rancangan perattnan pemerinitab, dan ranoangan 

peraturan presidun diatur dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan katentuan 

dalam Pasal 24 ternebut, dibentuklah Peratunm Presiden No. 68 Th. 2005 tentang 

Tala cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Raneangan Per<lluran 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 

Peraturan Ptesiden. 

F. TeoriPolitikHnknm 

Demokrasi yang terejawaotabkan dalam pemtunm perundang-undangan 

ada!ah sebagai basil proses politik dengan lmn!igarasi pnlitik yang ada. 

Konfignrasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu 

di negara tersebut.'24 Didalam nega:ra yang konfigurasi pnlitiknya demoklatis, 

122 Bagir Marum. Lembaga .Ke:presideilflllo Op..cit, halwnan 150 
t:u Maria Farida lndmti Jlmu Pel7/.lldong·unc/angan; Dmor-tklstrr dan Pcmbentukamrya, (Jakerta:: 
Kanisius, 1998). hlm. 131 

Lz.~< MMabfud MD,. Mcmhtmgtm Polilil:. Huh.un Menegakkan Konst!tusJ. (Jakarta: LP3ES,. 2006) 
hal. 5. Baca juga M. Mahfud MD, Potilik Hukum Iudonesia, {Jakarta: I.J'1ES, 1993). 
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maka produk hukumnya akan berkarakter responsiflpopulistik.1
"' Sedangkan di 

negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka prodok hukumnya akan 

herkarak1er ortodoks/konservatif/elitis. Hipotesis ini terutama berlako uotuk 

hokum-hokum pub!ik yang mengatur hubungan kekuasaan atnu hokum-hokum 

tentang politik. Sedangkan untuk hokum-hokum privat, meskipun hipotesis 

tersebut benar berlaku, namun sentuhannya tidak terlalu lruat.126 

Untuk menjawab tentnng definisi dan pengertian lebih jauh tentnng politik 

hokum malra ada baiknya kim mengurai dari beberapa pengertian. 

F.l. Dmu Politik 

Politik, menurut Miriam Budiardjo127 adalah: 

"hermacam-macam Iragiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang 
menyanglrat proses menentakan lujuan-lujuan dari sistem ilu. 
Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi 
tujuan dari sistem politik itu menyanglrat seleksi antara beberapa altematif 
dan penyusunan slrala prioritus dari tujuan yang telah dipilih. 
Unlok melaksanakan lujuan-lujuan itu perln ditentakan kahijakan­
kebijakan umurn (puhltc policies) yang menyangk.ut pengaturan dan 
pembagian (distribution) atnu alokasi (allocation) dari sumber-swnber 
(resources) yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebija.'<an itu, per!u 
dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (outlwrity), yang akan 
dipakai baik untuk membina keijasama baik untuk menyelesaikan konflik 
yang rnungkin timbuf dalam proses politik ini. Cara-eara yang dipakai 
dapal beraifat persuasi (meyukinkan) dan jika pariu bersifat paksann 
(coertion). Tanpa unsut pairaaan kebijakan-kebijakan ini l!anya merupakan 
pemmusan keinginan (statement of intent) belaka. Politik selalu 
meoyanglrat tujuan-tujuan dari selurah masyarakat (poblic goals). 
Lagipula politik menyangkut kcgiatnn berbagai-bagai lralompok wrmasuk 
partai politik dan kcgiatnn omng seorang ('mdividu). 

Responsiflpopulistik dikemukakan oleh Satya Arinanto, ed., Kumpu/an Materl Kullah 
Pofitik Hulrum. (Jakarta: Progam Pasca Serjlltla Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 
haUl sedangkan M. Mahfud.MD me~ istilah resp:m.sif otonom. 

124 -. -
M.Mahfud MD, Me11;bangun Politik Hukum.. .. tlp.crl, bal. 67. 

lzr Mlria."ll Budiardjo, Dasar-Dasar ilmu PQ/itiA:, Ornmedia Pustaka Utama.. Jalwta, 199.2,. hal. 8, 
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Ilmu Politi!: mempelajari atau mengkaji "pelitik", dan seperti disebutkan 

di alas ini pelitik itu menyangkul sistem pelitik (negara). pengambilan keputusan 

(decision making), kebijakan umum (public pclicy) atau kebijakan (policy), 

kekuasaan (power) dan kewenangan (autlwrily), dan pembagian (distribution) 

atau alokasi (allocation). Definisi Ilmu Politi!: akan banyak terganmng dari hal 

mana yang menjadi sorotan atau perhatian dari seorang pakar ilrnu politik.128 

Apebila yang menjadl perbatian adalah negam maka definisi llinu 

pelitik sebagaimana dilremukekun oleh Soltau129 adalah: 

"ilmu yang mempelajari negara, tujUI.Ut-tujuan negara dan lembaga­
lembaga yang aktm me/ak.ranakan tujuan itu,· hubungan antara negara 
dan wCU"ga negarati(J'a serta dengan negara lain." 

Masih ada pakar lain yang memberikan deftnisi ihuu politik dengan 

perhatian terbadep kebijakan mnum tersebut diatas yaitu Hoogar'l•lerf. Dengan 

demikian, defmisi yang berarti juga pengertian llrnu Politi!: terganmng dari hal 

mana di bidang politik itu yang menjadi perhatian kita.1
l!J 

F.2. Dmu Hokum 

Jlrnu hokum meneakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan 

dengan hokum. Demikian luasnya masalah yang dieakup oleh ilrnu ini, sehingga 

tu Bintan.Regen Siragib. PcfilikHukum. {Bandung: CV.Utomo,2006) balamm 6. 

t:a Roger F. Soltau, Pengantar lltmt Polilik{lerj. /try Studi Club}. (Jakarta: Ary StmU Chili, 1971) 
balaman 9. 
Kemudian bila lcita mengambil pethatian terha.dap kebija.kan u:mu.m maka seorang pakar, yaitu 
David Easton1

'Z!I memberiknn dt::tinisi ilmu polit:ik sebagai: 

MStudi mengenai torbentuknya kebijakwt umum. Kehidupan politik mencakup bermacam­
mscam kegjatan yang mempengaruhi kebijakan dan pihak :yang berw~nang, yang 
d.ilerlma untuk suatu masyambt. dan yang mempengarohi cam untuk melaksanakan 
kebijabn itu. Kita bcrpartlsipasi da!am kehidupan polltl.K jika aktivitas kila ada 
hubungarmya dengan pewbuatan dan pelaksana:an k£bijakan untuk. suatu masytunlrnt~. 
Lihat Miriam Bodiardjo, qp.cit, halaman. 13 

no Bintau Semgih. Politi .. Hukum, }«;.Cit. 
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sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa 11batas-batasnya 

tidalc bisa ditentukan" (Curzon. 1979: v). Dalam bahasa Inggris ia disebut 

jurisprudence.131 

Hal senada dikemukakan oleh Lili Rasjidi132 dengan menyatakan: 

"Kami berpendapat babwa suatu perumusan tentang bukum yang dapat 
menealcup segala segi dati bukem yang luas itu memang tidak mungkin 
dibnat. Sebab, snatu definisi tentunya memedakan berbagai persyaratan 
seperti jumlah kala-kala yang digenakan yang sedapet mungkin tidak 
terlalu banyak, mudab dipabam~ pokoknya pendek, singkat dan jeias. 
llukum yang banyak seginya tidalc mungkin dapat dituangl<an hanya ke 
dalam beberapa kalimat saja. Oleb karena itu, jika ada yang mencoba 
merumuskan hukum, sudab dapet dipastikan deflnisi tersebut tidak 
sempatt111. Namun bagi 01ereka yang beru mempalajari huknm, suatu 
pengertian tentang hukum sebagai pangka! awal sangat diperiukan. 
Pengertian serupa itu banya dapat diberikan me!alui suatu parumusan. 
Karenanya suatu defada~ menurut hemat ~ sangat diperiukan bagi 
golongan itu agar mereka tidak lrebingungan dengan apa yang dinamakan 
bukum, justru pada pennulaan mereka mempelajari hukum11

• 

F.3. Pengertian Politi!< Bul<om 

Salah satu hal yang menarik terkait dengan dibuatnya sebuah perundang~ 

undangan tidak !epas dati konfigun;si politik yang berimplikasi pada politik 

1~1 Sal,jipto Rahatdjo, Rmu Jlukum, Cet 6 (Bandu:ng: Alwnni,2006) hal. 3. 
Satjipto Rahardjo menyusun suatu daftar masa.tah yang bisa dimBSukkan ke dalam tujuBn untuk 
mempcfajari hukum, yaitu: 

l. Mempelajwi asas--asas hukum yang pokok. 
2. Mempelajari sistern formal hukum. 
3. Mempclajnri konsepsi-konsepsi hukmn dan arti !Wgsionalny.a daiam masyarakat. 
4, Mempclajarl kepentin@fl&'"kepeotingan sosial apa, saja yang dl!indungi oleb bukum. 
S. fngin mengetahui tentang apa sesungguhnyu hukum itu, dati mana dla datang/muncu!, 

a.pa yang dilakuka.noya dan denpn cara-C<1!111~a. apa ia meiekukan hat itu. 
6. Mempelajari fentwg apabh keadilan itu dan bagaimana ia dhwjudlmn melalui hukum, 
1, Mempelajarl..rentnng perkembangan hukum; apakah hukum itu sejak dobulu same 

denpn yang kita kenai sekamng inl? Bagaimanak:ah sesungguhnya hukum itu berubah 
dati masa ke masa? 

&. Mempelajari pemik:lnul-pemikinln ornng mengenai hukum sepanjang masa. 
9. MempelQjari bapimana sesungguhnya kedodukan huk\nn itu da!am masy&aknt. 

Bagaimana hubungan atau perbitan anW.fa hukum dengan sub-sub sistem lain dalam 
masyarnkat. sepcrti polltik. ekonomi dan sebagain:ya. 

10. Apabila lima hulrum itu memang bisa disebut sebagai ilmu. bagaimanakah sifal.~ifat 
atan b.rakteristik keilmuannya itu7 

•n Lili Rasjidi. Fi/sqfal Hulr:um. Apakoh Hulrum itu. Rwnadja Karya,. Bandung, 1984, hai. 3, 
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hulrum dari lahirnya pernturan.t'' Sedangkan pemahaman alau definisi dari pelitik 

hulrum secara sederhana dapal diartikan sebagai arab kebijakan hulrum yang akan 

atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah134
• 

Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Mahfud MD dan menarik 

untuk dijawab adalah apakah polilik hulrum itu dapat diartikan sebagai inlerp/cy 

alau tolak larik antrua pelilik dan bulrum?1
" Perlanyaan seperti itu menjedi 

menarik, karena ia menyamakan begitu saja "pelitik hulrum" dangan studi alau 

a. KOl!.figw-asi polilik demoltraliJ adalah lronfigwusi }'Bllg mem-buka pe!uang basi 
berpe.rann}'tl po\ensi rakyat scan maksi-mal untuk turut aktif menentllkan kebijakan 
negara. Di daiam konfigurasi yang; demikia:n, pemerintah lebih merupakan hkQmite"' yang 
harus mela.ksanakan kebendak~kebendak: r;U::yatoya yang dirumuskan secara demok:ratis, 
sementara badan perwaldlan mk:yat dan parpol ber:fungsi secara propor-sional dan lebih 
menentukan dalam pembuatan kebijakan negara., dan dunia pers dapat melnksanakan 
:fungsinya dcnga.n bebns tanpa ancaman pembrcidehm. 

b. Korifigurasi pclitik otoriter adalah konfigurasi yang menempal.kan pemerintah pada 
posisi yang ssngat domirnm deagan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan 
pelak:sanaan b!:bljakan negam sehingga polensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregusi 
dan terarlikul.asi secare proporsl.ooal. Bab~bm. dengan pemn pemerintah yang sangat 
dominan.. baden perwak:il.an rakyat dan parpol tidak berfimgsi dengan baik dan lebih 
mempakan alat jusU:fikasi (l"tlbber .stamps) alas kehendak pemetintiih. sedanglw\ pers 
tidak. memiJiki kebebasan dan seaantias.a berada di bawab konbcl pemerlntah dan 
bayang·bayang pembreide.lsn. 

a. ProtM:: Hul:um rupcmif/Cimtom adalah produk hukum yang karnktemya menoerminkan 
pemenuhan am tuntutalHU.ntut¥an indivi.du maupu!l betbagai keiompok sosial di dalrun 
masyarahU. sehingga 1ebib mnmpu mencenninkan rasa kcadilan di daiam masyarak.aL 
Proses pembuatao hukum yana responsi! ini mengundang secara terouka partislpasl dan 
sspirasi masy!!Jakat. Lembaga peradilan dan bukum dibeti fungsi sebagai a!nt pelaksana 
bagt kehendak masyarakat;, sedangkao ru-musannya biasanya cukup rinci seh1ngga tidak 
terbuka Wltuk dapat dfi.ntetpretasikan bendasarkan kehendak dJm visi pemerintah sendiri 
secara spesifik. 

b. Produk hukwn ko11.W'Vatiflartodoks ada1ah produk hukunt yang; kuruktemya 
menoeuninkan visi polilik pernegang kekuasaan dominan sehingga pembuatan.nyn tidak 
mcngundang partisipasi dan asplrasi masyarakat secara SU11gguh-sungguh. Jika prosedur 
~partisipasi" ada. hal itu biasanyu lebih lx::rsifat fonnalitas. Di dalam ptoduk yang 
demikian. biasanyu hukum diberi fwgsi det~pn sifat positivis instrumentalistis atau 
menjadi a1at bagi pelaksanaan ideofogi dan program pemerintab. Rumusan materi 
hukumnya hlasanya bctsifat pokok-pokok saja sehingga ia dapat dllntetpretasikan oleh 
pe:merintah menurut visl dan kehendaknya sendiri dengan bcrbagai peta.tutan 
pe]eksarumn. 

l)<l M. Mahfud MD. Poli!Jk Htiku.m dJ 1~. eeL ll (Jekarta: LP3ES, 20011 hal, 9. dapat 
juga dilihat di hlfpiflwww.l'4!'1litas.org/'lq=1lodol75 

m Untuk diti!sah Iebih dalam, ringkasan discrtasi dan buku 1ernebut Mahfild MD~ sebagalmana 
dimw4 di dnlwn majalah Prlsma No. 7 TahWl 1997. dimuat kembali di dalam buku M.Mahfud 
MD. Membangun Politik Hukum Menegakhm l(r;JUtitusi,Loc:.cit. 
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"ilmu politik hulrum." Ml:nurut Mabfud, MD, politik hukum adalah legal policy 

atau arab hulrum yang akan diberlukukaa oleh negarn untuk mencapai lujuan 

negara yang bentukuya dapat herupa pembuatan hulrum baru dan penggantian 

hulrum lama. Dalam arti yang seperu ini politik hu1rum harus herpijak padn tujuan 

negara dan sistem hulrum yang herluku di negana yang hersangkutan. Secara 

otentik dokumen tujuan dari negarn dan sistem itu terkandung di dalam 

Pemhekaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirlom kaidah-kaidah 

penuntun bulrum.136 

Sementara itu, ibnu atau studi poHtik bu1rum bakan banya menyangkut 

policy atau arab resmi tentang hulrum yang akan diberlukukaa melainkan 

menyangkut juga berbagal hal yang terl<ait dengan arab resmi itu, misalnya poHtik 

apa yang melatarbelakangi, budnya hulrum apa yang melingkup~ dan problema 

penegakan macam apa yang dihadapi. Berhedn dari politik hukum, ilmu politik 

hulrum itu mernbedah semua unsur dalam sistt::m hukum yang unsur-unsur 

utamanya oieb Friednlan131 dikelompokka.n menjadl tiga unsur besar~ yaitu materi 

bulrum, sttuktar bekum, dan budnya hukum. Pemikiran yang separti ini sejalan 

juga dengan teeri yang digambarkan di atas tentang Pohoe Ilmiah Hulrum di mana 

ibnu hulrum fidnk hanya dipandang sahagai nonna-norma atau hulrum posilif. 

Dalam bat ini, ilmu politik hulrum bakan banya mencakup politik hukum dalam 

1
:u; Lihat dalam Buku MMahfud MD, Membongun Politik Hukum Menegakkan Konstltusi,Op.cit 
16-17 pada bagian ,.Kon.struksi Politik Hukwn Nasiooal", khususoya butir hKeralJgka Pikir Polttik 
Hukwn Nasiorut.IQ. 

m Lawrence M. Friedman. A History of Ameri~an Law. Simon and Schuster, New YOtk, l973; 
juga dalarn Lawrence M. Friedman. A.merictm Lw; Gl'i [~ion. W.W. Norton and Company, 
New Y ode. 1984. baJaman 5 dan 6. ooba dillltat dalam M.Mahfud MD. Loc.cit ha.1aman S. 

Bisa juga dilibat Suku dari r .ai"''l'etlCC M. Friedman, The Legal System: A Social Science 
Persputive (New YOlk: Russel Sage i'oundatioo, 1975). yang telah ditetjemabkan kedalam 
bahasa Indonesia Lawrence M. Friedmarl,. Sislem Hukum: PerspeJ:tif Jlmu Sosid, Diterjemahkan 
oleh M. Kho2im {Bandung; NUSI:l Media. 2009) hat ()..22, 
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arti sebagai arab resmi negara untuk memberlakukan atau tidal< memberlakukan 

hukum guna mencapai tujuan negara, melainkan ia juga mencakup 1atar belakang 

dan lingkungan yang mempengarubi serta berbagai pernoalan yang dibadapi 

dalam upaya menegakkannya. 

G. Teori Hukum Tala Negant Darnntt 

Menurut Bagir Manan, wewenang presiden menetapkan perpu adalah 

wewenang luar biasa di bidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut 

membentuk undang-undang, peraturan pemerintab, dan peraturan presiden adalah 

kewenangan biasa. "' Syarat pnknk yang ha:rus dipenubi oleh seorang presiden 

ketika akan mengelurakan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Uedang 

(Perpu) teJsebut adalah adanyn unsur "kegentingan ynng memakan." Tidal< ada 

penjelasan resmi yang berkaitan dengan ururur "dalam bal ihwal kegentingan yang 

memaksa" tersebut. 

Di dalam penjelasan pasal 22 UUD 1945 sebelum perubahan dijelaskan 

sebagai berikut: 

"Pasal ini mengenai noodverorde11ingsrechl39 Presiden aturan sebagai ini 
memang perlu diadakan agar supeyn kesebnnatan negara dapal dijamin 
olah pemerintab dalant keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah 
untuk bartindak lew dan cepat. Meskipun demikian, pemerintab lidak 
akan tedepas dan pengawaaan Dewan Perwakilan Rakyat, Oleh karena itu, 
pemturan pemerintab dalam pasal ini, yang kekuatannya sama den.§"" 
undang-undang harus disahkan pula olah Dewan Perwakilan Rakyat."1 

u9 S. Wojowasito dalam Ko.mw Ulnum Belanda Indonesia, menerjemahkanNooJ keadaan d.a.rurat 
kcudaan sulit; keadaan bahaya. Sementara Verordening diartikannya ~peraturan (pemeritah)'" dan 
rechl h\lkwn. S. Wojowa.sitn, Ka17W3 Umvm lkfwtda lmkmesia (Iskarts: Icbtiar Barn Van Hoeve, 
2001 h him. 427,531, dan 733. 

l40 PeojelasanPasal22 UUD 194S sebelumperubaban 
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Menurot Bagir Marum. pe,nafsiran maupun pertimbangan-pertimbangan 

subjektif dari presiden da1am rnenerjemahkan "kegentingan yang memaksa" 

ternebut akan babaya jika tidak diberikan batasan-batasan ruang lingkup atau 

!criteria objektif tentang hal tersebut. Bagir Manau sepalmt jika pengertian 

mengenai 11kegentingan yang memaksa" sebagai suatu keadaan kedaruratan dan 

tidak hauya terbatas pada ancamau bahaya atas keamanan, keutuhan negarn, atau 

ketertiban wnum. Selain itu, dapat juga dimasukkan tetiadinya krisis-krisis 

ekooom~ benoana alam, atau keadaau lain yang memerlukan pengaturnn setingkat 

undang-undang. Dapat juga dimasakkan teljadinya kakosongan undang-uadang 

yang mendesak untuk diadakan, atau penangguh-anpenerapan suatu undang-

uadang yang dikhawatirkan akan menirnbuikau keguneaugan atas ketertiban 

umwn1 atau meJukai rasa keaditan.141 

Bagir Manan mengatakan, unsur ''kegentingan yang memaksa" hams 

menunjukkan dua ciri umu~ yaitu: ada krisis (crisis) dan/atau kemendesakan 

(emergency). Suatu keadaan krisis apabila terdapat suatu geuggean yang 

menirnbulkau kegentingau dan ben;!fat mendadak (a grave and sudden 

disturbance). Kemendesakan (emergency), apabila teijadi berbagai keadaan yang 

tidak diperhitungkan dan menuntut suatu tindakan atau pengaturnn segera tanpa 

menunggu permusyawaratan terlebih dahu1u.142 

Meskipuu begitu tetap pertimbangan subjektif presiden adalah penentu 

dari keluamya Perpu tersebut. Pertimbangan subjektif seperti ini dikhawatirl<au 

t
41 Bagir manan, loc cit 
L~z. !Old, 156-157. 
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oleh berbagai pihak akan disalahgunakan oleh presiden. Menurut Jimly 

Asshiddiqie7 agar kemungkinan kesewenang-wenangan presiden tersebut tidak 

tetjadi, maka seharusnya Perpu juga bisa diuji oleb Mahkamah Konstitusi. Alasan 

Jimly, seeara materiil Perpu tersebut adalah undang-undang meskipun "bajunya" 

adalah peraturan pemerintah1 " 

Terhadap hal ter.rebut peneliri kurang sepakat. Ketentuan UUD 1945 jelas 

membedakan an!am Perpu dan undang-undang. Undang-undang sebagai prnduk 

hukum yang dikeluarkan dalam keadaan biasa, sementara Perpu dikeluarkan 

dalarn keadaan yang tidak biasa. Dalam keodaan yang tidak biasa, sesuai dengan 

penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum peruhahan, maka jelas sekaii preduk 

bukum ter.rebut diadakan untuk mengatasi sebuah persoalan dengan cepat Agar 

kekhawatinm te!jadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh 

presiden dengan mengeJuarkan Perpu yang menyengsaralam rakyat bisa 

tenninimalisasi maka hams dibuat suatu undang-WJdang yang menjelask.en 

maksud dari "dalam hal ihwa( kegentingan yang memaksa" itu apa. Serta kondisi-

kondisi seperti apa Perpu 1or>ebut bisa dikeluarkan. 

Dalam Undang-Undang Dasar Republik indonesia Serikat (UUD--RIS) 

Tahun 1949,'44 istilah yang dipakai adalah keodaan yang mendesak dan undang--

undang darurnt. Pasal 139 Ayat (l) menyatakan, "Pemerintah berbak atas kuasa 

dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatnr 

bal-llal penyelenggaraan pemerintahan federal yang karena keadaan-keadaan yang 

mendesak: perlu diatur dengan seg.era." Ketentuan yang sama ini diadopsikau pula 

dalam UUDS 1950, yaitu pada Pasa! 96 Ayat (!) yang berbunyi, "Pemerintah 

10 Jlmly Asshiddiqie, Perihol Undong~Tfndang .... , op. cit., hal . SJ. 
144 Republik Indonesia. Urrdang-Undong Dasar Republ;k Indonesia Serikat 1949, 
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berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat 

untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-

keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera." 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 

(UUD 1945), ketentuan mengenai ini diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 12 dan 

Pasal 22.145 

1. Pasal 12 menyatakan, "Presiden menyatakan keadaan babaya. Syarat-

syarat dan akibatnya keadaan babaya ditetapkan dengan undang-

undang." 

2. Pasal 22 Ayat (I) menyatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti undang-undang." 

Dari kedua ketentuan di atas, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan 

menurut UUD 1945; yaitu: 146 

1. keadaan babaya, dan 

2. hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

Istilah (legal tenns) yang dipakai dalam kedua pasaJ tersebut jelas 

berbeda. Istilah yang pertama menggunakan istilah "keadaan bahaya" yang tidak 

lain sama dengan pengertian keadaan darurat (state of emergency), scdangkan 

yang kedua memakai istilab "hal ihwa/ lregentingan yang memaksa". Apakab kata 

"hal ihwal itu sama dengan pengertian "keadaan'? Keduanya tentu tidak sama. 

Keadaan adalab struktumya, sedangkan hal ihwal adalab isinya. Namun, dalam 

145 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Repuhlik Indonesia Tahun /945, Pasol 12 dan 
Pasol22. 

. 
146 

Jim1y Asshiddiqie, Hukum Tat a Negara Danuat, (konPres: Jakarta, 2007) ha1.206 
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praktik. keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama. Oleh karena itu, 

keadaan bahaya kedang-kadang dianggap sama dengan hal ihwal yang 

memhahayakan, atau sehalikaya, hal ihwal yang membahayakan sama dengan 

keadaan hahaya.147 

Hanya saja, apakah hal ihwal kegantingan yang memaksa itu selalu 

membahayakan? Segala sesuatn yang "membahayakann tentu sefaJu memiliki sifat 

yang menimbalkan "kege1111>1gan yang memalcsa", tetapi segala hal ihwal 

kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan. Jika demikian, herarti 

lrondisi kegentingan yang memaksa itu lebih luas dari-pada keadaaa hahaya. Oleh 

karena itu, kedua istilah "keadaan bahaya" den "hal ihwol kegenlingan yang 

memaksa" tersebut dapat dihedakan satu dengan yang lain. Dengan adenya 

pembedaaa itu, wajar apabila penetapan suatu pereturan pemerinlah sebagai 

pengganti tmdang-undang hecd...,.kan ketentuan Pasal 22 Ayat (I) UUD 1945 

tidak barns didahului oleh sua.tu deklarasi keadaan darurat. Sementara itu, 

pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 mempersyaratkan dilakukannya 

deklarasi alan proklarna•i resmi dalam rangka pemherlalroan keadaaa bahaya 

itu.l48 

Beherapa hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan perhedaan di 

antara kedua ketentuan tersebut adalah sebagei berikut. Pertama, Pasal 12 

mengatur mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara (head of state), 

sedangkan Pasal22 herada dalam ranah (domain) penga-turan, yaitu berisi norma 

penge..-ualian alas furJgsi kekuasaan legislatif. Kowenangan Uflluk menyatakan 

kondisi negara da1am keadaan bahaya a1au melakukan "declaration of a state of 

Hl Ibid, 205 
1411 1/Jkl 
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emergency" berada di tangan Presiden selaku kepala negara, meskipun pengaturan 

mengenai keadaan bahaya, termasuk syarat pemberlakuan, pengawasan terhadap 

pelaksanaannya, dan tata cara mengakhirinya, harus terlebih dulu diatur dengan 

undang-undang atau setidaknya diatur dalam undang-undang (bij de wet geregeld 

of in de wet geregeld), tidak boleh dengan peratumn yang lebih rendah daripada 

undang-undang. Sementara itu, materi yang diatur dalam Pasal 22 berada dalam 

ranah fungsi kekuasaan Jegislatit;, yaitu mengenai kewenangan Presiden untuk 

menetapkan peratumn pemerintah sebagaipengganti nndang-nndang (perpu), 

apabila terpenuhi syarat-syarat untuk itu, yaitu adanya hal ihwal atau keadaan 

kegentingan yang memaksa.149 

K£dua, seperti telah diuraikan di atas, keadaan dan hal ihwal kegentingan 

yang memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 tidak identik atau tidak sama 

dengan keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12. Keadaan bahaya yang 

dimaksud dalam Pasal 12 boleh jadi termasuk kategori keadaan atau hal ihwal 

kegentingan yang memaksa seperti yang dimaksud oleh Pasal 22. Akan tetapi, 

alasan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 tentu tidak seJalu merupakan 

keadaan bahaya seperti yang dimaksud Pasal 12. Artinya, keadaan atau hal ihwal 

kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 itu Jebih 1uas cakupan maknanya 

daripada keadaan bahaya menurut Pasal 12. Dalam setiap keadaan bahaya, 

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang­

undang.Jso 

Sebaliknya, tidak setiap kali Presiden menetapkan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang berarti negara berada dalam keadaan bahaya. Keadaan 

149 Jbid201 

uo Ibid 
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bllhaya dapat dianggap sama dengan hlll ihwal yang membahayakan, atru 

sebalilazya, hal ihwal yang membahayakan juga merupakan keadaan yang 

membahayakan. Akan tetapi, hlll ihwal kegentingan yang memakan itu tidak 

selalu membahayakan. Segala sesuatu yang "membahayakan" tentu selalu bersifat 

11kegentingan yang memaksa'\ tetapi segala hal ihwal kegentingan yang mernaksa 

tidak selalu membahayakan. Oleh karena itu, dalam keadaan behaya menurut 

Paaal 12, Presiden dapat menetapkan Petpu kapan s:ija diperlakan. Akan tetap~ 

panetapan Perpu oleh Presiden tidak selalu barus berarti ada keadaan bahaya lebih 

dulu. Artinya. dalam kondisi negara dalam keadaan normal pun, apabila memang 

memenuhi syarat;. Presiden dapat saja menetapkan suatu Perpu. 

Ketiga, katentuan mengenai "keadaan behaya" yang ditentukan dalam 

Pasal 12 jelas lebih menekaakan sifilt bahaya yang menganeam (dangerous 

threat), sedangkaa '1<egantingan yang memakan" dalam Paaal 22 lebih 

menekaakan aspek kebutuban hukum yang bersifi>t mendesak atau kemendesakan 

yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Di satu pihak ada unsur 

"reasolUible necessity", tetapi di pihak lain ter-hadap kendala "limited time." 

Dengan deroildan, terdapat tiga unsur penting yang secara bersama-sarna 

rnembentuk pengartian ksedaan behaya yang menimbulkan kegentingan yaeg 

m~ yaitu:151 

I. unsur ancaman yang membehayakan (dangerous t/~real}; 

2. unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable neassily); dan 

3. un.sur keterbatasan waktu (limited lime) yang tersedia. 

mlbid 
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Jika ketiga unsur tersebut ada, keadaan negara dapat dikatakan berada 

dalam kondisi berbahaya atau darurat (emergency, d'siege). Ketiga u.nsur tersebut 

di atas sama-sama merupakan persyaratan logis untuk diberlaknkannya keadaan 

darurat dengan ruelakukan tindakan-tindakan yang berada di luar norma hukutu 

yang berlaku dalam keadaan normal (ordinary law). Narnun, agar semua tindakan 

tetap berada dalarn koridor bukutu, di masa keadaan tidak normal itu diperlakan 

juga komngka bukutu yang tersendiri dengan membentuk peraturan yang berbeda. 

ftu sebeb-nya Pasal 12 UUD 1945 mengbaruskan dibentuknya undang-undang 

tersendiri yang mengatur keadaan bebaya atau danarat ilu, dan Pasal 22 Ayat (I) 

meneatukan bebwa dalam keadaan yang semacam itu, diper-bolebkan membentuk 

pemturan kbusus yang disebut Pemturan Pemerintuk Penggllilli Undang-undang 

(Peqm). 

Namun demikian, Pasal 22 hanya menekankan aspek-aspek kegentingan 

yang memak:sa,. yaitu wtsur 'reasonable necessitY dan 'limited time', dan tidak 

menekankan si.fut bebayanya ancaman (dangerous threat), Dalam keadaan 

darnra~ dasar logis untuk membuat pengaturan yang bersifat kbusus ilu adalab 

harus adanya unsur babaya (dangerous threat) yang dimaksud dalam Pasal 12 

disertai oleh kebutuhan (reasonable necessity) dan kegentingan waktu (limited 

lime} yang dimaksud oleh Pasal 22. Akan tetapi, untuk membuat peratwan yang 

bersifat kbu.sus yang dinamakan Perpu itu tidak selalu harus mempersyaratkan · 

adanya ancaman babaya atau bebwa negara dinyatukan dulu berada dalam 

keadaan behayn seperti yang dimaksnd oleb Pasal Keempat, Pasal 12 

mempersyaratkan ditantukannya syarat-syarat objektif untuk pemberlaknan, 

pengawasan, dan peegakbiran suatu keadaan bebaya itu, sedanp Pasal 22 tidak 
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menentukan adanya syarat-, syarat objektif semacam itu. kecuali menyerahkan 

pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden untuk menilai sendiri apakah kondisi . 

negara berada da1am keadaan genting dan memaksa atau terdapat hal ihwal 

kegentingan yang bersifat memaksa untuk. ditetapkannya suatu peraturan 

pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). Dengan perkataan lain, 

Pasal 12 UUD 1945 mengatur mengenai penilaian yang bersifat objektif dari 

Presiden apakah suatu situasi dan kondisi negara telah berada dalam keadaan 

bahaya atau tidak berdasarl<an ukunm-ukunm objektif yaog telah diteotukan 

dalam uodaog-uodaog. 

Sementara itu, Pasa.l 22 memberikan kewenangan ke'pada Presiden untuk. 

secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negam 

yaog meoyebabkao suatu uodaog-uodaog tidak dapat dibentuk segera, sedangkao 

kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat 

mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada 

Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

(perpu). Jika kelak, perpu itu Ielah dinilai oleh DPR sebagaimaoa mestinya, 

akbimya diterima oleh DPR, barulah dapat dikatakao bahwa keadaao atau hal 

ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat pemberlakuan Perpu yang 

bersangkutan menjadi kea.daan atau hal ihwal yang memang bersifat kegentingan 

yang memaksa berdasarkan penilaian yang objektif atas keadaan atau hal ihwal 

dimaksud yang dilakukan bersama-sama oleh DPR bersarna-sama dengan 

pemerintah. 

Keadaan darurat berkaitan dengan keadaan objektif di luar subjek-tivitas 

pejabat yang menilai, sedw:gkan kegentingan yang memaksa memuat hal-hal 
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yang berkaitan dengan penilaian dari sudut penilaian subjektif pejabat yang 

menilai. Misalnya apabila dikatakan bahwa negara berada dalam keadaan perang, 

maka yang dimakaud adalah fukta.fukta yang secara nyata mernang menunjukkan 

babwa negara sedang diserang oleh pasukan musuh. Kenyataan-kenyataan dari 

sudut objeknya inilab yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Semen tara itu. yang 

diatur datana Pasal 22 UUD 1945 adalab sifut-sifut kegantingan mendesak yang 

memaksa p<;jabat un!uk bertindak segera guna mengatur hal-bal yang diperlukan 

dalam mengatasi keadaan ohjektif yang leljadi yang mengala"batken · timbulnya 

kegentingan yang memaksa itu. 01eh kerena itu, tepatlab jike diketaken babwa 

Pasal 12 UUD 1945 mengatur mengenai keadaan yang berSifut objektif, 

sedangken Pasa1 22 UUD 1945 mengatur mengenai tindakan pengatura.n yang 

haros dilakukan o!eh Prosiden alas dasar penilaian subjektinya mengenai keadaan 

negara. 

Pernbedaan antara norma objektif versus subjektif tersebul tentu tidak 

dapat ditafsirkan seolab-olah kedaa Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 itu sama 

sekali tidak mempunyai hubunpn satu sama lain. Keduanya tentu berhubungan 

dan tidak dapat dipabami secara terpisab. Keadaan babaya yang dimakeud oleh 

Pasa112 UUD 1945 pasti menimbulkan kegentingan yang memaksa seperti yang 

dimakaud da1am Pasal 22 UUD 1945. Sebalik-nya, kegentingan memaksa yang 

dimakeud dalam Pasal 22 UUD 1945 pasti disebabkan oleh keadaan-keadaan 

objektif yang menyebabkan timbulnya kegentingan yang memakea itu. Kcadnan 

objektif dimakeud, sa1ab sotunya dan babkan yang paling utama, adalab keadaan 

babaya seperti yang dimakaud dalam Pasall2 UUD 1945 itu. 
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Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 Ayat (!) UUD 1945 itu pada pokoknya 

le!kait juga dengan ketentuan Pasal I 0 dan Pasal II UUD 1945. Pasal II 

menentuknn, ''Presiden memegang keknasaan yang rertinggi alas Ang-katan 

Darat. Angkatan Laut, dan Angl<atan Udara." Sementaxa itu, Pasall I UUD 1945 

khususnya Ayat (1) berbunyi, "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan petjanjian dengan negara lain,., Dalam hal 

le!jadi perang yang menimbulkan keadaan babaya sebagaimana dimakand oleh 

Pasa1 12, keknasaan tertinggi alas kerlga angkatan tentara nasi.nnal Indonesia, 

yaitu Angl<atan Darat, Angl<atan Laot, dan Angl<atan Udara bemda di tangan 

Presiden Republik: Indonesia yang memiliki "inherent power" untuk melakukan 

tindakan-tindakan penyelamatan bangaa dan negara dengan menggunakan 

kekuat!n ber-senja!a. Dalam keadaan perang yang deroikian itu, dangan duknngan 

angl<atan bemenjatu, Presidan dapal melakuknn apa saja untuk maksud melaloakan 

tindakan penyelamatan dan untuk melindungi segenap bangaa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia sesuai tujuan bemegara sebagaimana terkandung 

dalam rumusan Alinea Keempat Pembukeau UUD 1945. 

Dari ketentuan Pasa!JO, Pasalll Ayat (1), Pasall2, dan Pasal22 Ayat (I) 

UUD 1945, dapai dikelllhui bahwa dalam keadaan yang lidak nonnal, Presiden 

berwenang untuk: 

1. menyatakan perang dengan persetujuan DPR; 

2. membuat perdamaian dengan negara Jain dengan persetujuan DPR; 

3. menyatakan negara dalam keadaan bahaya; 

4. menyalakan mengakhiri stall.ls negara dalam keadaan bahnya; 

5. menetapkan Pentturan Pemetinlllh sebagai Pengganti Undang-Undang; 
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6. menggunakan kewenangannya sebagai Panglima Tertinggi atas Angkatan 

Dara~ Angkatan Lau~ dan Angkatan Udara. 

Dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa itu, hukum yang berlaku 

disebut hukum tata negara darurat. "emergency /awH, Hmartial law", atau 

1'staatsnoodrecht". Dalam keadaan demikian berlaku doktm r'onrecht word reclrt 

yang semula bukan hukum menjadi hukum, yang semula tidak soh menjadi soh. 

Hukum yang dianggap berlaku dalaru keadaan yang . tidak normal adalah hukum 

yang juga tidak normal,. "abnorma/e recht voor abnorma/e tijd". Baik bentuk 

rnaupun isi nonna hukum dimaksud dapet bersifut khusus. Oleb karana itu, 

hentak-hentuk peraturan yang diterapkan di masa keadaan darurat ini dapet 

berupe undang-undang ~ petaturan pemerintah pengganti undang-undang 

atau Perpu. emergency legislation atau emergency law (Inggris, Amerika Serikat) 

atau yang disebut dengan istilah lain. Baik UUD R!S Tahun 1949 maupun UUDS 

Tahun 1950 sama-sama menggunakan istilab undang-undang darurat. Sementara 

itu, UUD 1945 menggunakan istilah peraturan pemerin!ah pengganti undang· 

undang. 

· Sehenamya, Pasal 22 Ayat (I) UUD 1945 tidak menggunakan perkataan 

Perpu ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebaga[ nama 

tertentu dari sllli!U bentuk atau jenis peraturan. Perkataan yang dipakai dalam 

Pasal 22 Ayat (I) itu tidak rnenggunakan huruf hesar (kapital) sehingga tidak 

dapat ditafsirkan menunjuk kepada pengertian suatu nama tertentu. Pasal 22 Ayat 

(I) itu berbunyi, "Dalarn hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden herbak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Dalam 

perkataan 11peraturan pemerintah 'sebagai' pengganti undang-unda:ng" itu ada kata 
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'sebagai' sehingga yang dimaksud di sini adalah peraturan yang berbentuk 

peraturan pemerlnblh. Akan tetapi~ peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan 

sebagai pengganti undaug-undaug yang tidak dapat dibentuk sesuai dengan 

prosedur konstitusional yang berlakn berhubung adauya hal ihwal kegentingan 

yang memaksa.152 

Namun demildan. baik dalam praktik maupun dalam berbagai pernturnn 

perundaug-undaugan berdasal:kan UUD 1945, istilah peratumn pemerinlah 

dimaksud sudah lazim disebut sebagai nama peraturan pengganti itu. yaitu 

peraturan pemerinlah pengganti undaug-undaug yaog biasa disingkat Perppu atau 

Perpu. Demildan pula dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Pemndaug-undangan. istilah pemturan pemerintah pengganti undaug-

undaug atau perpu resmi diganaksu. Dengan demildan, pengaturan yaog lebih 

rlnci mengenai bentuk dan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang~ 

undang sebagaimana dhuaksud dalam Pasal 22 Ayat (!) UUD 1945 dapat kill! 

temu-kan dalam UU No. I 0 Tahun 2004 tersebut. Dengan borlakunya undaug-

undang ini, pengaturnn sebelumnya, yaitu Ketetapan MPR No. lli!MPR/2000 

menjadi tidak berlakn lagi. 

Dar! segi isinya, nonna yang berlakn dalam keadaan darurat itu juga 

bersifut khusus. Seperti dikemukakan di atas, dalam keadaan darurntberlakn 

doktrin 11abnormal rechl voor abnormal tijd" di mana nOTIIla yang semula tidak 

sah dapat dianggap sah atau "o11J'echt word recht , termasak apabila diperlakan 

ln Dellnisi kead.Jan memaksa itu. menurot Maria Farida lndrati. adalah babwa pada saat itu 
diperiukan suatu pmrtumn seting.kat dengan undang..undang yang bisa memberi kewajiban dan 
snnksi, tetapi keadaannya memaksa penyusunan perntunm itu tidak bisa. dilakukan denpn 
prosedur yang biasa. Misalnya., ujar Maria, jika pcmerintab hendok membentuk peratumn: bam 
yang bertujuan mcngganti suatu undang~undang ~-:!'lg !nma.tentunya akan diper1ukan jangka wuktu 
tertentu. "Namun kallll.l ada kepentingan yang meirut:ksa termasuk karena keterbatasan WBktu. 
pcmerinmh bisa mengehtarkan P~." dalam Perpu Pemmdarm PPJD Memenuhi SytzraJ 
Kegemingan Memak.vd? httg;ttwww, hukumonline.com/detai l.asp?id= 12032&<:!-Berita 

Universitas Indonesia 69 

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH UI, 2009



melanggar, mengurangi. ataupun menunda berlakunya jarninan~jaminan hak~hak 

asasi manusia tertentu. Kriterianya tergantung kepada: (i) adanya '1/egal nect!4sity 

yang logis atau "reasoable necessil;y" yang melatubelakanginya; (ii) tmsur bahaya 

yang mengancam atau "dangerous threat" di belakangaya; dan (iii) terbalasnya 

waktu dan kesempatan yang tersedia untuk mengatasinya. '"' Apabila ketiga ll!klor 

ini terpenuhi, maka Pr~iden berl!ak menyatakan atau memberlllkukan keadaan 

darurat atau keadaan bahaya seperti yang dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. 

Khusus mengeoai faktor yang kedua, yaitu adanya babaya yang 

mengancam (dangerous threat), dnpat dikatakan babwa aru:aman ilu dnpat dntang 

dnri dndnm atau dnri luar, karena ulah manusia atau karena ll!klur alam, dan 

sebagainya. Berat-ringannya dan luas-sempitaya wilayah ancaman yang 

diakihatkan oleh adanya bahaya itu menentukan tingkatan kandaan bahaya dan 

jangkauan wilayah yang perlu diberlukukan. Semua ini perlu diatur dengan jelas 

dalam undang-undang seperti yang diamanat-kan oleh Pasal 12 liUD 1945 dan 

paraturan lain untuk pelaksanaannya 

153 
Dasar pemikirannya adalah, pertama adanya situasi dan kondisi yang dipandang sebagai 

permasalahan dalam penyelenggarnan pemerintahan/kenegaraan. Kedua. pennasalalum tersebut 
mende.sak? ada kegentingan memaksa (emergency) untuk segara diselesaikan semenlam, Kedga. 
\tlltllk. itu diruntut kesigapan presiden untuk bergerak cepat mengata.Si keadaan, yrutg bila 
pembentukannya melalui meluutisme dun prosedur normal (daJam bentuk undang-undang) tedalu 
panjang birolaasinya dan memakan waktu scrtn biaya yang tak: sedikit,. sehingga mcnjadikan 
- keneg'"""" yang krusial itu senmkin pdlk dan komploks., 
Ytrma!', Arlfin, Ko~l Perpu Seleksi Uiang Hakim Agung 
http:l/wwW .refonnasihulq,nn.wxJkgntsn.pbp?nama""Konstitusi&op-=dctail koostitusj&id:: I Q 
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BABID 
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERPU 

"Hukum yang balk adalah hukum yang melindungi berbagai kepentingan. umum 
Sedangkan tanda dari suatu masyarakat yang bebas ialah semua orang 
dinnmgkinkan untuk mengikuJi /reamderungan mereka seruiiri sepanjang mereka 
lidak melnnggar hukum. "Montesquieu'54 

A. Politik Hnlmm 

Dalam konreks negam demolaas~ segala ide/gagasan tentang hulrum yang 

berimplikasi kepada masyamkat be:rl!ak diusulkan oleh siapapllll jua. Demolaasi 

bukan hanya cara, alat atau proses, tetapi ada1ah ni1ai-nilai atau nonna-nonna 

yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita 

bennasyamkat, berl>angsa, dan bemegam. Demolaasi mencakup kriteria di dalam 

merumuskan earn atau proses untuk mencapai tujuan,. pun juga tujuan itu sendiri 

haruslah mengandung nilai-niJai atau nonna-norma demokrasi. L$5 

Di dalam bulrunya, llmu HukuJn, sosiolog hulrum Sa;jipto Rahardjo 

mendefmisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cam yang hendak 

dipakai untuk men~i suatu tujuan sosial hukum, menurntnya,. muncul beberapa 

pertanyaan mendasar tenUing apa yang mendasari lalrimya politik bukum yaitu; 

l) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) eru:a-eara apa dan 

yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 

3) kapan wulrumya dan melalui cara yang hagaimana hulrum itu perlu diubah; 4) 

dapaikah suatu pola yang balm dan mapan dirumuskan unluk membantu dalam 

Js. Hulaun & PemerintrJJtan Ddi.tm Teropt)11g Klaslk Monlesquiesl htlp:llmlrugt;t wikidct.com 
/artike/::{)()1, 

1 ~5 Adnan Buyung NllSlltion, Demcluasi Buictm flanya Cara, JiJip:llreft»masihr.ikum.q 
konlen.php?nama=Pemilu&cpdetail_pclitik _pernilv&k/=478 
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rnemutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mecapai tujuan 

tersebut dengan baik."' 

Mantan Kepala BPHN, Sunaryati Hartono, di dalam bukunya, Po/itik 

Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, tidak secara eksplisit merumuskan 

arti politik hukum. Namun, substansi pengertian darinya bisa ditangkap ketika dia 

menyebut hukum sebagai ala! dan babwa secam praktis politik hukum merupakan 

alai atau sazana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 

menciptabn sistem hulrum nasional untuk mencapai cifa..cita bangsa dan tujuan 

Negam.157 Politik hukum dapat juga dilihat dari sudut lain yakni sebagai 

ktistalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam 

pemberlakean bekum sehingga Jatar belakang politik tertentu dapat melohirl<lm 

hukum dengan keralru:r tertentu15
' 

Dari berbagai definisi tersebut dapatlah dibuat rumusan sederbana babwa 

politik hukum itu adaloh arohan amu garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan 

cara untuk membuat dan me1aksanakan hukum dalam rangk:a mencapai tujuan 

ban gsa dan Negara. Dapat juga dikalllkan bahwa politik hukum merupakan upaya 

menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan Negara. Selain itu. politik 

hukum juga merupakanjawaban atas pertanyaan ten tang mau diapakan hokum itu 

dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan Negara. Di dalam 

156 Satjlpto Rahardjo, Jlnm Hulwm, Cet.6, Citra Aditya 13!lkti, Bandung. 2006,. bal. 358-359. 

U7 C.F.O Stmaryllti Hl\l'tooo, Pofilit lluAum Menu}u Satu Sistem Hulwm Naslcrud,Aiwnnl. 
Bandung, 1991, ba!.l. 

tst Lihat dalam Mob.Mahfud MD ... Perlrembangan Politik Hukum. Studi Tentang Pengaruh 
Konfigu.rru;i Politik Terbadnp Karakter Produk Hukum,"" disertasi doctor di OGM. 1~3; juga 
dalum Mnh.Mahfud MD, Politik Huhim di lndorresia, Pustaka LP3ES Indonesia, Ja.k.artn, cet2. 
2001. Di dalwn kedua karya ini dignmbarkan bahwa perubahan-fet'Ubahan katakter produk hokum 
dan politikhlllaim <ti~i oleh pem~b>ban konfigurn>i politik. 
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pengertian ini, pijakan utama politik hulrum nasional adalah tujuan Nega:ra yang 

kemudian meJahirkan sistem hukum nasional yang harus dibagun dengan pUihan 

isi dan canl-Q3.nl t:ertentu.Dengan demi~ politik: hukum mengandung dua sisi 

yang tak terpisahkan yakni sehagei araban pembualan bulrum atau legal policy 

lembage-lemhaga Nega:ra dalam pembuatan hulrum dan sekaligas sebagai alat 

untuk merulai dan mengkritisi apakah sebuah hakum yang dibuat sudah sesuai 

atau tidak dangan kernngka piker legal policy tersebut untuk mencapai tujuan 

Negara.t59 

Dengaa pengertian-pengertian tersebut, maka pembahasan politik hukum 

untuk mencapai tujuan Negara dengan satu sistem hukum nasional m.encakup 

sekurnng-kurnngaya hal-hal sebagai berikut:160 

1. Tujuan Negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi 

politik huk:um, termasuk penggalian niiai-nilai dasar tujuan negara sebagai 

pemandu politik hukum. 

2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta 

filklor-filklor yang mempengaruhinya. 

3. Perencannan dan kerangka pikir dalam penunusan kebijakan hulrum. 

4. lsi hulrum nasional dan filklor-filklor yang mernpengarahinya. 

5. Pemagaran hu.kum dengan prolegnas danjudicial review,legisJaJive review, 

dan schageinya. 

mlbid 

lM Mahfud. MD. Mem!xmgun Politilr. Hul:um Menegalckan Kons/itU..;i. (Jakarta: LP3ES, 2006} 
hal. 16. 
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B. Proses Pembeotukao Perpn161 

Secam sistematik Pasal25 Undang-Undang No. 10Th. 2004 merumuskan 

Pembentukan Perpu, yakni: 

I. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hams diajukan ke 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam per.;idangan yang berikut 

2. Pen!!'Yuan Peratll.ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

sebagaimana dhnaksud pada ayat (I) dilakekan dalam hentuk 

pengajuan rancangan undang-undang tentang penet!gan peratll.ran 

pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. 

3. Dalam hal Peraturan Pemerintah Penggand Undang-Undang ditolak 

Dawan Perwakilnn Rakyat, maka Penrturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undnng tersebut tidak berlsku. 

4. Dalam hal Pernturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tolak 

Dewan Perwakilan Rakyat. maka Presiden mengajukan rancangwt 

undang-Wldang tentang pencebutan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang tersebut yang dapat mengatur segala akibat dari 

penolakan tersebut. 

Namun seeam lebih tekuis Pasal 24 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca.ra mempersiapkan 

rnncangan peralurnn per.;erintah gangganti undang-undang, rnncangan peratll.ran 

141 Penulls men~ i.:tilah "pembentuknn"' Perpu dikarenak.an dengnn menyelerasan judul 
dengan UU Nomor 10Tahun2004 ttmtang P{'tllbent\Jke.nPerntumn Perundang-Wldangan. 
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pemerinitab, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan Peraturan 

Presiden.162 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 tersebu~ dibentuklab Peraturnn 

Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan 

Undang-Undang, Rancangan Peraturan PemerinJah Pengganti Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemeri111ak dan Peraturan Presiden. Peraturan 

Pemerinlnh Pengganti Undang-Undang (PERPU) adalab peraturan yang dibentuk 

oleh Presiden dalam "hal ihwal kegentingan yang memaksa", oleb karena itu 

proses pembentukanoya agak berbeda dengan pembentukan suatu Undang­

Undang, Apabila melihat ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar !945 

(sebebam parubeban) beserta penjelasannya, dapat diketahui bebwa Pemturan 

Pemerlntah Pengganti Undang-Undang (PERPU) mempunyai hierarkbi, fungsi 

dan materi muatan yang sama dengan Undang-Undang, hanya di datam 

pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang. 163 

Selama ini Undang:-Undang se!alu dibentuk oleh Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakya~ dan dalam keadaan normal, atau menurut 

Perubeban UUD 1945 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui 

bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta disahkan oleh 

Presiden, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 

dibentuk oleb Presiden mnpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena 

adanya suatn "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Penjelasan Pasal 22 

Undang-Undang Dasar !945 menyatukan Peraturon Pemerintah Pengganti 

1~ Marla Farlda Indrati+ lfmu P~..undangan 2, (K:anisius: Yogyakarta,2007) balaman 79. 

liD Maria,. ibid, hu1. ao 
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Undang-Undang (PERPU) sebagai suatu "noodverorderringsrechl" l'residen (bale 

Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa).164 

Proses pembentukan sualu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPU) beljalan lebih slngkat. mengingat pembentukannya dilakulam 

dalam bal ibwal kegentingan yang memaksa. Dalam pembentukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) itu beberapa mala rantai 

prosesnya dipersingkat. 

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 10 Th 2004 tenlang Pembentukan 

Peraturan Perundtmg-undangan dirumuskan bahwa, "ketentuan lebib lanjut 

mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerlntah pengganti 

presiden diatur dengan Perntunm Ptesidan" •165 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 10Th. 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Pert.mdtmg-undangan tersebut, saat ini telah 

berlaku Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Tala Cara Mempersiapkan 

Roncangan Undtmg-Undtmg, Roncangan Pera/Ur<DI Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang. Roncangan Peraturan Pemerintah, dan .Rancangan Peraturan 

Presiden. Menumt Pasal 36 Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005, dalam hal 

ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden memerlntahlam penyusunan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Selanjutnya Presiden akan menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan 

Peraerintah Pengganti Undang-Undang kepada Menteri yang tugas dan tanggung 

!>64 kepublik lndonesia, Unda.ng~Undang Dasa£ 1945 (sebelum pcrubahan}. PenjelUSil Pasa122. 

165 Republik Indonesia. Undtmg-Undmtg tentang Pemhentuktm Peraftdan Perondang-undongan, 
UUNomor 10tahun2004, LNNomor 53Talnm2004, TI.NNomor4339. 
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pelak membawanya pada keruntuhan. Kontradiksi tersebut dibongkar oleh 

kapttalisme. Jadi Kapitalismelah yang menegasi feodaUsme.114 

Kritik Marx temadap hukum berrolak dari "the class character <J/ Law". 

Marx mengkritik ideologi ummn yang memandaog hukmn sebagai bangunan 

yang diterima secara konsensus dan intersubyektif. Menurutnya, hukmn bukan 

lembaga yang obyektif dan bukan pula institusi netral yang bebas nilai."' 

C.l. Slstem-m Ekonomi Polllik 

Pernturan perundang·~mdangun merupakan bagian atau subslstem dati 

sistem hukum. Oleh karena itu, bila kita membabas mengenai politik peraturan 

174 Dalam literatur yang lelnjuga dikatak::an Marxisme mengkarakterisasi k:apitalismesebagni 
kepen»Hkan SVIIUSia terhadap faktor~&ktor prod'uksi serta yang menerrtultan gaji ba!P ~ b!.IIUb. 
.Kapitalisme mut1cul karerw didorong oleh tunt.utan unruk rn~ keuntungan sebanyai;: 
nwngkin scrta akumulasi kapita! dah!m scbuah cliDoomi pasar )'811S kompetilif. Buruh tidak dipenuhi 
bak-hak dasamya dnn dijrulikan komodilas ymg ~ sul>jd< bagi mclmnisme harga. Walau 
knpitalisme saeam bistoris memiliki m.isl Ul1I.Ulc mengemOOngbn dan menysrukan du.n.ia namun }», 
suksesanny;t dipert;aya akan segera berlalu dan mati. Bcntuk asli. evolusi, dan kematian mode 
produksi kapitalis. menurut MllfX, dipengaruhi oleh tiga hukum ek011omi yang tldak dapot 
dihindari, untam lnin sebagai berlkut: 

Hukum pemvna, hukum disproporsionalitas. Ekonomi kapitalis memiliki kecenderungan 
untuk memprodllksi suatu barung tertemu sooara berlebihnn. Kontradiksi inberen muneut daiam 
lal:pitalis.me antara kapasitas untuk memproduk:sl barang dan kapasitas kc.msumen selaku penerima 
upnh wrtuk berbelanja barnng. Secara konst.an tetjedi disproporsiorullit.as antanl produksi dan 
konswnsi dalam pasar yang 'anarki' yang menyebabkan depresi periodik dan fluktuasl ekonomi. 

Hukum kedua, hukum konsentrasi (akumulasi) kapital. Kompetisi rnemaksa ktlpitalis lUltuk 
meningkutlmo e:fisfeosi dan investasl kupital mereka atau tenmcam tersingkir dati persaingan. SebagW 
hasiJnya. evolusi OOrl kapitalisme ada!ab untuk meningkatkan konsentrasi kekayaan di tang;an 
bebe:spa orang yang mclakuksn efisiensl itu, sedangkan di sisi lain yang banyak melibalkan 
jumJah Of'IUlg tajedi gclombang kemiskil'lllll yang sangat besar. 

Hu!um ~ligtz. hokum jatuhnya kev11tungan. Ketika kapital. ter.tkumulasi dan 
terkumpui,..tingkat pengembaHan menurun yang menyebabkan te:jadinya penurunan il.l$efltif. Eko­
nom1ibeml lclasik menyadari ketnurlgkinan ini dan percsya hahwa sofusi yang tet»t adaiah dengnn 
~ knpi.mt dan barnng-banlng manufaktur sma mengimpor makanan mumh. 
Kecenderungan menurunnya keuntu.ngon tidak dapat dielakkan. Kellka tekanan lrompetisi 
memaksa kapitalis untuk meningkatkan efisicnsi dun produkfivitas rrtelalui investusi dengan 
menggunakan teknologi yang lebib produktif dim dapat menekan biaya br.trtth. lingkat 
pengnnggunm akan semskin meningkut dan lingkat keuntungen dari nilai perolehan akan menurun. 
KapitaJjs akan kehlhmgan insentifnyo. untuk berlnvestasl dclarn penciptaan produksl maupun 
rnem::iptaknn fapangan pekerjaan. Dalam waktu yang bersamaan. intcnsitas yang terus menil!gkat 
scrta pengnruh sildus bisnis akan menyebab kan para buruh memberontek dan menghancurkan 
slstem ekonomi kapitalis. Dapet dibaca Budi W'mamo, Pertarrmgan Negara YS Posar, (Je.knrm: 
MOO Pte~S, 2009) hal. 53-59. 

1nl3emard L. Tanya dkk, op.cil. hal. 31. 
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perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dlpisabkan dari membahas 

rnengenai politik hukum. Jstilah politik hulrum atau politik perundaog-undangan 

didasarl<an pada prinsip bahwa hulrum atau peraturan perundang-undangan 

merupakan hagian dari suatu produk politik kareoa peraturan perundang­

undangan pada dasanaya merupakan rancangan atau basil desaln Jemhaga polihlc 

(body pclitic).176 

Kinetja perekooomian suatu negara diteotukan oleh banyak faktor dan 

tiga di antaranya yang paling menentukan adahah: (l) kebijaksanaao­

lrebijaksanaao ekonomi yang dijalankan peraerintah, (2) lingkungan di mana 

perekonomian ter.;ebut bernpenls~ dan (3) sistem ekonomi politik yang diganakan. 

Semua fuktor~taktor penentu kinerja perekonomian tersebut bisa. berubah setiap saat. 

Jika berhagai kondisi da1am rnasyarnkat beruhab. baik itu karena beruhahnya cma 

pandang masyarakat (atau ideologi), adat-istiada~ kebiasaan-kebiasaan. nonna-

norma, atau atw'3.n dan tata hukum, maka slstem ekonomi politik yang dianut suatu 

masyaraket juga bisa beruhab.177 

Tergantung bagaimana kondisi perpolitikan saat itu, perubahan dalam 

sistem ekonomi bisa bedangsung secara gradual, balus, dan ta.npa gejo1ak. 

terapi bisa pula berlangsung seca.ra drastis. rndilatl, atau revolusioner. Jenis 

peruhaban yang disebut terakhir biasanya berlangsuog penuh gajolak yang kadang 

kala menelan korban barta dan nyawa yang tidak sedikit jwnlabnya. Jika 

perubahan menimbulkan suasana panik dan perasaan tidak menentu dalam 

m~ make yang dijadikan sebagai "kambing hitam" adalah sistem 

176 M. Alamsyah, Polilik Perundang~undangan, http://vmw.legalitas.orgi?SJ=nodel75 Oktober 
2007 

117 Deliamov, Ek<momi P&lifik. {Jabrta: Erlangga, 2005) hBL4 

Universitas Indonesia 84 

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH UI, 2009



ekonomi politik yang digunakan. Jadi, agar pembangunan berlangsung lebih 

elegan, secara politik perlu sekali dlpilih sistem ekonomi yang terbaik bagi 

masyarnkat yang bersangkutan. Sistem ekonomi mennakop keseluruhan proses 

dan aktivitas masyaraket dalarn upaya rnemecahkan rnasalah-masalah ekonomi 

sekaligus mencapai tujuan~tujuan ekonomi, sosial; dan politlk masyarak:at yang 

OOrsangkutan. Lebib jelas, menurut, sistem ekonomi mencakup mekanisme, 

pengaturan pengorganisasian, dan aturan-aturan untuk membuat dan me­

laksanakan keputusan-keputusan tentang alokasi sumber daya yang teroatas 

jwnlalmya. '" 

Sesuai dellnisi yang dikemukakan Gregory & Stuart di alas, bisa 

dibedakan berdasarkan berikot:179 

1. Organisasi pengaturan pengarnbilan keputusan (organization of decision 

making arrangemenls), 

2. Mekanisme penyebaran informasi dan koordinasi (mechanism for 

provision of iriformation and for coordination), 

3. Hak pemiliken kekayaan produktif (property rights), dan 

4, Mekanisme penetapan berbagai tujuan dan sistem insentif (mechanism 

for setting goals and ittcenJ/ves). 

Dilihat dari klasifikasi pertama, yaitu organisasi pengaturan pengarnbilan 

keputusan, suatu perekonomian disebut terpusat (centralized) jika semua 

keputusan elconomi ditentukan oleh level yang Jebih tinggi., yaitu oleb negara 

1'* Dikutip dari Gregory & Stuart (1992h oieb Dellamov, Ibid 

179 Ibid. 
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atau otoritas pusa.t. Sebaliknya s:ist:em ekonomi disebut terdesentralisasi 

(decentralized) jika keputusan-keputusan ekonomi lebih banyak dilaksanakan 

dan ditentukan oleh level atau unit-unit ekonomi yang lebih rendah (nnnah 

tangga dan perusahaanpetusahaan individu) yang relatif bebas dari otoritas 

pusat.uo 

Dilihat dari klasifikasi kedua, yaitu mekanisme penyebaran informasi dan 

kootdinasi keputusankeputusan akunom~ maka ade dna mek.anisme yang dapal 

digunakau, yaitu mek.anismc perencanaan (plan mechanism) dan mekanisme 

pasar (matlt:et meclumism). Suatu sistem ekonomi dikstakan sebagai sistem 

perencauaan jika infonnasi diseberkan dan keputusan-kepetusan ekonomi 

dllaksanakan sesuai instru.ksi a.tau komando dari ~-uatu badan superior 

{pemerlntah}. Di sisi lain, suatu sistem ekonomi disebut sistem pasar jika 

penyebemn informasi dan koordinasi keputusan-lceputusan ekonomi 

dilaksanakan melalui mekanisme pasar be.rdasarkan kekuatan permintaan dan 

penawaran mnpa campur tangun yang berarti dari pemerintah.181 

Dilihat dari klasifikasi kotiga tentang hak pemilikan kekayaan produktil; ada 

tiga kemungkinan yang bisa muncuJ. Pcrtama, sebagian besar kekayaan 

produktif dimillki oleh swasta (privat), seperti yang sering dijurnpai dalam 

sistem kapitalisrne. Kedua, sebagian besar kekayaan produktif adalah milik: 

publik (negara). Ki!tiga, sebagian besar kekayaan produktif merupakan milik 

kolektif atau kooperatil Di negara-negara komunis yang 111ebih keras" seperti 

(bekas) Uni Soviet, umumnya kekayann produktif adalah milik negwa. 

Itt~ Ibid. 

Ul Ibid, hal. 5 
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Sedangkan di negara-negara sosialis yang "!ebih lunak" dan lebih demokratis di 

Eropa Timur separti Yugoslavia dan Hongaria, sebagian besar kekayaan produktif 

merupakan milik bersama atau kotektif.182 

Untuk menggerak.kan orang atau unit-unit ekonomi agar melakukan 

berbagai aktivit.as ekonomi, hisa digunakan insentif materi dan moral. Dalam 

perekonomian pasar lebih banyak digunakan insentif ekonom~ sedangkan 

dalam sistem perencanaan, selain insentif materi juga digunakan insentif 

moraL Sebagai catafl!n, dalam kerangka pemildnm Marx, balas jasa materi masih 

perlu digunakan peda !abap-tabap awal sosialisme. Akan 1<1ap~ pada tabap yang 

lebih tin~ yaim komunisme, di mana orang sudah bidup secara berlimpab, 

maka secara berangsur~angsur insentif materi akan digantikan oleh insentif 

moral. Dati berbagai definisi di atas* tampak bahwa politik terka.it dengan 

banyak hal. Ada yang mengaitkan pelitik dengan kekuasaan dan otoritas, bisa 

juga dikaitkan dengan kebidupan publik, pemerintah, negara, konflik, serta 

resolusi konflik. Walau politik. memiliki banya..'L:: arti~ dari berbagai definisi 

tersebut; yang potensial untuk dikeitkan dengan ekenomi adalah pernaknaan 

politik sebagai pemarintah, politik sebagai kehidupan publik dan politik sebagai 

otoritas untuk mengalokaslkan sumber-sumber dan nilai-nilai. U!l 

Jike politik diartikan sebagai pemerintab. politik adalah mesin politik 

formal negara secara keseluruban (mencakup institusi·instilusi, hukum-hukum, 

kebijakan-kebijakan, dan aktor-aktor kunei). J~ politik di sini mencakup semua 

aktivitas, proses, dan s1ruktur pemerintah. Dalam pendekalan pnfitik sebagai 

ttn ibid 

110 J.A..Caporaso & D.V. Levine. Theories cf P<ililical &cmomy. (New York: Cambridge 
University~ 1992). Da!am. Deliarnov, Elamoml Polililc, op.cil. hal.5 
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pemerintah, poJitik didefinisikan sebagai organisasi, aturan-aturan, dan keagenan 

(organization, rules. and agency). Organisasi merujuk pada struktur-struk:tur yang 

kongkret (pengadilan, badana logislatik, birolcras~ dan partai-partai politik). 

Aturan-atwan merqjuk pada hak dan kewajiban, termasok prosedur-prosedur dan 

strategi-sttategi yang akan digunakan dalam proses politik. Aturanaturan dasar 

tertuang dalam uadang-undang, baik tertulis maupun tak tertulis. Undang-undang 

mengatur pengarganisasian dan pendistribusian keknatan politik., seperti di 

Amerlka Serlkat ada pemisaban kekeasaan antara ekseketi( legislattt; dan 

yudikatif. 

Jika polilik diartikan sebagai pubtik, politik merujuk pada peristiwa­

peristiwa yang melibatkan banyak: orang. Cam terbaik untuk memahami politik 

scbagai publik ialab dengan membedakan antara privat dengan publik. Seperti 

diketahui. privat merujuk pada perlstiwa-peristiwa yang secara substansial 

terbatas pada individu-indivldu atau kelompok-kelompok yang secara langsung 

ter!ibat dalam pertukanw, sedangkan pubtik didefinisikan sebagai ajang kegiatan 

yang melibadam masyarakat banyak. l'ala!l'-pukar ekonomi neoklasik 

membedakan privat dengan pnblik berdasarkan !ranSmisi sb"tem harga. Jika bisa 

diselesaikan melalui pasar (mekanisme harga) maka suatu banmg digolongkan 

sebagai batang privat. Tetapi jika tidak bisa diselesaikan meJalui mekanisme 

harga dan secara politis barus melibatkan campur tangan pemer!ntah maka banmg 

atau jasa tersebut digolongkan ke dalarn barang-barang publik. 

Jika politik diartikan sebagai otoritas pengalokasian, arti politik dan 

ekonomi menjadi mirip, sebab keduanya dimaksudkan sebagai metode alok:asi. 

Proses ek.onomi dan politik merupakan cara alternatif dalam mengatokasilcan 
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sumber~sumber daya yang langk:a. Artinya, politik di sini tidak merujuk pada 

struktur funnal penlerin!all, melainkan sebagai suatu cara tertentu dalam 

pengmnbilan kepulusan tentang produksi dan pendistrlbusian sumber-sumber. 

Berbeda dengan a!okesi ekonomi yang lebih menekaakan pade pertukatan secara 

su!carela, sistem aiokesi polit!'k lebih mengandalken otoril>s. 

Menurut Mohtar Mas'oed, dalam pemaknaan potitik sebagai otorltas, 

hubungan antara ekonomi dan politik dapat diterjemahkan ke delam isu tentang 

hubunga.n antara kekayaan dan kekuasaan. Ekonomi terk:ait dengan penciptaan 

dan pendistribusian kekayaan, sedangkan politik terkait dengan penciplun dan 

pendistrlbusian kekeasann. Kekayaan terdiri dari aset fisik (kapital, taoah) dan 

aset nonfisik (somber daya manusia. tennasuk ilmu penge!alluan), sedangkan 

kek:uasaan bisa muncul da1am bcntuk militer, ekonomi, maupun psikologis. 

Kek:uasaan sendirl adaJah kemampuan menghasilkan suatu basil tertentu seca.ra 

pak.sa. Jadi waJaupun kekuasaan bisa terwujud dalam berbagai bentuk, 

bentuk aslinya adalah daya paksa. Namun, Mas•oed memperingatkan 

bahwa pembedaan antara ekonomi sebagai ilmu tentang kekayaan dan politik 

sebagai Hmu tentang kekuasaan hanya untuk tujuan analitis. Dalam dunia 

n.yata antara kekayaan dan kekeasann tak terpisahkan.1 
.. 

c.l. Dellnlsl Ekonomi Polilik 

Penggunaan ungkapan nekonomi politik" aka.n lebib memudahlcan 

mengarahkan peda isu dalam teori sosia~ yaitu hubungan antara llmu Ekonomi 

dan llmu Polltik. Hubungan antara Ekonomi dan l'olitik bisa bennakna 

134 Moch.W Mas'oed. TeorMemi EkbnQmi Po/ilik Pembangwwn. Yogyakarl.a: Pustaka Pebjar~ 
199l. dalam Oelinmov, op.dt:. haJ.7. 
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eksplanatori (menjelasksn bagaimana keduanya terksit) dan bisa juga barsimt 

nonnatif (bagaimana sebarusnya simt perkaitan di antara lredua disiplin ilmu 

tersebut). Pemyataan seperti ini bisa ditelusuri _dalam tulisan ahli sosial jauh 

hingga rnasa Aristoteies. 185
• 

Lalu, apa sebetulnya yang disebut Ekonomi Politik itu7 Dari judul buku 

yang ditulis Martin Staniland Whal is Political Econo11f)!? A Study of Social 

Theory and Underdevelopment (1985), kita segera mengall!hul makna dari 

Ekonomi Politik tetsebut, yaitu: sebuab studi tentang teori sosial dan 

keterbelakangan. Lebih lanjut, Staniland menguraikan definisi tentang 

Ekonomi Politik tersebut sebagai berikut: 11mengacu pada masalah dasar 

dalam teori ~osial: hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki 

dua sisi baik eksplanatori maupun nonnatif. Isu ini memunculkan pemyataan 

mengenal bagaimana kedua proses tersebut saling terk.ait dan mengenai 

bagaimana seharusnya mereka terkait ,, • 

Pemaknaan terbadap Ekonomi Politik tidak terbatas pada studi tentang 

teori sosial dan keterbelakangan. Menurut Caporaso & Levine, pada awalnya 

Ekonomi Politik dimaksudkan untuk membt:rikan saran mengenai pengelolaan 

masalah-masalah ekonotul kepada pam penyelenggam negara. Hal ini sesuai 

dengan pemaknaan Ekonotul Politik pada waktu itu sebagai pengelolaan masalah-

masalah ekonomi negara (political Econcmy referred to the management of 

economic qffoirs of the state). 186 Selanjutnya~ Ekonomi Politik oleh pakar-

IM Martin Stanilanda, WhaJ Is PtJlitical &cf1Cl1'f)"l, (New Heaven: aie University Press. 1985}. 
Dalam Deliamov. Ibid. hal.$. 
1"Caporaso, J.A& D.V. Levine, Tlwcries ofPolilfual &:anomy. (NewYurlc Cambridge 
University Press, 1992. 
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pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagal anallsis okonomi terhadap 

proses politik. Dalam kajian tersebut rnereka mempelajari institusi politik sebagai 

entillls yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi-politik, yang 

berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik. baik untuk 

kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas. 

Dengan demikian bagi ahli ekonomi politik, kegiatan ekonomi, separti 

Tegasnya, sistem politik tidak hanya membentuk power relationship dalam 

masyarakat. tetapi juga menentukan nilai~nilai serta norma.-nonna yang 

sedikit banyalc akan menenmkan apa dan bagaimana berbagai lcegiatan 

ekonomi dilaksanakan dahun masyarakat. Apakab para ekonom sudah 

mengambil alih tugas ahli-ahli politik atau justru para ahli politik Ielah berhasil 

menjadikan politik sebagai panglima. sebetulnya tidak perlu diperdebatk~ 

sebab yang namanya lbnu Ekonomi Politik merupakan sinergi antara Ilnul 

Ekonomi dan lhnu Politik. Dengan sudut pandang yang lebih positif ini 

dibarapkan ba.hwa kajian tentang Ekonomi Politik akan membawa kita pada 

pemahaman bahwa beketjanya suatu sistem ekonomi dan proses politik 

merupakan dua nisi dari satu mata uang yang sama. Sebagai suatu dis.iplin 

ilmu yang lebih komprehensif, Ekonomi Politik lahir dari berbagal upaya yang 

dila!ruk:an untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (cross ftrtiliurtion) 

yang tidak dijumpai da.lam satu disip1in ekonomi atau disipJin politik saja.187 

tS? Bustanul Arlfin dan Didik .l. Racbbifli. E!wn(Jmi Pclitik riM Kebijakon Publik, (.tekarta: 
GtamOOia. 2001). da!am Deliamov, cp.cit. bal. 9. 
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C.3. Kaitan Ekonomi Politik dengan Kebijakan Publik 

Bagaimana kaitan antara Elronomi Politik dengan Kebijakan Publik'l Kita 

tabu bahwa perekonomian tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan 

konswnen yang berinteraksi satu sama lain melalui mekanisme pasar. Di sana sini 

diperlukan adanya campur Iangan pemerinlah. Campur Iangan pemerintah 

diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempuma. Sclain itu. 

eampur Iangan pemerinlah d.iperlukan untuk mengatasi eksremalitas dan untuk 

pengadaan barang-barang publik. 

Berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksa.nakan oleb 

pemerintah sesuai institusi ekonomi dan politik yang ada. Suatu kebijakan 

disebut kebijakan publik bukan karena kebijakan itu sudub diundangknn, alau 

karena kebijakan ternebut dilaksa.nakan oleh publik, melainkan karena isi 

kebijakan itu sendiri yang menyangkut bonum commune atau kesejahteraan 

umwn.188 

Dari uraian di atas, jelas babwa teadapat hubungan yang sangat erat antara 

Elronomi Politik dengan Kebijakan Publik, di mana disiplin lbuu Ekonomi Politik 

dimaksudkan untuk membubus keterl<aitan antara berbagai aspek, proses, dan 

institusi politik dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, investasi, 

pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebaginya. Penelusuran 

yang mendalam tentang Ekonomi PoHtik biasanya didekati dengan fonnat dan 

pnla bubungan antara swasts, masyamkat, organisasi buruh, parmi politik, 

pernerintah, lembaga konsumen, dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan 

.,.,.----~-
131 Buswrul Arifin den DiWkJ. R.achbini.lb/d. da!lUR De!iarnor, op.clt. hal. 11. 
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Ekonomi Politik jelas t<rknit erat dengan kebijnknn publik, mulai dnri proses 

perancangan, perumusan, sistem orga:nisas~ dan implementasi kebijakan pubUk 

tersebuL 1119 

C.4. Globalisasl 

Istilah globalisasi Ielah menjadi konsep yang sering digunaknn untuk 

menggambarkan renomena dunia kontemporer. Memosuki milenlum keligo, 

dunia berubah dengan sangat cepat sebingga menimbolkan implikasi ynng sang)lt 

kompleks, :yaitu munculnya saling ketergantungan (mreniependence) dalam immpir 

selurub dimeosi kehidupan dalam bubungan aotar negam baogsa (noti•n-•ta/es) 

dan hubungan transnasional (transiWlional relations). 190 

Perubahan-perubahan yang saogat cepat inilah yang kemudiao disebut 

globatisasi. Namun dernikian, meskipun Ielah meujadi istilah yang populer tetapi 

tidak ada definisi tunggal untuk istilab tersebut. dan beberapa definisi mengenai 

globalisasi cenderung dilebih-lebihkan serta mendorong terjadinya 

kesalabpaimman.191 Sementara penulis-penulis ynng lain, seperti Hirst dan 

Thompson, mulai mempertanyakan validitas konsep globatisasl sebagai yang 

dapat digwtaka.n untuk menggambarkan dunia kontemporer secara absah. 

Menurut kedua penulis ini, globa1isasi hanya1ah mitos betakaYn 

U9'Jbfd. 

190 Budi Winwno, Pettarungtm Negara YS Pasar, (Jakarta: Med Press. 2009) hal. 16 

191 Lesley Sklair, Competing CQlfCeption of Glaba!imlltm, daiam J(lU17JIJ] Qj World System 
Research. Vol V • No. 2. 1999 • ..hltp://c:;f.cf>lomdo.edunwsr. Libat jugs Robert Oilpin.. 2001. 
GlDbal Political EcDIJ011f)': Ulldersttmtling the Economic Order, Prirlceton: Prlncetoo University 
Pnss). 

192 Budi WllW'll(), loc,.cit, 
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Joseph E. Stiglitz, peraih badiah Nobel Ekonomi ll!hun 200 I yang 

menyatakan bahwa "GiobaliSIISi sendiri sebenamya tidak begitu baik atau buruk, 

Ia memililci kekuahm untuk melakuklm kebaikan yang besar, dan bagi negara-

negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan persyaratan mereka 

sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang 

besar, walaupun ada kernWlduran akibat krisis 1997".193 

Prof. AF.K. Organski menystakan bahwa negara-negam yang sekarang ini 

disebnt negara modem menempuh pembangunanannya melalui tiga tabap 

pembengunan, yaltu unifikasi (unification), industtialisasi (industrializaJion), dan 

negara kesejabteraan (social welfare).''"' Pada tingkat pertama, yang menjadi 

masalah barat adalah bagaimana mencapai integn15i politik untuk menciptakan 

persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, peljuangan untuk pembangunan 

ekonomi dan modemisasi politik. Akbirnya daiam tingkat ketiga, tugas negara 

yang lerutama adalah melindungi rakyat dnri sisi negatif industrialisasi, 

membetulkan kesalaban pada tabap sebelumnya, dengan menekankan 

kes<;jabteraan masyamkat. T"mgkat-tingkat tersebut dilalui secara bemrutan 

(conse<:utiw) dan memakan waktu relatif lama. Persaman uasional adalab 

prasyarat tmtuk memasuki tahap industria1isasi, industrialisasi merupakan jalan 

untuk mencapa.i negara kesejahteraan.1
"SI
5 

193 Joseph E. Stiglitz, Glaba/isasi dan Kegagalan Lembaga-Iemhaga. Ktw.angan InternasfOIU.ll 
[G/obalizo.Jion and Its Dlscontent:s], dileljcmahkan o!eh Ahmad Lukman (Jakarta: I11!1 
Publik.atama, 2002). bal. 27 

tw A.f.K.. Organsld, dalam Wallace Mendelson, "Law and The Develocpmtnl t:f Nation:/", Tit.e 
Joumai of Politics, Vol. 32. hal. 223. (merupakan bagian dari diktat babtm kuliah Hukum dan 
P"""""'- dllrumpullam oleh Prof. Ennnn Rajagukguk unM Prognom Paseasatjuna, Falrultas 
Hukum> Universitas Indonesia}. 

195 Erman Rajagukguk. Pei'Oifi1Jf Hukum dolmn Pemlumgwum paOa Em Gloha/isasl: Implikari11)'Q 
bogi Pendidiktm Hulamt dJ Indoneaia. Pidato Pengukuhan Guru Besar di ucepkan pada upacare. 
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Dalam banyak definis~ terulama yang berangkat dari kaum globalis, 

konsep globalisasi merujuk kepada fenomena di mana Batas-batas negara bangsa 

tidal< lagi relevan untuk didiskusikan. Ciri ulamanya bahwa banyak persoalan 

kontemporer saat ini tidak. dapat dipelajari secara memadai banya pada tingkatan 

negara bangsa, dalam arti masing-masing negam bangsa dan hubungan-hubangan 

internasional. Namun, persoalan-persoalan kontemporer saat ini harus dipahami 

dalam proses global, di mana kekuahm-kekuatan global diluar negara bangsa se-

parti perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga-lembaga ekonomi globa~ 

budaya global atau pengglobalan sistem-sistern keyakinan/ideologi dari 

bcrbagai macam tipe, atau kombinasi dari semua ini, yang membuat keberadaan 

negara bangaa menjadi semalrin diragukan. Ini tentu saja berbeda, sebagaimana 

akan kita libat nanti, dengan konsep intemasionalisasi yang lebih merujuk pada 

begaimana negara-negara bangsa di dunia betinleraksi antara satu dengan yang 

lain. Denton demikian,. kedua konsep ini mempunyai perbedaan yang mendasar1 

yalmi menyangkut peran negara bangsa dalam konteka hubungan-hubungan 

ekonomi politik tersebuL Kedua, dongan menyajikan beberapa dolinis~ ciri-<:irl, 

perspektif, dan pendokatan yang digunakan untuk memabemi globalisasi klta dapat 

lebih mungkin untuk memelakan di mana sebenamya akar perdebatan lersebut, baik dari 

kelompek yang paling optimis (kawn global is a tau hiperglobalis) dan kelompok yang 

paling pesimis sekalipun (skeptis). "' 

penerimasn guru besar bidang bukum di falrultas Hukum Universitas Indonesia. Jalwta 4 Januari 
1997. 

196 Oalam melihat globalisasi penulis .seperti David Held at. a/., 1999, membedak!Uinya 
menjadi tiga kelompok, yakni kelompok globalis atau biperglobalis. :skcplis, da.o. yang temkhir 
lrelompok transfonnatiooolls.. Masing-masing lrelompok ini berbeda dalam melihut gkhalisasi, dan 
karenanya berbeda pula du.lam memberikan rekomendasi menyangkut sikap yang, hams diambll 
dalam rnengbadapi globa!isasi. Lihat David Held at. a/., 1999. Global 1'rtuvr/(N7T1(1Jicn: 
Politics. Ecorwmics, and Culture, Stanford: Standford Univet<>ity Press. Llhat juga David Held 
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Selaln itu, ketiadaan definisi tunggal mengenai globalisasi !<arena masing-

masing abli yang merulefinisikan konsep tmebut memberi penekenan yang 

belbetia-beda terhatiap fenomena yang bendak didefinisikan. lni terjadi kerena: 

pertama, abli-ahli yang menaruh minat di bidang tmebut berasa1 deri disiplin ilmu 

yang berbeda·beda sehingga dalam mendefmisikan globalisasi akan sangat 

dipengarubi oleh disiplin mereka masing-masing. Kedua, keberngaman perspektif 

dan pendekatan yang digunaken oleb masing-masing ahli dalam merulefinisikan 

globaiisasi. Perspektif mempakan sudut pandaag yang digaoakan seseorang untnk 

menggamberlam suatu fi:nomena. Oleb kluena itu, bagaimana cara orang 

menggambarkao renomena sosial akan sangat teJll1llltung pada pespektif yang digu-

nakan. Di dalam ekonomi politik intemasional, dikenal beberapa macam perspektif 

seperti: penspelctif liberal, radikal, kritis, merkantilis, dan lain sebegalnya. 197 

Ketiga. globalisasi merupakan renomena yang kompleks dan dampsk yang ditim-

buikan oleh renomena tersebut menyen!uh ke dalam hampir semua aspek kehidupan 

manusia sebingga suatu definisi lunggal barnngkali tidal( akan pernab mampu 

menggarnbarkan fenomena yang teramat kompleks tersebut. 

C.4.l.Deflnbi Globalisasi 

Setidalmya rula tiga hal ynng sering ditemukan dalam mendefinisikan 

globalisasi, yakai kesaling!tubungan, integmsi.. dan kesalingtedolitan.193 Lodge 

mendelinisikan globalisasi sebagai sua1U pmses yang menempatkan ma.syamkat dunia 

bisa menjangkan satu dengan yang lain atau saling tedtubungkan dalam semua aspek 

and Anthony McGrew (edi.}. 2000. The Global Transformallans: Remkr, Cambridge: Polity ..._ 
197 Lihat Mohtar Mas'oed. 1994. Ei:omnni~PoJitik Jntemnsional dan Pernbongunan. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. Oilpin. Lee. Cit. 

1911 llhat misalnya Thomas L. Friedman. 1.e.m.r dan Pohon Zaihm, JJamlung: Penerbi:t J"fB, 2002.. 
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kehidupan mereka, balk dalam bwlaya, ekonomi, politik, tek:nologi maupun 

lingkungan. Dengan pengertian yang demikian, maka globalisasi boleh dikatakan 

bahwa masyarakat dunia hidup dalam suatu em di mana sebagian besar kehidupan 

mereka sangat ditentul<an oleh proses-proses global Selain konsep 

kesalinghehungan, konsep kedua yang sering muncul dalam definisi-definisi 

globalisasi adaleh integmai. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Amal bahwa 

globalisasi merupakaa proses ~ masyamkat global, yaitu >lllltu dunia yang 

terintegmai secma fisik, dengan melampaui batas-batas negaca, baik ideo!ogis, dan 

lembaga-!embaga politik dunia.'99 Definisi ini lebih mirip dengan keya.kinan kaum 

globalis yang memabami globalisasi sebagai rerwujudeya sebuah ekonomi dunia 

maupun secara kolek!U; mendukung globalisasi dengan menghilangkan bambatan-

bambalan terhadap perdagangan inlemasional, sehingga memudehkan arus per­

dagangan, investasi, mala uang, dan infurmasi seeara bebas melinlasi batas-ballls 

nasiona1. Pengertian ini dengan demikian merujlik kepada pengertian yang luas 

mengenai globalisasi. Konsep yang ketiga adaleh interoependensi. Definisi ini 

mencakup pengertian bahwa sistem ekonom~ khususnya sistem moneter, dunia saat 

ini sangat ler!JanUmg anlll!a salu dengan yang lain. Akibalnya, kehijakan-kebijakan 

pada skala nasinnal tidak dapat begiW soja mengabaikan peristiwa-perialiwa ditingkat 

global Demikian juga sebaliknya, perialiwa-perialiwa di tingkat nasional pada 

tataran rertentu akan berpengamh pada ekonomi global. Kejatuhan mala uang Bath 

Thailand yang diiknti o!eh kejatuhan mata uang di negara-negara lain, seperti 

Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina, dalam kasus krisis keuangan di 

l$'9' ichlasul Ama1, Glohofisasi, Demokrosl dan Wawaran Nu.rantaro; Perspelrt!f Pembtmgunnn 
.kmgktJ Panjang dalarn Wawar!lll' Nustmtara Indonesia Mcnghatlapl Globaltsasi, Pusat Kajian 
Kebudayaan Universitas Bung HeHa, hal. L 
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Asia satu dasawarsa yang lalu menjadi contoh yang dapal digunakan untuk 

menjelaskan konsep Krisis inijika tidak segera ditangani secara serius harangkali 

akan menimbulkan erek domino bagi negara-negara di kawssan lalu. lni te~adi 

karena kesalingbubungan (interconection) antara sistem keuangan satu negara 

dengan sistem keuangan negara lain. 

Di sisi yang lait\ Petras dan Veltmeyer melihat globalisa.si sebagai suatu 

deskripsi dan sekaligus sebagai preskripsi. lni berarti bahwa globalisasi menjadi 

penjelasan sayangnya, menurut Petras dan Veltmeyer mertl)>lkan penjelasan yong 

tidak memadai sekaligus ideologl yong sekarang meodominasi pemikiran, 

peogambilan keputusan, dan praktik politik.200 Globalisasi sebagal deskripsi 

mengacu kepada perluasan dan peoguatan arus perdagangan, modal, tekoologi, dan 

arus infonnasi intemasional dalam sebuab pasar global. Konsep ini digunakan 

untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer di bidang ekonomi dan 

perdagangan di mana batas gcografis negara bangsa tidak lag! mempunyai makna. 

Sualu konsep y.mg digunakan untok menggambarl<an dunia yong dioirikan oleh 

adanya "perkampungan global" dan melemabnya peran negam bangsa yong 

digantikan oleb kekoabm-kekuatan global. Sedangkun sebagal sebuab preskrips~ 

globalisasi meliputi liber.ilisasi pasar global dan pasar nasional deogan asumsi bshwa 

arus perdagangan bebas, modal, dan arus infurmasi akan meooiptakan basil yang 

te!baik bagi pertumbuhan dan kemakmurnn mnat manusia. Dengan menggunakan 

bshasa yong lebih sederbana dapal dikatakan bshwa globalisasi sebagal deskripsi 

digunakan untuk menggambarkan 1\momena empiris yang kini rengah melanda dania. 

Marl< Pilisuk mengibemtlom reoomena ini sebagai hurriC0114. Sedangkun globalisosi 

2Xl lames Petrns &. Veltmeyet, !mpereulisme: Almd 21, {Yogyakarta: Kteas:i Waeua ,2002) . hal7-
g 
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sebagai preskripsi lebih merujuk kepada upaya pencarian "resep mujarab" bagi 

ekonomi dunia, sehingga kadangkala lebih bersifut normatif. Konsep globalisasi 

sebagai sebuab preskripsi merujuk kepada pandangan-pandangan kaum neoliberal 

yang menginginkan adanya pasar bebas dan meyakini bahwa dengan merujuk 

kepada sistmn inilah maka perdamaian dan kemakmumn akan lerwujud. lni lentu saja 

akan berbeda, seperti yang akan kill:! libat nanti, dengan beberapa pendapet yang 

meugalaka.n bahwa pssor yang benar-benat bebas tidllk akan pemah ada !<arena 

mesklpun berbagai hamball:!n tarif dalam perdagangan telab dihihmgkan untuk 

mendorong terjadinya perdagangan bebas, tell:!pi hamball:!n-hamball:!n non-tarif 

banyuk digunakan untuk memproteksi diri dari aliran barang luar negeri mndama di 

negara-negara maju. 

C.4.2. Ciri Ulama Globallsasi 

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baro, semangat penceraban eropa di 

abad pertengaban yang mendorong pencarian dunia baru bisa dil<ategorikan 

sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga 

merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus 

globatisasi yaog terjadi dua-tiga dekade belukangan ini adalah kecepatan dan 

jangkauaooya. Selanjutnya, inlemkai dan transaksi antara individu dan negara­

negara yang berbeda ukan mengbasi.il<an konselruensi politil<:, sosial, dan budaya 

pada tingkat dan inrensill:!s yang berbeda pula. Masukuya Indonesia dalam proses 

globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaiao kebijukan yang diarahkan untuk 

membuka ukonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam 

integrasi dengan pssor intemasional. 
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Dengan merujuk kepada penjelasan seperti ini maka Martin Khor menarik 

dua ciri utarna dari globalisasi, yakni: Pertama. peningkatan konsentras[ dan 

monopoli berbagai swnber daya dan kekualan elronomi oleh perusahaan-perusahaan 

tmnsnasioruolrnaupen oleh perusahaan-perusahaan dan dana globaL Jika dulu sebuah 

perusehoan multinasional hanya mendrnninasi sebueh produk, maka saat ini 

sebueh perusehaan transnasioruol yang besar seoam khusus memproduksi dan 

menjual berbegai Dl1ICafl1 produk, pelayanan, dan bidangb idang yang sernakin 

berngam. Bebkan, dipredikaikan jika perusahaan-perusehaan transnasional ini 

semekin beragam produk yang dihasilkannya tergantung pada pennintaan pesar di 

negam-negam tempat perusehaan tersebut beruperasi. K£dua, yang kba.• lainnya 

dari globalisasi dala.m kehijakan dan roekanisme perubuatan kebijakao nualoual. 

Kebijakao-kehijakao nasioual (yang melipmi bidang-bidang sosia~ ekonomi, 

budaya, dan teknologi) yang seka:rang ini bernda dalam yurisdiksi suatu pemmintah 

dan masyarnkat dalam satu wiiayeh negam bangsa bergeser menjadi di bawah 

pengaruh atau diproses oleh badan~badan intemasional atau perusahaan besar 

serta pelaku ekonomi, keuangan intemasional.201 Ciri kedua ini berkait erat dengan 

konsep interdependensi, integrasi dan, kesalingterl<aitan antarberbagai bidang yang 

tercakup dalam neg"" bangsa, menurunnya pelllll negam bangsa dan semakin 

mengualnya kekuatan·keknatan pendukung globa!isasi. 

Lebih lanjut, David Held at al., membedakaa tiga kelompok daiam melihat 

globalisasi, yakni kelompok hiperglobalis, kelompok skeptis, dan kelompok rrans­

formoJiona/is. 202 Bagi kawn hiperglobalis, globalisasi didefinisikao sebagai sojarah 

:WJ Martin Khor. 2002. G/oba/isasi: Perangkap Negara-Ne:;flTa Se!aJan, Yogyakarta:Cindelaras 
Pu.'llaka Rakyat Cerda$,. hal. 12-13 
Wl David Held dalam Budi Wmamo. Pertanmgan Negara VS Pasar, (Jakarta: Med Press. 2009) 
hal. 22. 
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barn kebidupan manusia di mana "negare tradisional telah menjadi tiduk lagi n:levan, 

lebih-lebih menjadi tiduk mungldu dalam nnit-tmit bisnis dalam sebaah eknnomi 

global. Dalam pandangan kaum hiperglobalis, globalisasi ekonomi membawa serta 

gejala "dunasionalisasi" ekonond melalui pembentukan jaringan-jaringan produksi 

ttansnasional (transnational networks of production), perdagaagan, dan keuangan. 

Dalam llngknngan ekonond yang tanpa batas ini (ecmwmlcs borrkrless), 

pemndnlalaw nasional tiduk lebih dati sekadar transmission belts bagi kepital 

global, lllaU secant lebih singkat sebagai inslitusi peraotara yang menyisip di antara 

kekaatan Jakel dan regional yang sedang lumbah, sena mekaoisme peogatw-an 

global. Lebih lanjut, kelompek ini mempunyai keyakiruln bahwa globalisasi 

ekooond tengah membangtm bentuk-bentuk bam organisasi soslal yang tengah 

menggantiken anw yang akbimya aken menggantiken negara bangsa sebagai 

lembaga ekonond u-a dan unit politik dari masyaraket dunia. 

Kenichi Olunae sebagai salah seorang peodnkeng tesis ekstrem globalisasi 

mengataan bahwa dalam pasar dunia yang semakin knmpetitif sekerang ini 

negara-negara bangsa (nation-states) tiduk lagi mempunyai somber-somber yang 

tanpa batas yang dapat dimanfuatken secara bebas untuk mendnkeng dalam 

mewujodken ambisi mereka.'0' Dalam dnnia baru, yaitu "dnnia lllnpa batas negare" ill 

world w- border.;}, dumikian Obmae mengatakan, negara-negara bangsa dan 

peogtmSaan terbadap militer tiduk lagi memainken pernn penting."" Bahkan, pernn 

m Kenlcbi Ohmae,. The End of Nail on State, The 1995 Panglaykim M£mariailecttrre. Jakarla,. 
4 Oktobet 1995,, haL .3 

2l).l Pand.angan seperti ini sebenamya mempunyai kelemahan mem.tasar karena pada 
kenyalrumnya k<»>M. ":tan militer tetap menjadi lsu penting da1am politik diplomasl antarba:ngsa 
bebenlpa tahun holakungan, s:etidaknya jika kita merojuk kepada tasus a~n pmmg 
Ammka Serikut Babkan, dalam pandangan beberapa penulis seiring proses globalis.asasi 
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mereka semakin memudar, dan secara meyakinkan akan segem digantikan oleh peran 

panting yang semakin meningkal oleh alctor-alctor nonleritorial, seperti perusahaan-

perusahaan rnultinasiooal, gemkan-gerakan trnnsnasional, dan organisasi-<>rganisasi 

intemasional?05 Pandangan atau keyakinan sepcrti ini menjadi ciri khas dari para 

pendukung tesis ekstrom globalisasi. Untuk lebih ruernudebkan pemabaman, kila 

dapat merujuk kepada pola-pola perdagangan dewasa ini. Sebagian besar 

penlagangan dunia dilalrukaa oleb perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar 

balas-batas suam negara. Dipetkirnkan t£rdapat suki13r 37 n'bu perusahaan sekanmg 

ioi yang melakukan bisnis seperti ilu. Fakta yang paling sentral adalah masing-masing 

darl perusahaan ini melakukan bisnis melintasi bafus..bat:as dari dua negara atau lebih. 

latar belakang ini jugalah yang membuat keberagaman nama menyangkut 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam skala global. Seperti tra.nsnamional 

corporation. sebagai salab satu nama yang digunakan PBB untuk memberikan 

gambaran mengenai bisnis tersebut Sementara para pakar lebih suka menyebtnya 

sebagai multinational corporation, multinational enterprise, atau global 

corporation 206 

Perusahaan-perusahaan ini memponyoi peran yang semakin penting dalam 

melakukan bisnis lin1as negara beegsa dan peating bagi ekooomi global. B<bernpa 

perosahaan besar mempaayoi peadapalan taliUnan dari peajualM seluroh dunia me-

behmja. militer ncgara-nega:ra herkcmbang dan negara m.aju mnsih tetap tinggi. Ini 
mengindikasikan bahwa isu angbtan pemng Mau kekuatan midi ter masih tetap menjadi isu 
yang relevan dan penting di eta globalisasi sekarang, Llbat juga misalnya lulisan Noam 
Cbornsky ( 1997), "Marb;tt Democracy in a Neoliberaf Order: DocJrines and &ality 
"fhttp://www.zmag.org/chomsky/jndex.dln 

:M Robert 0. Keohane and loseph S. Nye.,. 1997. Power and lnterdependef'ICI!: Wcrld Politics in 
linnsi#on(Boston: Lilt!e Brown and Company Jnc.. blm. J.-4. 

2116 James E. Post, et.al. Business and Society: C4rptuate Strategy. Public Policy, Elhic, {Boulder 
and London:LJllne Reinner Publisher. 19%).hal. 178. 
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larnpaui produk nasional !rotor bebempa negara bangsa. Misalnya, angka penjualan 

dan General Motor pada !993 melampaui produk nasional kotor Denmark. 

Sementarn itu, Wai-Mart mempWlyai pendapatan kotor lebih besar dibandingkan 

dengan seluruh produk domestik kotor Polandia dalam lllhun yang sama. Dalam 

lronteks ini, kepala ekselrutif General Motor dan Wal-Mart bertanggung jawab 

bagi kegiatan-kegiatan ekonoral yang dikelola oleh pera pemimpin politik 

Denmark dan Polandia. 

Menyang]rut peran negara bang;;a, lebih lanjut Kenicbi Olnnne menyatakan 

babwa setidaknya ada ernpa1 mktor yang membuat peran negara bangsa di ern 

glnbalisasi ini semakin marginal. Keempat mktor tersebut nleh Olnnne disebut 

sebagai empat "l".m Faksor pertama adalah pasar-pesar modal di negara llllYu 

yang dihanjiri uang tunai untuk investnsi. Sering kali terjadi peluang-peluang untuk 

investasi seeara besar-besaran tidak ada dalam wilayah geografis yang sama di 

mana keuaogan tersebut berada, sehingga pasar-pasar modal mengembangkan 

berl>agai mekenisme unmk menlmnsfl:r dana keaangsa itu metiutasi batas-balas 

nasionaL Sekerang ini, diperldrakan I 0"/o dari dana pensiun di Ameri.ka Serikat 

diinvestasikan di Asia. Dengan katalisator kemajuan di bidang teknologi 

komWlikas~ transfer investasi di tingkat global melintasi batas-batas negara bangsa 

ini menjadi mungkin. Namun demildan, investnsi ini ksdang kala juga bersifat buruk 

bagi suatu negara bangsa di mana slru!dur elronomi dan keuangaruiya rapeh. Kasus 

yang lerjadi di negma-negam Asia Timur dapat dijadiken conoolt Wlmk menjelasken bal 

ini. 

:nn Ohmae. qp.<;it. hal. 4 
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"111 kedua menurut Kenichi Ohmae adalah industri yang mempunyai 

orientasi lebih global dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Strategi 

pemsahaan-perusahaan multinasional modem tidak lagi dibentuk dan dikondisikan 

oleb alasan-alasan negara melainkan lebih peda keinginan dan kebuluhan untuk 

melayani pesa!'-pesar yang menarik di lJllliia pun mereka bemda, dan dalam rangka 

membuka sumber-sumber di mana perusahaan-peru - beropernsi. 

Sebagai con!Dh bahwa perusahaan-pe!l!Sahan Erope dan Amerika Serikat dewasa ini 

bergerak memasuki wilayah-wilayah Cina dan India karena dalam pemahaman 

mereka wilayeb-wilayah ini mempunyai pangsa pesar yang besar. Cina merupalam 

negara. dangan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan kemajuan ekonomi yang 

cukup signitikan. ini tentu saja alam menawarltan banyak keunfllngsa bagi 

~globalfllrsebut."" 

Selanjutnya, sebagainama telah disinggung dalam umian sebelumnya, 

pergerakan investasi dan industri ini sangat dipengarohi oleh "I" ketiga. yakni 

teknologi infonnasi. Ditambah dengan semakin murahnya biaya trnnsportasi 

rnembuat perusabann-perusahaan trasnasional dan aliran modal global menjadi 

semakin mudab untuk bergemk. l'eikembangan kedun 1ilktor inilah (.l'akni teknnlogi 

infunnasl dan rendahnya biaya transporlasi) yang menjadi faktm katalis paling 

fundamental bagi proses globalisasi sekanmg ini. Konsep-konsep giobalisasi yang 

menyangkut integrasi, inum1ependensi, dan interlink mnneul karena perkembangan 

teknologi komunikasi dan transportasi. Jnilah meugapa perkembangan di bidang 

teknnlogi knmunikasi kita anggap sebagai filktor kataiis bagi proses giobalisasi. balk 

globalisasi budaya, ekonomi, maupnn politlk. 
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"f' keempat a:dalah konsumen-konswnen individual yang orientasinya sudah 

semakin mongglobal. Deegan akses infonnasi yang lebih boik tentang gaya hidup di 

seJuruh dunia, pam ini mompunyai lebih banyak kemungkinan untuk membeli produk 

luar nogeri denan piliban yang semakin beragam. Disisi yang lain, pam konsumon 

semakin rnonginginkan produk-produk yang terbaik dan paling murah, tidal< monjadi 

soal bagi mereka dad mana produk-produk itu berasal. Akhirnya, dengan merujuk 

kepada keempat "l" yang telab di~ di alliS, muka proses gk>balisasi dalam bal 

invesmsi dan petdagangau semakin tetbuka Iebar."" 

'Jt1f Ibid. 
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BABIV 
HAL IKHWAL IOl:GENTINGAN YANG MEMAKSA 

A. Quo Vadis Ballkhwal Kegesllugau yang Memaksa 

Diawal kemerdekaan Republik lndenesia tepalnya anfllra 17 Agustus 1945 

s.d. 31 Desember 1945, Presiden tidak pemah menetapkan Perpu. Diperkirakan 

ade beberapa faktor yang menyebebkan Presiden tidak menetapkan Perpu, yaitu: 

L Presiden dan pemetintah pade umunya lebih menekankan pengguoaan 

kelruasaan presiden sebagahnana diatur dalam Aturan Peralihan Pasal IV 

yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk memerintab atau 

menetapkan sesuatu dengan dekrit (memerintab dengan dekrit). Dan ini 

rerlibet dari penetapan berbagai Maklumat. 

2. Secara teknis perpu harus segera diajukan ire DPR untuk disetujuf menjadi 

undang-undang atau dieabut (apahila tidak disetujui).'10 

Baru pade tabun 1946 mulailah Presiden rnenetapkan perpu (sahanyak 10 

buah), dan pada tabun yang sama 2 beah Perpu disahkan sebagai undang-undang 

dan sebuah lagi dicabut. Barangkali keadaan darurat waktu itu tidak 

mernungkinkan sebuah kaidah UUD dapat dijalaelrun menurut teks yang 

tereantum didalamnya. Tetapi dengan pengguoaan lembaga Perpu ini, akan 

ter!rurangi penyelenggaraan pemerintaban dengan Dekrit dan Maklumat, dan 

sekaligus pembentukan peraturan 

21!J.!al ini tidak mun~ dilaksann.kan karena DPR yang dimaksud s.d. tanggal16 Oktober 1945 
belllm dibenlltk. Tetapi setelah status KN1P (dilaksane.kan BP KNIP) diubah .menjadi bade.n yang 

~ 'mel~ k~lruasaan legislalif (DPR} pembentukan Perpu telab dlmungkinlamJ)apat dibaca 
Bagir Manan & Kuntana Magnar, Beberapa Mosalah Hukum Tala Negara Indonesia. Bandu.ng: 
Alumni,l997)hal183~184. 
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perundang-undangan makin diarahkan pada bentuk-bentuk yang diatur da1am 

UUD.211 

Bagir Manan mencatat dalam pra.ktiknya selama ini "hal ihwal 

kegentingan yang memaksa" tidak sekadar diartikan sebagai adanya bahaya, 

ancaman, atau berbagai kegentingan lain yang langsung berkenaan dengan negara 

atau rakyat banyak. Dalam sejarahnya ada Perpu yang ditetapkan untuk 

menangguhkan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penambahan Nilai212 dan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan.213 Menurut keteotuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1983, UU ini 

mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984. Menjelang tanggal tersebut temyata 

belum slap sehingga perlu ditanggubkan?14 Demikian pula UU Lalu Lintas dan 

angkutan. Menurut ketentuan Pasal 74 UU tersebut mulai berlalru pada tanggal 1 

212 Perpu yang dimaksud adalah Perpu lentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Ni.lai 1984, Perpu No. l tahun 1984. 

213 Pcrpu tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-UndangNomcr 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkula.n Jalan. Perpu Nomor 1 Tahun 1992. 

214 Ada em pat pertimbangan dikeluarkannya Perpu No. 1 tahun l984.tersebut: 
a. bahwa pelakswuum Undang-unda.ng Pajak Pertambahan Nilai 1984 alau Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjua1an atas Barang Mewah yang berdasarkan undang-undang tersebut rnulai berlaku 
pada tanggal I Juli 1984, akan rnernpunyai pengaruh yang luas terhadap kehidupan 
perekonomian nasional; 

b. bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut sangat mernerlukan kesiapan yang sebaik­
baiknya pada aparatur pcrpajakan dan pada seluruh lapisan rnasyarakat. terutarna 
pengusaha yang terkena pajak tersebut 

c. bahwa upaya yang selama ini leloh dilllkukan dalam rnngka rnewujudkan kesiapan 
sebagaimana c:'limaksud dalam huruf b tersebut di atas dinilai masih perlu di tingkatkan 
lagi, sehingga karena itu dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undang­
undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 terse but; 

d. bahwa karena keadaan yang sangat mendesak, terutama dilihat dari segi waktu, rnaka 
penangguhan berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 perlu diatur 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. R 

Dilihat dari pertimbangannya. rnaka pertirnbangan tersebut adalah rnurni pendapat pribadi 
presiden. Perpu ini akhirnya disetujui oleh DPR menjadi UU No. 8 tahun 1984 tentang 
Penetapan Peraturnn Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1984 tentang 
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi 
Undang-Undang dan disahkan oleh Presiden Soeharto pada 27 Oktober 1984. 
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September 1994. Namun, menjelang tanggal lersebut lemyata belum slap. 

Kea.daan "belum sjap" menjadi dasar membuat Perpu penangguhan. Jadi. suatu 

"kegentingan yang memaksa11 tidalc semata-mata karena keadaan mendesak. 215 

Amandemen temadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ielah 

membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaman Indonesia, khususnya 

lembaga Dewan Pe.wakilan Rakyat Dalam perubahannya, UUD NRI Tahun 1945 

memberikan kekuasaan membentuk undang-urulang kepada DPR.?" Selaln 

memilild lrekuasaon/fungsi legislasi tersebut DPR juga memiloo fungsi anggaran, 

dan fungsi pengawasan. Pembentukan Perpu Nomor I Tahun 2007 dianggap 

seakan-akan mencederai semangst dalam perubahan konstitusi ten;ebut. 

B. Argumentasi Pemerinmh dan DPR 

Untuk menjawab pennasalahan yang coba dibahas dalam karya ilmiah lnJ 

maka ada balkuya penulis memaparkan tentang argumentasi yang diajukan ol<ili 

pemerintah baik: dalam ketenmgan yang ditandatangani oleh Menteri yang 

bersangkutan maupun yang tertuang dalam konsideran Perpu Nomor 1 Tahun 

2007. Argumentasi pemerintuk penting untuk dipeperkan untuk mengetukui hal 

yang berkaitan dengan politik hokum dan penjelasan tentang hal ikhwal 

lregentingan yang memaksa. Penulis juga menyampaikan tanggapen fraksi-fraksi 

:m. Bagir Manan, Lembaga Kepresidena:n. Op. cit., him. 155 

116 RepubUk; Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Talmn 1945, Pasal20 ayat 1 
Setclah amandemen,. selain DPR dlkatakan memegang kekuasaan membentuk unda.ng-undangjuga 
terdapat ketentuan da!wn aya!t-ayut sdanjutnya yang mcnyat.akan babwn "setiap rancangan 
UJ'I~undlmg dibabas bersama DPR dan Presiden untuk memfapat perootujwn bersama". 
Sedangkan sebelum amande:men di dalam UUD 1945 banya disebutknn bahwa "tiap-tiap undang­
undang rnengbendaki pen:etujUM Dewan Perwalcilan Rakyat" dan pada pasa! selanjutnya diat-.c: 
jvga jika sebuah RUU yang telab distejui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden. maka RUU 
tersclmt tidak boleb dimajukan lag! dalam pen:lidangan DPR masa itu. 

107 
Universitas Indonesia 

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH UI, 2009



atas argumentasi yang diajukl!n oleb pemerintah t=ebut maupun juga terhadap 

realitas pelaksanaan fungai legislasi yang dimiliki oleh DPR. 

B.l~ Argumentui Pemerintah 

Mcnurut ketetuan dalam Pasal 38 Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005, 

setelah Perpu ditetapkao oleh Presiden, menteri yang tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tersehut kemudian menyusun Raneangan Undang-Undang 

mengenai Penetapan Peraiman Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi 

Undang-Undang.217 Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraiman 

Pemerintah Pengganli Undang-Undang menjadi Undang-Undang tersebut 

kemudian ukl!n disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dalam kail1lllllya 

dengan Perpu Nomor I tabna 2007 make menteri-menteri yang memiliki 

keimkaitan dengan Perpu tersebut den mewakili presiden adalah Menteri 

Perdagangan, Menteri Keuangan, Menter! Hukum den HAM.'1' 

Dalam papal1lllllya pemerintab menegaskao upayanya untuk mencapai 

sasaran pertumbuflan ekonomi dan total invcstasi, serta upaya unuk menek:an 

angka kemiskinan dan pengangguran sampai dengan akhir 2009. Hal tersebut 

menurut pemerintah bukanlah merupakan sesuatu yang mudah melainkan 

diperlukl!n langkah-langkab yang langsung dapat meraih sasaran-sasaran tersebut 

Langkab terobosan pemerintah l=ebut diperlukan mengingat bebernpa kondisi 

sebagai borikut119 

211 Republik Indonesia. Pcrn.turnn Preside~ opciL. Pasat 38. 

218 lbid, pasa125 dan 26. 

219 Menttri Perdagaogan. Mentcri Keunn~ Menteri Hulrum dan HAM, Keterangan Pemerinlah 
Alas RUU tentang Penetapan Perpu N<11Mr 1 Talnm 2007, Jakarta It September 2007. 
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1. Dikatakan oleh pemerin!llh pula bahwa Indonesia pada !llhun 2005 

mengalami penurunan peringkat daya tarik investasi pada-urutan ke 131 

dari 175 negara pada !llhun 2005 dan pada urutan ke 135 dari 175 negara 

pada !llhun 2006. Angka tcrsebut merupakan basil lapuran International 

Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia yang beJjudul "Doing 

Bw;iness 200'1" yllllg melalrukan survey terbadap 175 negara.220 

2. R.eal.isasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada 

!llhun 2005 mencapai sekitar US$ 8,9 Milyar dan pada !llhun 2006 turun 

menjadi US$ 5,9 Milyar. Dibandingkan dangan arus investasi di negara 

ASEAN lainnya, pencapajan inevestasi Indonesia masih jaub 

tertinggal.Sebagai cootoh Thailand pada !llhoo 2006 meaerima Foreign 

Direct Invesment (FDJ) sekitar US$ 9 Milyar, atau Singapura pada !llhun 

2005 memperoleh FDI sekitar US$ 192 Milyar.221 

3. Argumentasi akan kemeodesaka.n yang menimbulkan hal ikhwal 

:ut> Ibid 
221 Ibid 
m Ibid. 

k:egentingan yang memaksa menurnt pemerintah yakni pembenahan ildim 

investasi sebagaimana kasus yang terjadi di Batam dan Bintan. 

Kemendeskan te~but dapat dilihat dari nilai ekspor Batam dan Bintan, 

dalam kurun waktu 1993-2001 yang nilai ekspomya !eros mengalami 

kenaikan dari sekitar US$ l Milyar menjadi hampir mencapai US$ 7 

Milyar, atau hampir 14% dari totalekspor nasional. Namun, peda !llhun 

2002-2006 !eljadi penurunan menjadi sekitar US$ 5 Milyar, atau sekitar 8 

persen dari total ekspor nasiQnal. 222 
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4. Pemerintah mendalilkan bahwa sempat terjadi peningkatan ekspor dari 

Batam pada tahun 1993·2001 diakibatkan oleh diberikannya kek:hususan 

di Batam dalam bentuk kawasan berikat (banded zorte) yang dalam 

pl'llkreknya (defacto) sudah berfungsi sebagai Free Trade Zone serta 

kek:hususan didalam hal diberikan pengelolaan atas tanah di Batam. 

Sementara, perkembangan di Bintan tertama di dorong oleh pemeberian 

Fasilitas PPN tidak dipungut dan penangguban Barang Mewah untuk 

bahan baku, peralatan, dan mesin produksi. Namun pada tahun 200:!-2006 

teJjadi penurunan ldneJja eksper, antara lain karena pengarnh dicabu!nya 

lilsilitas rersebut diatas serta dirasakan belum adanya kepastian hukum di 

bidang investasi di wilayab Batam maupun Bintan. Para investor sejak saat 

itu hingga sekarang senantiasa menanyakan peyung hukum (berupa 

undang~undang) yang pasti dan melindungi berbagai investasi di kawasan 

. tersebut dengan berbagai incentive!lremudahan yang diberikannya pada 

kawasan tersebut.w 

5. Dari awal pengembangan Batam Bintan. Karimun sebagai wilayah 

w Ibid 
l.U Jbid. 

eknnomi k:husus disadari nilai strategis dikaranakan jaraknya yang sangat 

dekat dari Singapura maupun Malaysia membedakannya dari wilayah Jain. 

Harapannya adalah wilayah Batam, Bintan dan Karimun akan menjadi 

kawasan komplementaritas dari Singapura sebagai pusat regional untuk 

perdagangan, finansial, konvensi dan transhipment.Z24 
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Selain 5 (lima) hal yang diajukan pemerintah dalam bentuk keterangan 

menteri-menteri1 argumentasi Pemerintah dalam pembentukan Perpu Nomor 1 

Tahun 2007 juga dapat dilihat dari Konsideran l'e!pu itu sendiri, yaitu:"' 

a. bahwa globalisasi ekonomi yang menuntut dikuranginya 

berbagai hambatan di bidang perdagangan selain 

merupakan kondisi yang memberi peluang lUltuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan 

investasi~ juga mengakibatkan menurunnya daya saing 

nasional sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius 

terhadap perekonomian dan perdagangan nasional serta 

meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan;"" 

b. bahwa kebijakan nasional pembentukan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang Nomor 1 

Tahun 2000 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi Undang-

Undang berdasarkan Undang~Undang Nomor 36 Tahun 

2000, yang meropakan salah satu bentuk kawasan ekonomi;227 

c. bahwa penundaan pembentukan kawasan 

perda-gan bebas dan pelahahan hebas tclah menciptakan kondisi 

d!!I'Utllt ekonomi dan hal ihwal kegentingan lainnya yang 

us Republik lndonesia, Pera/ur(ut Pemerintah Pengganti Undang~Undang, Perpu len!ang 
Perubahan Alas Uruiang--Urrtfang Nomor 16 Tahun 200() TenJang Pemtapan.Peraturan Pemerintah 
Pengganti flrtdant.Untkmg N01110r 1 tahun 1000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Mef!)adi Undang-Undang, Pe1pu Nornor I Tahllii 1007. Konsideran Perpu. 

=!bid 
221 Ibid. 
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mendorong Pemerintah menempuh lrebijakan s!Tategls untuk 

mengatasinya;228 

B.l. Tanggapan DPR Alas Pembentnkan Perpu 

Mesklpun pada akhirnya Perpu Nomor I Tahun 2007 disetujui dau 

ditetapkan sebagai Undang-Undaug, namun untuk sampai disahkannya Perpu 

tersebut tidaldah muduh. Berdasarkan data yang diperolah peDJJlis, ada I Fraksi 

dari 10 Fraksi yang mengajukan Daflar lnventarisasi Masalah (DIM), yakni 

Fraksi Partai Demokrasi Jndonesia Peljuangan (Fraksi POI Peljuangan).229 

Sebagaimana yang suduh menjadi lrebiasaan (kvnve11Sl) di DPR, dabun setiap 

Rancangan Undaug-Undang maupun Perpu, maka setiap fraksi-ftaksi di DPR 

diberikan kesempatm memberikan perulapatnya dabun bentuk Daftar 

Jnventarisasi Masalah (DIM).230 

Seeara substansi Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa hal, y:doli: 

1. Fraksi PDI pelju1111gan menyatakan pendapamya bahwa penguraogau 

bambatan perdagangan barus daban suatu design membangun kedaulatan 

ekonomi Indonesia dengnn mengedepankan kepenting-an nasional dan 

bukan sebagai tekanan gloalisasi. Demikian pula, 

Z2S Ibid 

229 Dalam periode DPR 2004-2009 memang di ban yak kesempatan Parta.i I Fmk.si PDJ Perjuanpn 
menyatakan dirinya sebagai partui opisisi, sehlngga dalam banyak kebijakan pemerintnh yang 
sering dikritisi bahkan ditolak oleh Fraksi terr.ebut. 

fraksj-ftaksl setain Fraksi PDI Peljuangan memang secara dit facto tidak: mcnotak 
keberadaan Perpu Nomor 1 iahun 2007, sehingga rnereka mengosangkan DIM )'11ng l.e!ah 
&borilom. 

Sfba&aimana yang sudah menjadi keblasaan (k<mvemi) t:!i I)PR, dalw:n setiap Rancangun 
Undang-Undang mrrupun Pcrpu. maka sedap fraksi-frnksi di DPR dibe.rikan keslmtpWn1 
memberikim pe<ldapalnyu dalnm benruk Da!W lnven..masi Masalah (DIM). Dallim Keputusan 
Dewan Penviililan Rakyal Repub/Jk Jtttionesitl ten/ang Peraturan Tala 1'ertib Dewan Perwakilan 
Ra!r:ya1 Republik Indonesia. No. 08/DPRRl/l/2005"2006. mcmang Dl'-4" tidak: diesbl.ltkaft seearn. 
tegas. Namun sudah mcnjadi kebiasaan yang berlaku umum di DPR ketih:.t membabas sebuah 
RUU, setiap fraksi dibetikan hak memberiknn pendap;rtnya dalam bentuk DIM. 
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menurunnya day a saing nasional yang menimbulkan dampak. yang 

sangat serius terhadap perekonomian tidak disebabkan oleh gloalisasi,. 

namun sebagai akibat kebijakan ekonomi yang tidak. tepat. Logika 

konsideran ini merupakan cerminan "politik kambing hitam" yang 

menyalahkan globalisasi. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat babwa 

dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas 

pembentukan peratunm perundang-undangan yang balk yang antara lain 

meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian antara jenis dan 

materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan. 

Menurut Fraksi PDI Perjuangan hal yang disampaikan oleh pemerintah 

dalam konsideran Perpu Nomor I Tahun 2007 hanyalah rasionalisasi 

sempit dan logika linear sehingga meningkatnya angka kemiskinan dan 

pengangguran lebih disebabkan oleh globalisasi ekonomi. Dalam suatu 

konsideran yang tidak memberikan landasan filosofis dan arab terhadap 

pembangunan perekonomian Indonesia, maka menjadi relevan 

untukditanyakan substansi dari batang tubuh undang-undang tersebut 

Inilah bukti ketidakkonsistenan Pemerintah terhadap asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Sikap ini dikhawatirkan hanya 

memfungsikan konsideran sebagai pembenar Perpu dan contoh 

pragmatisme pembuatan peratunm perundang-undangan. 

2. Terhadap konsideran tersebut Fraksi PDI Perjuangan manyatkan sebagai 

berilrut: Frnksi PDI Perjuangan mengingatk:an bahwa Presiden terikat 

pada Sumpah Presiden untuk "memegang teguh undang-undang dasar dan 

menjalankan segal&. undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
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lurusnya". Demikian pula anggota DPR terikat pada Sumpah Anggota 

DPR untuk "memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD NRI 

tahun 1945 serta peraturan perundang undangan". Hubungan kausalitas 

dalam substansi konsideran yang kedua di atas tegas-tegas mengatakan 

bahwa "kawasan tersebut belum dapat diwujudkan karena dibentuk 

dengan undang-undang". Konsidcran (b) ini adalah bukti formal, ketidak 

sungguhan Presiden untuk menjalankan undang-undang dengan selurus­

lurusnya. Fraksi PDI Peduangan mengingatkan kembali bahwa sejak 

ditandatanganinya MOU antara Pemerintah Singapura dengan Pemerintah 

Indonesia, telah lebih dari 5 (lima) kali mengingatkan urgensi 

pembentukan kawasan ekonomi kbusus di Batam. Fnoksi PDI 

PeJjuangan sangat memahami posisi strategis Batam, Bintan dan Karium, 

dan memahami akar persoalan di BBK. Namun mencari-cari pembenarnn 

Perpu dalam konsideran undang-undang adalah pemaksaan 

konstitusional. Apabila RUU ini diterima menjadi undang-undang, maka 

pelanggaran sumpah Presiden dilegalkan dan menimbulkan masalah 

konstitusional dan konflik antar lembaga negara. 

3. Fraksi PDI Perjuangan menolak perumusan "penundaan pembentukan 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah menciptakan 

kondisi darurat ekonomi". Menurut .Kamus Besar bahasa Indonesia: 

Penundaan berarti hal perbuatan menunda. Dengan demikian ada 

pelaku/subyek yang bertanggung jawab atas penundaan pembentukan 

kawasan tersebut Lebih-lebih penundaan tersebut telah memberikan 

dampak yang 1uar biasa berupa "darurat ekonomi". Harus diselidiki pihak 
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mana yang sengaja atau tidak sengaja melakukan penundaan. Fraksi PDI 

Perjuangan tidak bisa menerima penjelasan Pemerintah bahwa 

"penundaan" dikaitkan dengan fakta sampai saat ini rencana Wltuk 

menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas belwn terlaksana. 

Dengan tertundanya penetapan ini akan berdampak pada hilangnya 

momentum atau kesempatan ekonomi yang seharusnya dapat diraih di 

daerah tersebut. "tertunda" mengandnng pengertian terhenti, ditanggubkan 

karena suatu sebab, dan ini berbeda substansinya dengan penundaan yang 

menjadi awal konsideran huruf (c). Apabila Perpu ini diterima, maka 

melegalkan pelaku penundaan yang mengakibatkan kondisi Darurat 

Ekonomi justru dibenarl<an dan dijadikan latar belakang perubahan 

undang-undang. Fmksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa pembatalan 

pengesahan RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam pada Pemerintahan Megawati dilakukan bukan 

sebagai bentuk penolakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam, namun sebagai bentuk konsekuensi atas Kyoto Convention 

dan ketentuan wnum di negara-negara lain, dimana Free Trade 

Zone (FTZ) terpisah dari pemukiman penduduk. Pembatalan itu terjadi 

pada tahun 2004, sehingga sebenamya tersedia waktu selama 3 (tiga) 

tahun bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono untuk mengambil 

kebijakan yang tepat terhadap Batmn, Bintan dan Karimun. Selain itu juga 

tersedia waktu selama lebih dari 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya 

MOU antara Pemerintah Singapura dengan Pemerintah Republik 

Indonesia tentang Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Suatu MOU 
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antar pemerintahan negara seharusnya disiapkan secara matang, karena di 

dalamnya menyangkut kepentingan nasional yang bersifat sangat 

strategis. Karena itulah keluamya Perpu No l tersebut membuktikan tidak 

adanya konsepsi kebijakan dan tidak adanya perencanaan dan tidak ada 

konsistensi kebijakan lebih-lebih dengan "desakan yang berulang kali 

disampaikan oleh Komisi VI dan Pansus RUU Cukai dan kepabenanan". 

Fakta-fukta inilah yang bagi Fraksi PDI Peljuangan sebagai bentuk 

penwtdaan. 

4. Apabila konsideran huruf a, b dan c dianggap sebagai suatu thesa, maka 

antitesa yang diambil Pemerintah untuk segera mewujudkan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabnban bebas seharusnya adalah Perpu yang 

langsung membentuk dan bebas perdagangan kawasan pelahnban bebas 

Batam, Bintan dan Karimun. Hal yang sama pemah tetjadi dengan 

dikeluarkannya Perpu no 2 tahun 2000 yang secara Iekas dan tepat 

membentuk Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang. 

Fraksi POI Petjuangan berpendapat bahwa mengaitkan kondisi damrat 

ekonomi dengan solusi melakukan amandemen UU Nomor 36 tahun 2000 

tidaklah tepat. Dengan amandemen tersebut, maka tetjadi konflik 

kelembagaan dalam fungsi legislasi antara Pemerintah dan DPR, 

dengan pertimbangan sebagai berikut 

a. Bahwa Perpu No. 112007 yang hanya mengubah kata ''Undang-

undang" menjadi "peraturan Pemerintah" terhadap Pasal 2, 3 dan 

Pasal 4 UU no 3612000 merupakan bentuk pengambilalihan sepihak 

terlladap kewenangan DPR oleh Presidem terhadap pembentuUD, 
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penetapan batas-batas kawasan dan kegiatan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas yang semula rliretapkan dengan 

undang-undang menjadi' peraturnn pemerinluh. 

b. Bahwa implikasi alas pengambilalihan kewenangan secara sepihak 

berdampak Pada pertentangan antara lembaga negara dan Ielah 

masuk pada persoalan etika hubungan antar lembaga negara. 

c. Ditinjau dari segi substansi melalui peadekatan peraturnn 

perundang-undangan. maka PP no 46, 47 dan 48 luhun 2007 untuk. 

kawasan BBK bertentangan dengan UU no 53 luhun 1999.UU. No 

53 ten;ebut merupelom lex specialis atas UU No 22 luhun 1999 

tentang Pemerlnluhun Daernh dimana didalamnya diretapkan 

territorial pemeri.ntahan otonom Kota Batam berikut kewenangan 

wajib Pemerintaban Otonom tersebut yang terdiri atas pekeJjaan 

umum1 kesehat.al\ pendidikandan kebudayaan, pertanian. 

perbubungan, industri dan perdagangan. penanaman 

mnda~lingkangan hidup, pertanahan, koperasi dan t<maga !<ega. 

Kewenangan wajib dan tenitorinl Kola Batllm yang ditetapkan 

berdasarkan UU no 5311999 tersebut tidak dapat diambilldikalahkan 

oleh Peraturnn pemerinluh No 46 luhun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam. 
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C. Catalan Kinerja Legislasi DPR 

Meskipun agak: terkesan memilik.i sudut pandang yang berbeda tentang 

penggunaan asas hal ik.hwal kegentingan yang memaksa, namun penulis mencoba 

menampilkan sisi lain dari relitas pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR. Menurut 

penulis hal ini sangat penting mengingat salah satu unsur dari hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa adalah keterbatasan waktu. 

Seka.lipun memiliki kekuasan dan segenap :fungsi sebagaimana tercantum 

dalam konstitus~ pelaksanaan atas fungsi DPR dirasa masih tidak optimal. Hal 

tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR. 231 

Dalam laporannya, diidentifikasi bahwa permasalahan yang menghambat kinerja 

dewao dapat dilihat dari pelaksanaao 3 (tiga) fungsi DPR, yaitu: 

a. Fungsi legislasi: kualitas undang-undang (UU) yang rendah, 

kuantitas/jumlah UU yang dihasilkan tidak memenuhl target Prolegnas, 

mapun proses pembahasan yang tidak transparan.232 

b. Fungsi pengawasan: keberadaan rapat-rapat yang tidak efektil; 

penyerapan aspirasi masyarakat kurang efektif dan tidak ditindaklanjuti, 

serta tl!gas dan fungsi check and balances tidak optimal dijalankan.233 

c. Fungsi anggaran: anggaran tidak menjawab kebutuhan masyarakat. tindak 

lanjut basil pemeriksaan BPK kurang efektif.234 

n 1T101 Kajian Peningkatan Kinerja DPR. ada1ah tim yang terdiri dari anggota Fraksi-Fraksi di 
DPR yang bertugas untuk melakukan kajian untuk memperbaiki dan meningkatkatkan citra DPR 
Rl. 

23lrim Kajian Peningkatan Kinerja DPR., Reformasi Dewan Perwalrilan Rakyal Republik 
Indonesia, (Jakarta: Sekreta:riat Jenderal. DPR., 2006) halwnan viii 

233 Ibid. .b~aman xii 

234 Ibid, halaman xv 
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Penggunaan instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) Nomor 1 Tahu.•1 2007 untuk mengalihkan Jrewenangan -penentuan 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari yang sebelumnya oleh 

DPR melalui Undang-Undang menjadi cukup dengan Peraturan Pemerintah, harus 

dikaji dari baoyak aspek. Salah satu yang penting untuk dijadikan bahasan adalah 

betapa lambannya peran DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 

legislasi dalam melaksanakan fungsinya. 

Akibat tidak adaoya kejelasan politik perundang-undangan, pembahasan 

tiap RUU cenderung kering, bertele-tele, babkan terjebak debat kusir tentang 

bunyi pasal dan ayat. Jarang terjadi perdebatan substansi karena disinyalir 

sebagian besar RUU yang dibahas tidak memiliki naskah akademik memadai. 

Tidak. heran jika UU basil DPR hampir selalu berpotensi tambal-sulam. 

Pengatwan hukwn simpang-siur. tumpang-tindih, bahkan bertentangan dengan 

UU yang masih berlaku. Padahal, naskah akademik sebagai kerangka pikir yang 

mendasari penyusunan RUU mutlak diperlukan, tidak hanya sebagai acuan bagi 

materi pasal dan ayat, tetapi juga dalam rangka menghindari pengaturan yang 

tambal-sulam. Karena itu, menjadi penting mereformasi pola dan sistem kerja 

DPR. Diakui atau tidak, dewasa ini mekanisme kerja DPR masih mewarisi pola 

era Orde Barn. Meski secara formal DPR bekerja melalui komis~ badan, dan 

panitia, kenyataannya semua alat kelengkapan Dewan masih dalam kendali dan 

subordinasi fraksi-fraksi. Padahal, peran fraksi-yang notabene bukan alat 

kelengkapan DPR-mestinya hanya sebatas koordinasi dan fasilitasi. Ironisnya, 
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para politisi DPR justru "menilanati" kondisi kehilangan kedaulatan ini dahun 

rangka menghindari tanggung sebagai wakil rakyat."" 

Sebagai catatan, pada !nhun 2005 DPR hanya dapat merampungkan 14 

undang-undang, !nhun 2006 sebanyak 49 undang-undang dan !nhun 2007 

sebanyak 40 wtdang-undang. Semenlll!a itu, dati total target 284 Undang-Undang 

yang hams diselesaikan DPR sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasioanal 

(l'roleguas) 2()04..2009, hingga saat ini baru 155 UU yang berhasil diseletallam 

oleh DPR. 216 

Diakui atau tidal<. DPR dewasa ini tetiehak rutinitas politik tanpa kernngka 

ketia yangjelas. Padaltal, titik tekan fungsi legislasi sesuai basil amandemen UUD 

1945 ada di Iangan DPR. Sebagai konsekuensi logis perubehan konsritas~ DPR 

hams memiliki semacam "politik perundang-undangan". Artinya, DPR sebagai 

lembaga legislatif hams menyusun eetak biru perundang-undangan yang menjadi 

acuan pelaksanaan fungsi legislasi yang diembannya. Desain besar itu talc banya 

mencakup rencana ke~a legislasi DPR sel...,alima tehun, tetapi juga target yang 

hendak dicapai sehingga secara internal DPR bisa mengevaluasi kinerja mereka 

setiap tehun. Melalui cetak biru yang sama DPR dapat menentukan RUU yang 

:ns Syamsudin Hmis. Politik Penmdang-undangoo DPR. http:lilf"'YWJJ.ompas.CQrnfkomoax­
ct!tak/060 112Z/Of!lnli24@SS9. h(ro 

m Data tenebut disampaikan Direktur Pusat Studi Huk"Um dan .Kebijakan lndonesla (PSHK) Aria 
SUyudl da!run dlskusi dan peluncuran buku ''Mengais Ha.rt\pm di Ujung Pengabdinn ... dl Jakarta, 
pada harl Selasa 10 Februarl 2009. Oengan kumpulan catatan itu, Aria mempertanyakan !dnerj!l 
DPR dalam. pembuntan UU yat1g dilakukan apabh melalui cara yang 'bertanggung jawab secara 
sosial amu tidak. Sebab. katanya. produk legWasi yang memifiki kebettanggungjawaban seeara 
sosial adalab pemturan yang mampu bekelja dan berdsya guna untuk masyarnkat yang diaturnya. 
"'Untu.k itu, peraturan itu lw'us mampu mengatasi masalah sosial yang ada di mas~ bukan 
sekadar meudisipHnkan atau menguntu.ngkan kelomJ:'l(lk terteotu, .. tandasnya.. Bisa dili.bat dibaca 
Catatan K1netja Legislasi http:llvnvw.riliskan.cqmlcgfa{;m .. fim!rja .. fegisfqsi·fior.html.. Selelith 
Febrnarl 2009 memang masih nd;i beberapa undang..undang yang telab disahbn oteh DPR, namun 
karena kunteks penulisan ini pada Perpu Nomor 1 tatum 2001 sehingga penambaban RUU yang 
tt:!ah disahkan menjadi urtdnng-undans; hingga tesis ini sek:sai,maka penulis menganggap data 
tersebut tidakmempeng:uuhi secara signi.fi'k<tn pada tulisan ini. 
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rnenjadi prioritas, yang bisa ditunda., dan jika perlu cukup diintegmsikan ke UU 

yang teJah ada.237 

Urgensi politik perundang-undangan DPR bukan saja dalam upaya 

menghindari munculnya produk leghdasi yang bersifut tambal sulam, tetapi juga 

dalam nmgka reformasi inslitusional yang lebih rerarab, koheron, lronsist<n, dan 

konsepsional. Dengan polirik perundang-undangan yang jelas, maka slnyalemen 

publik babwa DPR hanya memprioriillskan pembabasan RUU yang "basah" dapat 

dihindari. Selain itu, dengan pulitik perundang-undangan yang dimiliki, DPR 

tidak berlaku sekadax "pabrik UU" seperti tampak dewasa ini.233 

Betapa tidak., dalam Program Legislasi Nasional (Prolegaas) DPR 2006 

terdaflar 43 rancangan undang-undang (RUU) yang hams diselesaikan. Padabal, 

masih tersisa 34 RUU yang belum disel"""ikan DPR pada 2005 lalu sebingga total 

beban DPR tahun ini 77 bnab UU. lni belum termasuk RUU 'dadakan" yang 

be!um diagendakan Badan Legislasi DPR tclapi harus selesai dengan target waktu 

tertentu, seperti RUU Pemerintaban Aceh dan 18 buah RUU pemekaran wilayah 

yang lidak rertangani DPR periode 1999-2004. 

Mungkiukah DPR menghasilkan produk legislasi ber!ruali!as dan cepat 

jika Dewan memuksa diri memproduksi sebanyak mungkin UU yang ukbinaya 

berpeluang lamhal-sularn, akibat tidal<: adanya politik perundang-undangan yang 

jelas. Sejauh mana RUU-RUU ini diperlukan bangsa leila yang masih dibelenggu 

kemiskinan, korupai, penganggunm, dll. 

m Syamsudin Haris. PclitikPennuiang-umlangan DPR,Ioc.cii. 

:UIIIbid. 
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D. Peran Negara Dalam Pasar 

Fungsi utama dari pasar adalah untuk mengatur barga dalam mengaknmodasi 

fluktuasi dari penawaran dan permintaan. Pasar disahut sebol'!'i efisien apabila barga 

dari bamng atau jasa menarik peuuintaan sebanyak apa yang bisa ditawarlam. 

Keseimbangan tersebut menjadi kunci dalam efisiensi. Dan mekanisme yang beljalan 

secarn spontan ini dipercaya jauh lebih efisien daripada jika melibatkan orang-

orang yang memengaruhl penentuan barga- Penlebatan dalam melihat timgsi 

negam dan fungsi pasar antam para peadukunguya dipahami dalam. konteks studi 

ekonomi politik. Kontestasi ide dalam ekonomi poJitik mewakili tradisi yang 

beroeda-beda. Dari kalangan realis, Robert Gilpin daJam pembabasannya mengenai 

s!l1di ekonomi-politik menegaskan bahwa mekanisrne e!ronomi pelitik benmp dari 

asumsi bahwa ekonomi pelitik merupakan bentuk intetaksi anmm negam dan pasar. 

Keduanya tidak diba<>~ dangan pernlek>lan mumi ilmu pelitik, tidak pula dangan 

peadekatan mumi ilmu ekonomi. Dengan kala lain, konteks ekonomi pelitik 

membi<>ltukan mengenai bag;Umana mekanisrne harga daJam pasat memengaruhl 

owcome dari aktivitas ekonomi dengan bagaimana negara akan mengalokasikan 

sumber-sumber ekonomi tersebut. 239 

Sadeng Mohtllr Mas'oed (2001} menegaskan bahwa daJam disiplin ilmu 

bnbungan inll:masional, ekonomi peUtik inremasional, u1amanya, merupakan 

jembatan bagi dan bidang s!l1di lain yaitu politik intemasional dan ekonomi 

intemasional.240 Karena dahun dunia modem terdapat pen;inggungan yang intens 

219 Robert Gilpin, Global Poitical &cmmty: Understanding the /nterllQJioncl Economic 
Oder, Princeton: Printeton University Press, 2001. 

2.41! Mohtar Mas'oed •. Ekon.:;mi~Politik lnJernosioMI dan Pembangunan, Yogyakarta : Pustaka 
Pelnjar. 2001 
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antara negara dan pasar sebagai institusi politik dan ekonomi, maka pertanyaan­

pertanyaan yang muncul adalah mengenai bagaimana negara dan proses-p!'Ol«'s 

politik berdampak lerbadap distribusi kesejahteraan? Lebih kbususnya, begaimana 

keputusan-kepulu pofitik memengarubi alokasi keuntungan dan kerugian dari 

aldivitlls ekonomi? Namun kebalikannya, ekonomi pofitik juga mern:oba untuk 

menjawab pertanyaan mengenai pengenah kekualan pasar dan penguasrum ekoMmi 

di an- negara-negara dan aldnr-aktnr politik? Pertanyaan ini l1:nllln)la ntell!Juk 

kepada bagaimana lrekualan pofitik ikut membangun hierarchy of states dan 

disparitas politik. Oleh karenanya, antua negara dan pesar tiduk ada yang dianggap 

lebih penting, keduanya membentuk pola relasi yang cyclical. 241 

Menurut Gilpin, seliduknya ada tiga isu utama yang betknilan dengan 

permasalahen ekonomi-politik. Pertama, mengenai inrerdependensi pasat. 

Akankah mekanisme interdepeadensi pasar ini memunculkan bannoni? Dan apakah 

dibutubkan kekuatan hegemonik untuk: mengaturnya?.242 Para tooretisl sating 

betsilang pendapat delam masalah ini. Elronom liberal peroaya baltwa international 

division of lohor delam mekanisnre pesar justru memberikan keuntungan dan kondisi 

yang harmonis antamegara. Mereka jup mempercayai interdependensi yang terjadi 

dalom sistem yang sifutnya anarchical sebingga kerja sama dan kompatisi terjadi. 

K<:semoanya ini mengarahkan kcl!idupon numusia menjadi lebih sejaltma. Sedangkan 

mereko yang men!igunokan perspektifkin (termasukjugo di anlllrnnyaarlalahpara 

pengesung soslalisrne dan marxisme) akan mefihot struk!ur pasat dunia yang 

sesunggolmya me.rupekan konstruksi kapiialisme yang cenderung imperialistis dan 

~~Ibid, hat.S 

Z4
2 0ilpin. Op.Cit. him 12 
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hegemonik. Mereka percaya baltwa pe!llll negara masih dianggap scbagai jalan 

terbaik untuk rnendapatkan kelmtungan dari mekanisme pasar. 

Kedua, tentang hubungan antara transformasi ekonomi dengan transfonnasi 

pelitik Apakah perubaltan-perubaban dalam struktur ekonomi akan memengaruhl 

iklim politlk'P43 Dalarn fenomena selepas krisis finansial Asia yang melanda 

pada 1997, fuktor-fuktor scperti krlsis ekonomi, kegagaian pemerintah dalam 

memperbaiki kondisi perekonomian, rendahnya tingkat kesejahteman kelas 

menengah. adalah pemicu munculnya perdcbatan autara gagasau yang masih 

pen:aya terhadap keampahan pasar melawan para pendukong gagasan yang mencoba 

membuktikan bahwa mekani;me pasar Ielah gaga] dan menjadi penyebab utama dari 

krlsis linansial Asia 1997. 

Ketiga, isu-isu yang berkaitan dengan dampak ekonomi pasar dunia 

temadap ekonomi domestik. Oleh karenanya perdebatan berldsar seputar 

pertanyaan-pertanyaan apakah dampalmya terbedap negam-negam yang sedang 

berkembang?"" Tradisi liberal melihat bahwa aliran perdagangan intemasional 

bertindak sebagai engine of growth bagi perekonomian dan memajukan 

perekonomiau negam berlcembang. Sedangkan mereka yang berada dal!lm kobu kiri 

pen:aya bahwa fuktor ekstemal ini justru banya akan menegahkan tatanan sosial yang 

konservmif dan eksploilmit: Beberapa kalangan kiri yang be!Jl311dangan nasionalis 

juga meyakini bahwa perdagangan intemasional dengan meknnisme rezim pasar 

banya akan merugikan negam·negam yang korang berkembang. Menurut pan­

dangan mereka, apa yang teliadi justru eksploitasi oleh negam m•ju dan perusehaan­

perusehaan multinasional. 

m Ibid., hlm. 13. 

u. Ibid, haJ.14 
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D.l. Margimdisasi P~ran Negara 

K..-akteristik dari negara-bangsa adalah batas-batas kekuasaan teritorial. 

Dalmn batas wilayah kedauJalan itulah, negara adalah otoritas tertinggi. Dengan 

landasan filosofis pendiriannya, negara tidak banya dalam aspek lremnanan, negara 

rnemililci penm yang ekstensit Hal ini dapat kita lihat dalam periodo-periode mula 

munculnya negam-negara bangsa. Sebnah negara bangsa biasanya mernihld adrninistrasi 

publik yang s..-na di dalam wilayah teritoriaL Dalmn praktilmya selama bebempa 

ahad ini, negara-bangsa juga memiliki fimgsi kootrol alas ekonomi Dikatakan babwa 

negara juga meoemplrnn kebijakaa ekonomi te.....,tu di dalam teritorial kelruasannya. 

Negara memililci apann-apruat moneter, kepabeanan dan fiskat Kesatuan negara di 

dal..-n batas terilorial ini dilaksanakaa be!tlasarl<an langgangjawab negara alas 

lnilah perbedaan yang ditemnken dalam perdebalan antarn negara dan pasar. 

Pasar mempercayai mekanisme alamiah dalarn mencapai kes<;iahternan, retapi 

makmutan adalah legitimasi intervensi alas tindakan intervensi. Kita bisa mellbat 

babwa selama ini negara teiah menemplrnn fungsi tersebut dal..-n kehldupen manusia 

sebelum fungsi itu diperdebatkan kembali saat ini. 

Mula dari perdebatan ini menyangkut peran neg..-a dalam pembangunan 

ekonorni. Dikatakan bahwa sejak kemenangan kaum neoliberal atau yang sering 

disebut sebagai kelompok kanan baru pada era I 970-an, ckonomi dunia bergerak 

ke arah liberalisasi dan perdagangan bebas.'" Cirl utama dal..-n kebijakaa ekunorni 

.w Budi Wmamo. GlobtJ/isasi Wl!fudlmpenOf"JSmeiJDTu, PerrmNegaroda/am Pemhangunan, 
Yogyakarta: Tajidu Press. 2004. 
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adalah diber!akukannya fibernlisasi, deregulas], dan privatisasi (Priyono, 2003). 

Tiga ha1 tersebut juga menclrikan fenomena globalisasi yang membuka k:ran 

kucuran gagasan-gagasan yang mendukung peran dominan pasar. 

Diwaikan oleb Nanang Pamuji dan Ucu Martanto (2006) bahwa neofibernl 

sebagai pabam be!awaJ darikonfurensi di Mont Pelerin, Swiss pada 1947. Konferensi 

ini mengbasilkan kelompok the Mont Pelerin Society (MPS) yang dengan gencar 

mengloyi gagasan neoliberal. Dua !Dlrob senlJlll pendukung gllgasan ini adalah 

Friederich August voo Hayek dan Mllion Friedman. Friedman menglljukan gagasan 

bahwa intervensi negllre seperd memberikan subsidi, upaya sttlbilisas~ dan suntikan 

invesmsi dari - banya akan membangkrndom - itu seadirl. Sedang Hayek 

mcnglljukan gagasan bahwa keonggulan kapitalisme pasar beban bermula dari 

inl!mlksi yang bedalan secara a!amiah. Makani,.,enya adalah denglln membia:rkan 

individn-individu dalam masyarnkat memberikan respon secam individual terlmdap 

bargll pasar yang terbentuk secara bebas. Alokasi modal yang muncu~ kemudian 

inovasi dan kreativitas manusia dengan sendirinya akan terbentuk. Ketersediaan teo 

Dagll kcda dan barlaogllaflgnya roda ckonomi yang teroipta denglln mekanisme yang 

seperd ini dikatakannya tidak mungkin ditiru oleh perencanaan negarn. Kuafill!S 

kcteraJunm ekunomi yang dihasilkan oleh pasar adalah lehih haik daripada peren-

canaan senlTalistik mana pun. Sedaogkan basis bagi kererntur an ekonomi itu 

bukanlah berasaJ dari inteJ:vensi negara. Hayek lebih memperoayai peran puntiag 

. d' idu '"' m tv . 

244 Meagenai .indtvidualisme ini. Hayek membedakrumya menjadi lnla individualism yang 
berdasar pada pemahaman Adam Smith, dan bulam individua1isme yung telah dilrembang.kan 

-\::leh para pemikir k(!ntlncntat Lilmt:Friedrich A. Hayek, /949. Individualism ortd Ecmwmic 
Order; London: Routledge & Kegan Paul Ud 
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Benlasar pada pemahaman yang dtberikan oleh Adam Smith, neoliberalisme 

percaya kepada the Invisible Hand sebagai kekuatan pasar. Dengan semboyan 

"Laisse.z-faire,Laissez-passer~ Smilh (1776) peroaya bahwa dalam melamisme 

pasar keUka setiap individu mengejar keunlnngan pribodi, akua berak.ibat pada 

masyarakat yang mendapatkan keuntungan pula. 247 Awalnya memang setiap 

individu akan mengejar kepentingan pribadi namun individu-individu tersebut 

tenlu memilih kebalkan bagi kemakmumnnya. Sementare kegiatan unluk kemak­

tllllrn!l ltulab yang berguna bagi masyarakat. Juslru otoritas pemerintablah yang 

membebaai diri sendiri dengan perbotian yang tidak perlu. Bukan banya itu, 

pemerlntab juga mengambil alib wewenang yang bukan miliknya."' 

Gagasan neoliberal menuai kemenangannya pada dekade 1980-an pada masa 

kepernimpinan Ronald Reagan di Ametika Serikat dan Margareth Thatcher di 

Inggris. Kebijukan dua negwa besar reraebut menunjukkan gelllkan besar dukangan 

1erbadap superioritas peran pasar. Inti dari skema ekQilOllli yang diperkenalkan oleh 

IMF, World Bank dan WTO berkesuaian dengan Konsensus WasbingtQn yang 

memberikan resep bagi negam untuk melak:ukan !angkah-lang.'<ah berikut: 

1). Dislplin Fiskal dan pengekuagan defisit anggamn; 

2). Pengurangan belanja publik kbususnya militer dan adminislrnsi publik; 

:u7Adam Smith, 1964. The Wt!alth cf Nallen, New York: Dutro~ blm. 398 berkomentar, 
~setinp tndividu sellllu berusaha mencari pel11aog untuk memanfaat.kan setiap kapital yaug 
dikendalikimnya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu soja yang 
dipi.kirkannya adalllh keuntungan bagi dirinya scndiri, bukan keuntungan bagi mrtsyumkat. 
Tetapi ket1ka mengejar keuntungan pribadi itu, dengan sendirinya, atau lebih tepat, mau 
tid~ mau. is akan memilih bidang~bldang kegiat.an yang paling menguntungic:nn bagi 
masyarak:atnya." Dalam Mohtu Mas'oed, 1998. Liberalisme di:Jiam Eh:momi Polftik. 
fnlernosiom:il 

2411 Smith. "Pejabat pemerintah, yang bcrusaha mengatur cara warga ma.syarakat 
melfimllmhm modal mereka agar sesuai dengtm keltendak pemerintah, buhm !tanya akan 
mcmbebani diri sendiri dengan perhalian yt.mg lidak perlu. letapi juga akat: mengambi/ aiih 
wewentmgyang sekaru$rrya (dimiliki oleh rakyafJ .. t1 Da.lam Ibid.. 
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3). Refonnasi pajak dengan memberi kelonggaran kepada pengusaba untuk 

kemudahan membayar pajak; 

4~ Libernlisasi finansial berupa kebijakan bunga bank ok:h mekanisme pasat; 

5). Usaba untuk membuat niJai tukar uang yang lrompetitif, 

6). Liberalisasi bambatan-bambatan perdagangan; 

7). Menggialkan Foreign Direct Investment (FDJ); 

S). Privatisasi alas perusabaan- pemsabaan- (BUMN); 

9). Deregulasi petaturen sehingga lebib re.buka dengan pasar, den 

10). Perlindungan terhadap bak kekayaan intelektual (Intellectual Property 

Rights). 

Dalam pcrkembangannya, gemkan ini telab mempromoslkan tedadinya 

proses marginalisasi peran negara bangsa dalam pembangunan. Usaba-usaha yang 

dilakukan oleh pendakung gagasan neoliberal mendorong perubaban pandengan do­

lam pembangunan, yakni darl stale-led development menjadi market-driven 

development. Perubahan paradigma ini mempunyai iinplikasi pada semakin 

berlmranguya peran negara dalam pembangunan ekonomi l'er3n ini kemudian 

digantikan olab pasar. 

D.l. Hubungun Hnkum Nasional dengan Hukom lnlen!aslonal 

Labimya Perpu Nomer I Tebun 2001, tidak bisa dilepaskan dati tarik 

menarik antara lronsepsi globalisasi dalam konteks internasional dengan hukem 

nasional kita. Hans K.:lsen menydiakan bahwa secara keseluruhaan. hukum 

intemasional sa.at ini mewajibkan dan memberi hak. kepada para individu secara 

tidak. Jangsun& melalui media tatanan hulrum nasional. Norma-nonna hukum 

intemn.sionaJ sebagia.n besar berupa nonna-norma yang tidak sempwna; norma~ 
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nonna ini perlu disempwnakan oleh hukum nasional. Tatanan huk:um intemasional 

mensyaratkan keberadaan tatanan bukum nasional tanpa tatanan hukum nasional, 

tatanan hukurn intemasional akan menjadi satu bagian yang lwnpuh dari suatu 

tatanan hukurn. Oleb oollob itu, suatu rojukan kepada lrukumnasional melek:al di duhan 

makna dari norma-normalrukum bdemasional. Dalam pengertian ini, tatanan hukurn 

intemasional "mendelegasilcan" tallman hulrum nasional untuk menyell1f!Ul11llkan 

nonna-norrnanya sendiri.249 

Jadi tallman hukurn bdemasional menurut Hans Kelsen adalah bagian dari 

suatu tatanan hulrum universal yang meliputi juga seluroh tallman hukurn nasion a!. 

Analisis tersebut selanjutnya membawa kepada kesimpulan bahwa tatanan hukum 

interoasional menentukan bidang validitas teritorial, personal, dan tempoml dari 

tatanan-tatanan hukum nasional, dengan demildan memungkinkan koeksistensi 

dari aneka rngam negma !'ada akhimya kita melihat bahwa tatanan bakum 

internasional membatasi bidang validilns material dari tatanan-tatanan hulrum 

nasional dengan jalan menundukkannya kepada suatu pemtumn tertentu yang 

menjadi masalahnya sendiri yang kaJau tidak, bisa telah diatur secam 

sembarangan oleh negara. 250 

Hukurn intemasional dan hukwn llliSional, menurut pandangannya., adalah 

dua tatanan hukurn yang terpisah dan berdiri sendiri yang mengatur masalah-

masalah yang sangat berbeda dan memiliki sumber-sumber yang sangat berbeda 

pula?11 Hukum internasional dan hukum nasiona1 bukanlah sistem nonna yang 

m HIUIS Kclsen. General Theory of Law ami State,~ York: Russcl and Rosscl,J97l) 
rliterjemshkan oleh Raisul Muttaqien., TetHi Umum Tenlang Hukum dan Negara(Bandung: 
Nusamedia & N1WlJla, 2006) hal. 492. 

2SO Ibid, llal.512 
251 Ibid. 
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terpisah dan berdiri sendiri-sendiri jika nonna-norma dari keduanya hams dianggap 

berlaku untuk ruang dan wak!u yang sama. Secara legis ddak mungkin untuk 

menerima bahwa norma-nonna yang berlaku secam bersarn.aan milik sistem...sistem 

yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri. 

Kawn pluralis tidak menyangkal bahwa norma-norma hukum intemasional 

dan bukum nasional adolah berlaku secara bersamaan. Sebaliknya, dengan 

mengakui l<eduanya berlalru secam ber.;amaan, men:ka menegaakan bahwa 

terdapat suatu hubungan dl an- keduanya, yailu, hahuogan kebebosan 1imbal­

holik; yang benlrti bahwa lidak rerdapat hubungan dl an- kedua sistem nonna 

yang berlaku rersebut."' 

E. Analisis Perpo Nomor l Tahnn 2007 

Dari Argumentasi yang diajukan oleh pemerintah lllliUpun tanggapan yang 

disampailam oleh DPR dlmana hanya satu Fraksi yang menyatukan keberatan 

yakui Fraksl PDI Perjuangan, lllllka setidakuya ada tiga unsur uknran yang blsa 

dipakai dalam menentukan apakab memang asumsi hal ikhwal kegentingan yang 

memaksa sebagaimana yang didalilkan oleh Presiden, yaitu: 253 

1. Unsur ancalllliO yang membahayakan (dangerous threat); 

2. Unsur kebutuhan yang mengbaruskan (reusouuble nece.sity); dan 

3. Unsur keteri>atasan waktu (limited time) yang terSedia. 

252 Ibid. bal .513 

:w Jimly Asshiddiqie,. Hukukm Teta Negara Daumta ~ op.cit. bal. 207. 
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Jika kita gambarkan pembangunan lmkum merupal<an pekerjaan yang 

soma tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa.254 Hadimya 

andang-undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam 

proses perndilan sebagai yurisprudensi (judge made law) juga Ielah lama dikenal 

dalam dunia hukum, demikiau pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia 

yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu bukum eknnomi Indonesia 

yang daya berlakunya di samping dalam lingknp nasional juga intemasional. 

Relevansi bukum ekonomi semakin menoojol sejak lintas niaga masuk dalam 

dania tanpa ball!s atau giobalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah 

meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan daJam suatu 

organisasi intemasional yang dikenal dangan World Trnda Organization (WTO), 

karena dengan damikian Indonesia barus mematubi segala ketentuan yang berlaku 

bagi semua negara anggota WTO dengan segala lamsekuensinya. 

Realit.a ini menempatkan Indonesia untuk benaJ'w>benar dan bersungguh-

sungguh ' 4mengikuti dan mengembangkan" hukum ekonomi intemasional, 

terutama dalam pelaksanaannya atau penegakken hukumnya, dimana semua 

penegak hukum dan pelaku hukum dalam lintas bisnis nasional dan intemasional. 

Hal ini berarti kekeliman dalam pengelolaannya akan berakibat dimgikannya 

Indonesia daJam perdagangan intemasional atau perdagangan beba.s, babkan 

dampakuya tidak banya menyangkut para pihak dalam pe!janjian bisnis 

intemasional, melainkan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. 2SS 

:!.U Soetandyo Wig,njosoebrolo, Huirum: Pa.radigma, Metode dan Dinamika ~ahnys. diedit 
oleh lfdhal Kasim. dkk. (Jakarta: E!sam. dan HUMA. 2002), hal 363. 

zss Syarlp Hidayat, Pengaruh Globalisasi Ekmwmi Dan Hukttm Ekmwmi lntemasionol Dalam 
Pembangutum Hulaim 5koncmi. Di Indonesia. http:I/Y-WW.Iegalitas.orgl?q""<m<ten!/pengaruh-­
globa!isasi-.ekooomi-dan-hukum-.ekonomi-internasional-dalam·pembangunan-hukum-ekonomi 
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Menjawab dan mengantisipasi dampak perdagangan intemasional abad 

XXI, tidak ada jalan Jain kecuali harus menempatkan "Manajemen Penegakkan 

Hukum Bisnis Intemasional" sebagai misi strategis dalam mewujudkan ketahanan 

ekonomi nasional di tengah globalisasi ekonomi yang sudah dan sedang 

betlangsung akhir-akhir ini.2lll Semakin baik dalam sualu negam hukum itu 

berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukam nyata. Sebalikay!l, bila 

suatu negam tidal< memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka 

semakin kecil pula tingkat kepastian hukmnnya. 251 

Perkembangan dalam tekno!ogi dan pola kegiatan ekonomi membuat 

masyarakat di dunia semakin soling hersentuhan, saling membutuhkan, dan soling 

menentukan nasib satu sama lain. tetapi juga sa.ling bersaing. Hal ini secara 

dramatis terulllrna terlihat dalam kegiatan perdagangan dania. baik di bidang 

balang-betang (trade in goods), maupun di bidangjasa (trade in services). Saling 

keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai atucan main yang 

berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan intemasiouni adalah 

aturau main yang berkembang datam sistem GATI!WT0.25
& 

ManakaJa ekonomi menjadi terintegrasi, hannoni.sasi hukum 

mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului 

256 Soedjono Dirt§osiswono, .. MI'IJ1ajemen Penegaklwn Hulrum Bimls dalam Era Pudagangan 
!nternaslonal Abad XXP' dalam Debcrapa Pemikiran HulwmMeil'f(JSUkJ A bad XX!: Mengemmg 
AJrnnrbum Prof. Dr. Komar K.antaatmadja, S.H., LLM. dicdit oleh Hcndarmin Djarab, dkk.. 
(Baudung: Pentrblt Angkasa. 1993}, hit!. 14. 

n 7 len Micbicl Otto, Kepasli@ Hukum tli Negara Berkembang {Ildle Reci:L.-:ekerlwid in 
ontwikkelingsltmden], dile!jemahkun oleh Tristam Moeiiono (Jakarta: Komtsi Hukum Nasional 
Republik Indonesia, 20031 hal. S<i. 

N H,S, KartBdJoetnena. Svlmrmsi P~rjanjian GA1TIWTO dan McWnisme Pcnycl~saian Sengketa: 
sistem, kekmbagaan. prosedur Jmpkmenlasi, dan J:epentirrgttn negara berla:mbang. Jakarta: Ul 
Press, 2000.lml. I. 
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oleh terbentuknya blok~blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa,. 

NAFTA. AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan 

globatisasi perdagangan. Sebalikoya integrasi ekonomi global menghamskan 

terciptanya blok-blok perdagangan barn. Berdagaog dengao WTO dan keljasama 

ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, 

memperbaharui mekan.isme pasar, dan memfungsikan sistim hukum. 

Perlrembangan yang mandiri dari pemsabaan multinasional kerap kali 

ditllmalkan sebagai perkcmbangan suatu badan yang benar-benar tanpa 

kebangssan, dan benar-be!laf mandiri. Peradeban dunia yang kemudian menjadi 

hokum intemasional turut mempengaruhi pembangunan hokum nasional dan 

sistem perekonomian negsra berlrembang. Globalisasi ekonomi seks.mng ini 

udslah !lllUlireslasi yang ham dari pembangnnan kapilalisme sebagsi sistem 

ekonomi inte:masional. Sebagai suatu ideolog4 globalism menawarkan 

seperangkat ide, konsep, keyakina:n, norma dan tata niJai mengenai tatanan 

masyarakat dunia yang dicita..citakan serta bagaimana cara untuk 

mewujudkamya. 259 

Bagaimanapun karakteristik dan hambatllnnya, globalisasi ekonomi 

menimbalkan akibat yang besar sekali pada bidang bakam, globalisasi ekonomi 

juga rnenyebabkan terjadinya globalisasi hokum. Globalisasi hokum ler:iebut tidal!: 

hanya didasarkan kesepakatan intemasional an tar ban gsa, tetapi juga pemahaman 

tradisi hokum dan budaya antara bar.!! dan timur. Tuntutan agar hokum mampu 

berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perlcernbangan ekonomi dengan 

:2.':>9 A.F. Elly Erawa!y, "Globalisasi Ek;onomi dan Perdagangen Bebas: SU!lu Penganta:f' dafam 
Aspek Hukum daTi Perdogangan Behas: Aknelaah Kesiaptm H~·lrum Indonesia tlalam 
MeJaJ:sanakt.ut Peragangan Behar, diedit oleh Ida Susanti dan Bayu Seto (Ba.":du.ng: Citra Adltya 
8al<tl, 2003), bal. 27. 
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prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus segem ditindaklanjuti 

apabila tidal< ingin lfll;jadi kepineangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis · 

dengan rrumdeknya pemngkal hukum.uo Di samping itu ahli hukumjuga diminla 

peralliUlllYll dalam koaaep pembanganan, yairu untuk menempa.tkon hukum 

sebagai lembaga (agent) modemisasl dan bahwa hukum dibuat untuk membangun 

masyarak:at (social engineering). 261 

Perubaban -- dunia saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi 

yang memungldnkan Joomunikasi dan informasi antara masyarakat intemasional 

menjadi sangat mudab. dan hukum inremaslonal saat ini bercirikan hukum yang 

barmoois a1au setidak-tidalooya hukum transnasional. Harmonisasi hukum di sini 

diartikan bahwa bukum intemasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum 

nasional juga dipengaruhi hukum intemasionaJ. Dalam proses bannonisasi 

hukum., dimana huk:um intemosional mempengaruhi hukum nosional, berarti 

negara nasional harus membuat aturan-aturan nasional )'jlflg mendorong realisasi 

k:esepak:atan guna mencapai tujuan hersama. 262 Sebagai contoh dalam bidang 

perdagangan iotema.sional, ketentuan~ketentuan perdagangan lntemasional dalam 

nmgka World Tnade Organization (WTO) telah mendorong negam-negara 

membant aturan-aturan nastanal sebagai tindak lanjut penempen ketentuan 

tersebut dalam suasana nasional. 

8 Agus Yvdha H~ "Kebebasan Berktmiralr. dalam Kcntrok Standm (Pef1gftmbanp 
Konsep WitrWin Solution sebagai A/tunatlf Ikmt dalam Kontral. Bisnis" daJam Puspa Ragam 
lnfurmasi dan Problemnllka H"'- dle<fit oleh Sarnini dan L Budi Kagmmanl<>, (SUraboya: 
Ka!ya Abdl-a, 2001), lml. 95-96. 

21>! Suma.ntoro. Hukum Ehmomi (laka.rta:: UI Press, 1986), hal, .330 

26% Sri Setianingsih Suwardi, .. PembeniUkan 1/ubmt Jnlemasional di Organisasi /nternasioMI tkm 
Pengaruhnya terhadap PrtmatfO HuM Nas!onDJ indonesia"' dalam Beberapa Pemikiran. Hukum 
Memasuld A had XXI: Mengervmg Almarlnlm Prif- Dr. Komar KantatJtmtrt/ia, S.H., LLM.., die.Wt 
ole!\ Hendarmin Djarab, dkk. (Bandung: Penerbit Angkasa., 1998). hal. 190. 
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Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan 

internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat 

intemasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, 

misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan 

sebagainya. Terutama kaidah-kaidah hukum yang bersifat transnasional lebih 

cepat akau dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum 

transnasional itu merupakan aturan pennainan dalam komunikasi dan 

perekonomian intemasional dan global.263 Akibablya semakin memasuki abad 

XXI, semakin bukwn nasional Indonesia akan rnemperlihatkan sifat yang lebih 

transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hulrum lain akan 

semakin berkurang. 

Merefleksikan pada sistem presidensiil seperti di Indonesia, pembedaan 

presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bukan menjadi sesuatu 

yang diperdebatkan lagi. Pembedaan ini hanya relevan dalam sistem pemerintahan 

parlementer yang memang mempunyai dua jabatan terpisah, yaib.J kepala negara 

dan kepala pemerintahan. Yang ada adalah pembedaan dan pembagian tugas dan 

wewenang antara presiden dan wakil presiden. Dengan demikian tidak ada lagi 

keperluan untuk rnembedakan kapan Presiden bertindak: sebagai kepala negara 

dan kapau presiden berperan sebagai kepala pemerintahan seperti kebiasaan dalam 

sistem pemerintaban Indonesia sebelumnya (pra Amandemen UUD 1945).264 

Dalam sistem presidensiil, segaJa otoritas penyelenggaraan kehidupan 

negara dan pemerintahan berpuncak pada presiden. Karena pentingnya posisi dan 

263 C.F.G. Sunaryati Hartono, op.ciL hal 74 

264 Fmnansyah Arifm, Konlroversi Perpu Seleksi Ulang Ha/dm Agung http:!/ 
www.refonnasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_ konstitusi&id=l 0 
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jabatan presiden, presiden diberikan kewenangan yang luas, termasuk hak dalam 

rnenentukan ·keadaan baha~ presiden bisa mengeJuarkan hukum darurat negara 

(-oodrecht). Kewenangan ini juga diatur dalam UUD 1945 (pasal !2). 

Berbeda dengan Pwpu yang masih hams mendapat persetujuan dari DPR, 

penentuan dan penggunuan hukum darurat negam ini mumi sepenubnya hak 

presiden tanpa harus mendapat partinthangan, parsetujuan atau disetujui pihak 

(lembaga) lain. "' 

Pada kondisi sehagaintana diapaparkan diatas itulalt sesungguhnya "hal 

ikhwal kegentingan memaksa" hemluatl!. Penurunan peringkat daya 1l!rik 

investasi, realisasi investasi Penanaman Mndal Asing (PMA) yang menurun, 

ketertinggalan arus investasl dihandingkan dengan negam ASBAN lainnya. 

menimbulkan aswnsi babwa Indonesia berada dalam kondisi darurnt ekonomL 

Argumentasi akan kemendesakan yang menimbulkan hal ikhwal kegentingan 

yang memaksa menuntut pemerintah untuk dapat bertindak secara cepat dan tepat 

rnengatasi hal tersebnt. Hal lni nampaknya menjadi kelruasaan yang inheren 

da1am tembaga kepresidenan~ luas sifatnya tetapi tidak dibatasi~ sebingg:a presiden 

dapet memanlloatkan atau mengganakannya sewaktu-waktu dalam keadaaan 

krisis. 

wlbid 
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A. Kesimpulan 

BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Negam tanpa batas (Border/ess World), itulab frase :yang digunakan oleh 

Kenichi Ohmae untuk menggambarkan tentang fenomena akan semakin kuatnya 

keterikatan sebuah negara dengan negara yang lain. Fenomena yang lazim kita 

kenai dengan globalisasi ini mengakibatkan seakan-akan sekat-sekat negara telah 

hilang dan nyaris tanpa batas. Dinamika kontemporer persaingan aurar negara 

dalam konteks global untuk saling beJpacu demi mengambi! kemanfuatan dan 

nilai ekonomi dunia digunakan secara besar-besaran. Persaingan yang sedemikian 

rupa tersebut diejawantahkan dengan memberikan fasilitas/kemudahan kepada 

banyak pihak demi mendatangkan modalfmvestasi dengan barepan membawa 

kemanfaatan secara ekonomi bagi kemakmuran negaranya. 

Fenomena persaingan dan pengaruh ekonoml global ini membawa 

implikasi terbadap dinarnika hukam ketatanegaraan yang teljadi di banyak negam. 

Teori-teori tentang konstitusi maupun pemndang-undangan diupayakan 

sedemikian ropa untuk menjawab tan.tangan kebutuhan masing-masing negiu-a.. . ' . . 

Perubaban ~rhadap negara ten;ebutlab :yang member! tll!!"" bagi hakum tata 

negllra pada khususnya.~mtuk memberikan ~anyal>eqtuk dan ketertib:w,o'"" 
.,. ·.. '\ ... ' 

' ·d•,> • -, . r ".,,, ,. •. , 

266 Istilail betrtuk dan ketertiban dipergu.naktm oleh Mr. Soetiksno, Fil$t(ot Huhlm; Bagian 1. Cet 
!l (Jakarta:P>-wlnya Purnmi!tl, 2004) hai.J9. 
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Setelah mempelajari, mendalami pennasalahan, mengkaji teori maupun 

juga mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menjawab permasalaban 

dalam tesis ini, maka penulis berkesim pulan sebagai berilrut 

I. Terkait deng8Jl pertanyaan apakab pertimb8Jlgan peHtik huknm yang 

meoyebabkan DPR menyetujui Peraturan Pemeriutah Pengganfi 

Undang-Undang (Perpn) disahkan menjadi nndang-nndang? 

Penulis berkesimpulan babwa Presiden Republik Indonesia sebagai kepala 

negara dan juga kepaln pemerintaban, bertanggungjawab dal11111 proses kebidupan 

berbangaa dan bemegaro. Tujuan kepala negara secam filosofis adaleb 

mengupayakan agar tujuan negara yang tertuang dabuu knnstitusi yakai 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daJeb Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangs.a, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial dapat diimplementasikan.u7 Da!am kaitan dengan 

tutisan ini, maka secant khusus hal yang menjadi tugas Presiden adalab 

memajukan kesejahteraan umum. 

Mewujudkan sehueb cim hokum (rechtide) dan cita negara (staatside) 

untuk memajukan kesejebteraan umum tidak terlepas dari konsteks ekonomi bail< 

yang bersifat local, . nasional maupun globaVintemasional. Kecepatan dan 

ketepatan pili han politik hukmn yang dipilih seorang presiden untuk berkompetisi 

deqgan qunia yang mengglobal tersebut menjadi persyaratin bagi terciptanya 

• tnjUIUj negara yang dieJawan!ebkan dalnm progiaincprogram J'embanguman. 

'ID Republik Indonesia. Pembu'k<um UT«ktng--Umk.tng Dtuar Negara Republik lndtmesio Talrun 
1945. 
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Penggunaan in~en undang-undang sebagaUnana yang 

dipersyarakatkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2000 untuk meaentukan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuben bebas menggunakan wulang-undang memang 

rnenunjukkan instrumen demokrasi perwakilan. Demoknasi te""'but dihampkan 

beljalan dalam lahlrnya sebuah kebijakan negam. Akan tetapi seiring dengan 

tantangan proses penyeJenggaraan negara khususnya dibidang ekonomi, maka 

pembangunan mendasarkan alas penyalenggaraan lembaga pemerinlaban 

membutubkan "rerobosan". Dmi ur:aian yang telab disampaikan dari Bah 1 sampai 

dengan bah 4, penulis dapat menarik setidalmya 2 (dna) kesimpuian, terkait 

dengan politik hulrum yang dimiliki haik oleh Presiden maupon DPR dalom 

persetujuan yaug dibetikan teriladap Perpu Nom or 1 Tahun 2007, yaitu: 

I. Presfden dan DPR Sf'.(;anl umwn memiliki persepsi yang sama bahwa 

politik hukum yang ingin dibangun adalah kecepatan menjawab respoo 

peluang mendatangkan investasi. khususnya terk:ait dengan penentuan 

kawasan perdagangan bebas dan pelababan bebas. Kecepalan ini tentu saja 

diharapkan mampu ~engejar ketertinggalan yang dialami oleh Indonesia 

terkait dcngan target-target pembangunan. 

2. Dalam konsep pemerintahan Presidensil sebagaimana yang dipakai d1 

Indonesia, kedudukan Presiden merupakan jabalan yang san gat strntegis. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taben 1945, 

Presiden memiliki kewenangan yang sangat kaa~ karena Presiden 

memiliki tidak kunmg dari 10 (sepuluh) kewenangan dalam menjalankan 

roda pemerinlaban. Terlebih mekaaisme pengisian jabalan Presiden di 

Indonesia dilakukan seoara langsang oleh rakyat. Penguanm kelembagaan 
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presiden tersebut berimplikasi pada kejelasan tanggung jawab. Artin;ya 

dengan disabkann;ya Perpu Nomor I Tabun 2007, ada kt;jelasan tentang 

pertanggungjawaban sebuab keberbasilan atau kegagalan dalam 

meningkatkan kesejabteraan negara, karena satu variabelnya yakni 

penentuan kawasan perdagangan bebas dan pelababen bebas, telab secata 

tegas cukap ditentukan oleb pemerintab dalam hal ini Presiden melalui 

PenlluranPemerintab. 

n. Bagaimana sesunggnhnya kedudukan asas hal ikhwal kegeatingan yang 

memaksa dalam menerbitkan Perpu (khususnya Perpu Nomor 1 Tahun 

2007) dalam kaitann;ya dengan kewenangan Preoiden dan DPR 

membentuk undang-undang? 

Dati beberapa toori yang telab diungkapkan pada bab-bab sebelunm;ya 

dapat kita ketahui babwa memang kewenangan menatsitkaa den menentukan 

"dalam bel ikllwal kegentingan yang mrunaksa" ada ditangan Presiden. 

Kewenangan menentukan ini didadasarkan fakta bahwa ada dua kategori keadaan 

dan!C!lt, yaitu: 

1. Staalsnoodrecht : yaitu yang mengalami kedaruratan adalah negara., dan; 

2. Noodsraatsrecht: yak.ni keadan hukumnya yang mengalami kondisi 

darurat. 

Berkaitan dengen filkta telab diundangkann;ya Perpu Nomor I Tabun 2007 

maka perlu dijelaskan apa yang menurut pemerintab dan DPR yang dimaksud 

<Iangan bal ikllwal kegentingan yang mernaksa. Dengan demikian, terdapat liga 

unsur penting yang seeara bersama-soma membantuk pengerlian keadmm babe;ya 

yang menimbutkan kegentingan yang memaksa, yaitu: 
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4. unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threal); 

5. unsur kebutuhan yang menghamakan (reasonaO/e necessity); dan 

6. unsur keteroatasan waktu (limited time) yang tersedia. 

Jika unsur hal ikbwal kcgentingan yang memaksa di bcduh dengan 

pengelompokan tersebu~ maka penuli.s berkesimpulan hahwa di.sahkannya dan 

telah diuodanglamnya Perpu Nomor 1 Tahun 2007 bakan karena ancaman yang 

membahayakan keadaan negara dalam arti fisik. Namun lebib kepada persepsi 

keddakmampuan negarn dalam menghadapi persaingan ekonomi global di masa 

yang akan datang dengan negara·negara lain di dunia, kbususeya Asia Tenggara 

Hal ini juga menjadi dirasakan amat penting mengingat masing~masing negara 

berlomba-lomba memberikan incenllve demi untuk mendatangkan investoc. 

Kokbawatiran ini pula yang hllnls dijawah """"" cepa.t dengan memberikan 

payung huknm kepeda Presiden unluk menjalankan fungsinya sebagai kepala 

pemerintahan agar lebib mudah dan cepat pelaksanlllUmya. 

Penuiis juga berpandangan bahwa implikasi yang ditimbulkan dengan 

Perpu Nomor 1 Tuhun 2007 yang kini menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 yang 

mengarur peraliban penentuan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

yang sebelwnnya diatur dengan undang-undang beralib menjadi peraturan 

pemerintah tidak bertentangan dengan knnsep pemisahan knknasaan. Hal tersahut 

di.sebabkan karena PresideD sebngai kepala negarn dan kepala pemerintahan 

bertanggung jawab terhadep pelaksanaan dan pengejawantahan tujuan negara 

sebagalmana yang tennaktub dalam UUD Negara Republlk Indonesia Tahun 

1945. Hal yang tidal< kalah peralng adelah dalam kewenangan knlembagaan 
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eksekutif narnun juga fungsi dalam membentuk peraturan perundangwundangan 

dalam kaidah dan batasan tertentu. 

B. SARAN 

Dibentuknya Peraturon Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

memang rnenjadi kewenangan Presiden sebagahnana yang dilindungi olah 

konstitusL Namun selalu yang menjadi perwalan adalah kelemaban kejian 

ilmiah/naskah akademik yang mendulrung digunakennya Perpu terhadap sebuah 

pennasalahan. Dalam kasus Perpu Nomor l Tahun 2007 pemerintah hanya 

memberikan penjel8.S8!1 dalam bentuk keterangan pemerintah alas RUU tent\lllg 

penetapan Perpu Nomor I Tahun 2007 yang ditandat\lllgani oleh Menteri 

Perdagangan, Menteri K<:uangan, serta Menteri Hukum dan HAM. Sehingga 

rnemang kejian ilmlah/naskah akademik khususnya yang berkaitm dengan politik 

hukum pemerintah dan kajian atas hal ikhwal kegentingan yang memakea tidnk 

terlampaujelas digambarlom dalam dibentukeya Perpu tersebut. Wallobaa/am. 

' - ?';.' -

"' " . •. ~: :.::::.~~·\~_··-~~~~-: 
.. ; : 

•, 

' 
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